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MOTTO 

'BANGSA YANG BESAR, 

adalah bangsa yang menghargai sejarah . . . . 
serta menghargai pula jasa para pahlawan dan para 

pedahu Zunya. 



ABSTRAK 
Judul penelitian ini adalah "Penjabaran Asas Kedaulatan Rakyat Dalam W D  

1945 : Analisis Hukum Terhadap UUD 1945 Hasil Perubahan". Penelitian ini adalah 
penelitian hukurn normatif yang sepenuhnya meneliti objek literatur (kepustakaan), 
dengan dasar pijak teori kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai teori pokok (grand 
theory) serta teori perundangan-undangan sebagai alat analisis. Pendekatan penelitian ini 
dititikberatkan pada pendekatan yuridis, disamping pendekatan historis dan politis. Sebab 
kajian utamanya adalah kedaulatan rakyat sebagai asas yang terkandung dalam 
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. yang merupakan objek llmu Hukum Tata 
Negara, serta pengaruh-pengaruh historis dan politisnya. 

Penelitian ini adalah wujud perhatian terhadap arti penting kedaulatan rakyat. 
Karena kedaulatan rakyat adalah yang terbaik diantara jenis-jenis kedaulatan yang ada di 
dalam teori hukum. Kedaulatan rakyat adalah bentuk lain dari demokrasi, yaitu 
pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Yaitu sistem yang dijadikan dasar 
oleh kebanyakan negara di dunia, sebab demokrasi telah dinyatakan sebagai narna yang 
paling baik dan wajar untuk semua organisasi. 

Di Indonesia Kedaulatan Rakyat adalah kata yang penting dan keramat sebab 
merupakan Cita Hukurn (rechtsidee). Kedaulatan Rakyat juga disebut sebagai Norma 
Hukurn Tertinggi. Selain itu, Kedaulatan Rakyat juga disebutkan secara eksplisit pada 
Pasal 1 Ayat (2) UCrD 1945 sehingga ia harus dilaksanakan, ditaati dan mengikat semua 
orang baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat termasuk warganargara. 
Dernikian penting kata Kedaulatan Rakyat bagi bangsa Indonesia, baik secara ideologis, 
philosopis, historis dan yuridis sehingga perlu ditelaah bagimana ia dijabarkan kedalam 
pasal-pasal didalam UUD 1945 hasil perubahan, agar dapat dimengerti bagaimana 
bentuknya, bagimana ia seharusnya dilaksanakan dan lembaga-lembaga apa saja yang 
terkait dengannya. Oleh karena itu, untuk menyelidiki pemgaruh perubahan UUD 1945 
terhadap kedaulatan rakyat, maka penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat di jabarkan dalam UUD 1945 
setelah perubahan serta apakah penjabaran tersebut sesuai dengan asas-asas dan norma 
hukurn yang seharusnya berlaku di Indonesia. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakuakn, ternyata perubahan UUD 1945 yang 
telah dilaksanakan oleh MPR-RI periode 1999-2004 secara empat tahap yaitu 1999; 
2000; 2001 dan 2002 telah menyebabkan peningkatan kuantitatif dan kualitatif terhadap 
naskah UUD 1945 secara signifikan. Dilihat dari lamanya waktu, kualitias personil 
pelaku serta proses dan prosedur perubahan yang telah dilakukan, dapat dikatakan 
peningkatan tersebut sangat drastis dan sangat tidak proporsional. Terutama perubahan 
Pasal 1 ayat (2) dan refleksi penjabarannya didalam pasal-pasal yang merupakan isi dari 
UUD 1945 yang menyebabkan kedaulatan rakyat menjadi abstrak, tak jelas eksistensi 
lembaga mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut. 
Disamping itu perubahan tersebut apabila dilihat dari pola hubungan antar dan antara 
lembaga-lembaga Negara, justru memunculkan DPR sebagai lembaga yang sangat 
dominan. Perubahan UUD 1945 telah menyebabkan kekuasaan menumpuk kepada 
legislatif akibat fungsi legislasi yang mengatur hampir setiap sendi kehidupan Negara, 
padahal disisi lain lembaga DPR adalah lembaga yang paling banyak digugat fungsi dan 
perannya oleh masyarakat kebanyakan, yang nota bene adalah pemegang kedaulatan 
tertinggi di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHlLTLUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jauh sebelum kemerdekaan, pada dasarnya praktek-praktek Kedaulatan 

Rakyat telah dilaksanakan semasa kerajaan-kerajaan yang tumbuh dm berkembang 

dalam sejarah Nusantara, temtama pada daerah-daerah pedesaan. Dapat dikatakan 

bahwa dalam kebudayaan Indonesia terdapat dua tradisi kedaulatan , yaitu 

Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan raja-raja berlaku dikerajaan, 

sedmgkan kedaulatan rakyat berlaku di desa-desa. 

Kedua tradisi kedaulatan yang tumbuh pada masa dahulu tersebut 

dipertentangkan secara diametral oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, 

sehingga pada waktu itu dikenal istilah 'Daulat Rakyat' versus 'Daulat Tuanku' 

yang dipopulerkan Hatta. Agaknya tradisi daulat rakyat yang tumbuh dari desa 

inilah yang menjadi pilihan pendiri republik sebagai acuan dalam memuskan 

prinsip dan lembaga permusyawaratan-pemakailan daIarn ULTD 1945 

Gagasm kedaulatan rakyat telah diperdebatkan di daIam forum resmi Sidang 

Pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 29 Mei 1945, 

dalam rangka menentukan Dasat Negara Indonesia Merdeka. Pada saat itu tujuan 

kemerdekaan Indonesia disamakan artinya dengan dasar kemanusiaan yang bempa 

dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara, yaitu sebagai dasar kemerdekaan 

negara berupa kedaulatan menuju ke dalam dan kedaulatan menilju kelw.  

' Jimly Asshlddiqie, Gagman Kedaulatan Rakyat Dalam Konstimi dun PeIaksanaannya di 
Indonesia, 1994, Cetakan Pertama PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm.39-40 



Kedaulatan kedalam memberi perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur 

kepada putera negara dengan hak milik dan harta bendanya didalam lingkaran 

batasan negara. Sedangkan kedaulatan keluar akan memberi kesempatan luas 

kepada Negara Indonesia mengatur hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan 

rakyat Indonesia dan Indonesia Merdeka adalah berdasar perikemanausiaan yang 

universeel berisi humanisme dan intemasionalisme bagi segala bangsa2. 

Pengertian Kedaulatan Rakyat menurut Muhammad Hatta adalah sebuah 

asas yang dianut oleh Negara Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai yang 

utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan (somereinteit). 

Karena rakyat adalah jantung hati bangsa, maka rakyat lah yang menjadi ukuran 

tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat kita naik, dan dengan rakyat pula kita 

turun3. 

Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang menganut faham Kedaulatan - 
Rakyat. Hal tersebut diperkuat secara hukum dalam Sila ke-4 Pancasila 'Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanlperwakilan'. 

Sila ke-empat ini merupakan sendi yang penting daripada asas kekeluargaan, dan 

asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan 

rakyat4. Kedaulatan Rakyat juga termaktub dalam Alinea ke-empat Pembukaan 

UUD 1945 dan selanjutnya dijabarkan pula pada Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh 

Baca Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerekaan Indonesia 
(BPUPKI); Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945, 1992, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. 

Baca Kata Pcngantar yang ditulis Hatta dalam Majalah Berkala yang diberi nama 'Daoelat 
Rakyat', Edisi Pertama (Tahun 1 No. 1, 30 September 193 1). 

Subandi A1 Marsudi, Pancasila dun UUD I945 dalam Paradigma Reformasi (Edisi Revisi), 
Juni 2003, Cetakan Ketiga PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58 



UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan. 

Secara hukum, dapat dikatakan bahwa Kedaulatan Rakyat adalah kata yang 

penting dan keramat bagi bangsa Indonesia. Karena terkandung dalam Pancasila, 

maka Kedaulatan Rakyat merupakan Cita Hukum (rechtsidee). Sebagai Cita 

Hukum Kedaulatan Rakyat berfbngsi konstitutif yaitu untuk menentukan dasar 

suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum menjadi kehilangan arti dan 

makna sebagai hukum, sehingga ia lah yang-rnenentukan apakah tata hukurn 

Indonesia merupakan tata hukum yang benar atau tidak. Selain itu juga berfbngsi 

regulatif, yaitu menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia apakah adil 

atau tidak5. 

Karena Kedaulatan Rakyat adalah bagian dari Pembukaan UUD 1945, maka 

ia berkedudukan sebagai bagian Norma Hukum Tertinggi yaitu sebagai pokok- 

pokok Pikiran Pembukaan Hukum Dasar yang menciptakan pasal-pasal Hukum 

Dasar tersebut, menentukan isi dan bentuk lapisan-lapisan hukurn yang lebih 

rendah6. Selanjutnya Kedaulatan Rakyat juga termuat secara ekplisit dalam Batang 

Tubuh UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (2), sehingga ia menjadi hukum dasar yang 

hams dilaksanakan dan ditaati, yang mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga 

negara dan lembaga masyarakat termasuk juga setiap warga negara Indonesia 

dimanapun berada7. 

Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan 

5 Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia : 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dun 
Bernegara, Disunting oleh Otojo Oesman dan Alfian, 1991 BP-7 Pusat, Jakarta, Bab IVhlm. 69-70 

Ibid 
SZS Pangeran Alhaj, Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila, 1984, Cetakan Pertama 

Departemen Pendidikan clan Kebudayaan Universitas Terbuka, Jakarta hlm. 68 



pemerintah, bahkan juga setiap tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah 

berlandaskan dan bersumberkan pada UUD 1945. Jadi, segala tindakan yang tidak 

taat terhadap aturan-aturan yang terkandung didalam UUD 1945, dapat 

dikatagorikan sebagai 'tidak konstitiuwnal'. 

Shang Yang berpendapat "Kekuasaan dan rakyat adalah dua kutub yang 

sding tarik-menarik, kekuasaan akan kuat apabila rakyat dilemahkan. Dan 

sebaliknya, apabila rakyat yang kuat dan kaya maka kekuasaan pula yang akan 

lemaw8. Pendapat yang senada diucapkan oleh Lord Acton seorang ahli sejarah 

Inggris dalam dalil yang berbunyi "Power tends to corrupt, but absolutely power 

corrupts absolutely" (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung 

menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak 

terbatas pasti akan menyalahgunakannya)g. 

Pendapat-pendapat ini, seolah-olah tergambar juga dalam s e j d  gerak 

pelaksanaan Kedaulatan Rakyat sebagai Cita Hukuin dan juga sebagai bagian yang 

tercantum ddam UUD 1945 oleh pemerintahan selama ini, yang menurut catatan 

mengalami pasang-surut dan tolak-tarik hampir tak berhenti. Padahal menurut 

ULID 1945 yang disebutkan secara eksplisit didalam naskah tersebut, Indonesia 

menganut dua prinsip, yaitu : sebagai Negara Hukum (rechtstaat) dan sistem 

konstitusi (menganut paham kon~titusionlisme)'~. 

Karena Indonesia menganut faham konstitusionalisme, maka seharusnya UUD 

1945 dimaksudkan sebagai alat untuk mengontrol penguasa agar tidak sewenang- 

CST Knnsil& Christine ST Kansil, Ilmu Negara (Umum dun Indonesia), 2001, Cetakan Pertama 
PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54 

9 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Oktober 1992, Cetakan Keempatbelas, 
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 54 

lo Ibid, him. 51 



wenang kepada rakyat, yang memegang kedaulatan tertinggi. 

Namun, tercatat pada masa pemerintahan transisi, pemerintahan Orde Lama, 

pemerintahan Orde Baru, bahkan pemerintahan masa reformasi, kekuasaan 

dijalankan dengan cara yang menyimpang dari esensi Kedaulatan Rakyat. Pada 

masa pemerintahan transisi (periode 1 945- 1 949), mtuk kepentingan penguasa 

kolonial Belanda penyimpangan yang sangat prinsip terjadi ketika sistem Kabinet 

Presidential dirubah menjadi Kabinet Parlementer. Akibat perubahan sistem ini, 

terjadi instabilitas politik dan pemerintahan yang menimbulkan kesengsaraan bagi 

rakyat. 

Pada masa Orla (periode 1959-1 965) pembentukan Lembaga-Lembaga 

Negara belum sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Tidak hanya itu, lembaga- 

lembaga tersebut juga difimgsikan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. 

Misalnya, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan juga pemegang 

kekuasaan legislatif, telah menggunakan kekuasaannya dengan cara menyimpang 

dari UUD 1945 

Yaitu dengan cara mengeluarkan produk-produk legislatif, yang seharusnya 

berbentuk UU namun dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden bahkan tanpa 

persetujuan DPR Lalu, Sukarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, 

penyusunan APBN dilakukan tanpa persetujuan DPR, bahkan terakhir Presiden 

membubarkan DPR 

Penyimpangan-penyimpangan ini telah menyebabkan tidak berjalannya sistem 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945, sehingga keadaan politik dan 

keamanan semakin memburuk, kemerosotan dibidang ekonorni, serta puncaknya 



adalah terjadinya pemberontakan G-30-S PKI yang menyebabkan nyawa rakyat 

menjadi korban. 

Orba pimpinan Suharto sebagai simbol kekuasaan otoriter, telah berkuasa 

dengan langgeng selama 32 tahun (6 kali pernilu). Upaya melanggengkan 

kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara memperalat sisi lemah UUD'45 sebagai 

Konstitusi Negara untuk menyanggah dan melegitimasi kekuasaan. Misalnya, 

memberi tafsir atas Pasal 2 ayat (1) dengan cara melaksanakan pengangkatan 

anggota MPR (utusan daerah dan utusan golongan) dari kalangan rniliter dan kroni 

dilingkaran terdekatnya. Pasal 7 pula ditafsirkan dengan cara menjadikan Suharto 

sebagai presiden yang dipilih berulang kali yaitu selama 6 (enam) kali. 

Rejim Orba melakukan sakralisasi UUD'45 yang dibungkus dengan ikrar 

"tekad untuk melaksanakan ULTD 1945 secara murni dan konsekuen" dengan cara 

menetapkan payung hukum : TAP No. VMPRl1983 dan TAP No. N/MPR/1983 

sebagi alat proteksi. Sakralisasi UUD 1945 ini lebih merupakan upaya memperalat 

sisi lemah UUD'45 guna mempertahankan kekuasaan otoriter (status quo) daripada 

untuk tujuan kesejahteraan rakyat, sehingga ULTD 1945 pun menjadi konstitusi yang 

rigid karena harnpir setengah abad lebih tidak mengalami evaluasi atau perbaikan. 

Seterusnya kondisi ini berlangsung sampai 32 tahun (hinga 6 kali pernilu). 

Rintihan nurani rakyat dalam menuntut keadilan yang demikian panjang, pada Mei 

1998 yang dimotori oleh gerakan mahasiswa mengkristal menjadi kekuatan 

reformasi rakyat (people power) yang berkemampuan menumbangkan rejim 

tersebut. 

Spirit Kedaulatan Rakyat kembali bergema, kekuatan reformasi rakyat ini pula 



yang telah memberi amanah mtuk melakukan amandemen UUD'45 sebagai salah 

satu dari enam agenda reformasi. Amandemen dilakukan dengan empat tailap 

terhitung sejak 1999, 2000,2001 hingga 2002 yang secara signifikan telah merubah 

materil LKD'45 yang semula 37 Pasal menjadi 73 Pasal (meningkat 97%) dan 

semula 47 ayat menjadi 184 ayat (meningkat menjadi 291%) sedangkan bentuk 

perubahannya bersifat penambahan, pengurangan maupun perubahan total1 ' . 
Amandemen UUD'45 dimaksud untuk mencegah terulangnya penyelewangan 

terhadap pelaksanaan pemerintah seperti pada masa lalu, dan menciptakan sistem 

pemerintahan yang lebih baik pada masa depan, demi mtuk tujuan mengembalikan 

Kedaulatan Rakyat yang telah dirampas. Ditilik dari sejarah pembentukannya, 

perubahan UUD 1945 merupakan upaya yang sangat wajar, terutama apabila 

dikaitkan dari segi waktu, para pihak yang terlibat ataupun prosedur proses 

penyusmannya. 

Dari segi ini UUD 1945 memang dapat dikatagorikan sebagai konstitusi yang 

bersifat transisi yang masih membutuhkan penyempumaan. Apalagi BAB XVI 

ULD 1945 pula menyiratkan bahwa UUD 1945 bukan klasifikasi konstitusi yang 

bersifat absolut yang tidak dapat dirubah sama sekali. Melainkan konstitusi yang 

dapat dirubah dengan syarat yang termaktub pada Pasal 37 ayat (1) dan (2). Jadi, 

kewajaran untuk melakukan perubahan konstitusi, sebenarnya dimaksudkan untuk 

mencegah kita merasa terkekang dan mengakibatkan kita hams bertindak diluar 

undang-undang dasar (inkonstitusionil). 

Adapun perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan menyebabkan kuantitas 

Panduan Pemasyaraktan UUD Negara RI Tahun I945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan 
Ayat, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta, hlm.42 



Bab, Pasal dan Ayat meningkat secara sangat signifikan. Bahkan telah 

menyebabkan pula perubahan yang sangat drastis terhadap sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Khususnya yang terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi dan hubungan 

tata kerja Lembaga Lembaga Negara, serta pengaruhnya terhadap kedaulatan 

rakyat. 

Sehingga, jika dicermati peningkatan kuantitas materi UUD 1945 ini apabila 

dibandingkan dengan lamanya waktu penggodokan dan pembahasan perubahan 

UUD 1945, sangat tidak proporsional. Proses dan prosedur perubahan yang telah 

dilakukan terkesan serampangan, dilakukan dengan sangat mudah, sehingga 

berkecenderungan merendahkan arti sirnbolis UUD 1945 itu sendiri. 

Hasil amandemen UUD 1945 dinilai banyak kalangan sebagai produk 

demokrasi yang tidak proporsional, beberapa kelompok bahkan ada yang 

menyatakan penolakannya terhadap hasil amandemen ini. Lagi pula proses 

perubahan yang telah dilaksanakan, sangat kurang melibatkan pastisipasi rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya. 

Bahkan ha1 yang paling mencederai kedaulatan rakyat, ketika Pasal 1 Ayat (2) 

ULJD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat", dirubah menjadi "Kedaulatan 

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". 

Perubahan bunyi pasal tersebut, menyebabkan bentuk kedaulatan menjadi 

semakin abstrak, terpencar-pencar dan sulit dilihat wujudnya. Dan yang paling 

Renting tidak ada sebuah lembaga yang berperan sebagai cerrnin pertanggung- 
I \ 

jawaban jalannya kedaulatan terqebut. 



Sebelurnnya, berbagai pemikiran ilrniah telah dilakukan dalam menganalisa 

substansi kedaulatan rakyat. Antara lain Dahlan Thaib dalam disertasi Program 

Doktornya yang berjudul 'Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut W D  1945 Dan 

Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai 

Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya)' tahun 1999 pada Universitas Padjadjaran 

Bandung. Dalam disertasi tersebut Dahlan Thaib telah berusaha menelaah tentang 

bagaimana kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep yang tercantum di dalam 

UUD 1945 dilaksanakm dalam Praktek Ketatanegaraan, khususnya pada peran dan 

fungsi-fungsi MPR sebagai lembaga Pelaku Kedaulatan Rakyat Sepenuhnya. UUD 

1945 yang menjadi objek penelitiannya adalah UUD 1945 sebelum dilakukan 

perubahan. 

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie dalam buku 'Gagasan Kedaulatan Rakyat 

Dalam Kostitusi Dan Pelahanaannya Di Indonesia : Pergeseran Keseimbangan 

antara Individualisme dun Kolektivisme &lam Kebijakan Demokrasi Politik dun 

D e m o h i  Ekonomi Selama Tiga Mma Demokrasi 1945 - 1980-an' yang 

diterbitkan PT.Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, tahun 1994. Dalam buku tersebut 

Jimly telah melakukan telaah kritis tentang kedaulatan rakyat sebagai sebuah 

gagasan yang tercantum dalam konstitusi (sebelum UUD 1945 berubah), serta 

bagairnana pelaksanaan di Indonesia. Terutama dilihat dari konsep antara 

individualitas dan kolektifitas dalarn kebijakan demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi, selama tiga masa demokrasi tahun 1945 hingga 1980-an. 

Dibandingkari dengan genelitian ini yang berjudul 'PENJABARAN ASAS 

KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 : Analisis Hukum Terhadap UUD 



1945 Hasil Perubahan', yang ingin dianalisa adalah kedaulatan rakyat sebagai 

sebuah asas hukum seperti tercantum dalam makna sila ke-4 Pancasila, yang 

termaktub pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 serta seperti tercantum pula 

secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh UITD 1945 setelah dilakukan 

perubahan terhadap UUD 1945 tersebut. 

Oleh karena Kedaulatan Rakyat tersirat dalam sila keempat Pancasila, maka ia 

disebut sebagai Cita Hukurn (rechtsidee) yang mempunyai fimgsi selain fimgsi 

konstitutif -untuk menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata 

hukum aka.  kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum sehingga tak dapat 

dikatakan sebagai suatu tata hukum yang benar- dan mempunyai fimgsi regulatif 

untuk menentukan apakah suatu tata hukum positif adil atau tidak adil. 

Disamping itu, Kedaulatan Rakyat juga termaktub dalam Pembukaan UUD 

1945, maka ia disebut sebagai bagian dari Norma Hukum Tertinggi. Sebagai Norma 

Hukum Tertinggi ia menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar dan bentuk lapisan- 

lapisan hukum yang lebih rendah, dan tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara 

norma hukum yang lebih rendah dan norma hukum yang lebih tinggi. Sedangkan 

Kedaulatan Rakyat yang juga disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (2) 

UITD 1945 menyebabkan ia menjadi awal Batang Tubuh Hukum Dasar Tertinggi 

sehingga ia hams dilaksanakan, ditaati dan mengikat semua orang baik pemerintah, 

lembaga negara, lembaga masyarakat termasuk warganegara. 

Demikian penting kata Kedaulatan Rakyat bagi bangsa Indonesia, baik secara 

ideologis, philosopis, historis dan yuridis sehingga perlu ditelaah bagaimana ia 

dijabarkan kedalam pasal-pasal didalam UUD 1945 hasil perubahan, agar dapat 



dimengerti bagairnana bentuknya, bagaimana ia seharusnya dilaksanakan dan 

lembaga-lembaga apa saja yatlg terkait dengannya. 

B. Rumusan Masalah 

Akhimya, didorong oleh fakta-fakta tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti isi ULTD 1945 yang terkait dengan asas kedaulatan rakyat seperti 

terkandung didalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, dengan rumusan 

masalah : 

1. Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat di jabarkan dalarn UUD 1945 setelah 

perubahan ? 

2. Apakah penjabaran tersebut sesuai dengan asas-asas dan norma hukum yang 

seharusnya berlaku ? 

C. Tujuan 

Yang menjadi tujuan penelitian ini actalah : 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang prinsip kedaulatan rakyat yang di 

jabarkan didalam UUD 1 945 sesudah perubahan. 

2.  Unhlk meng-analisa apakah prinsip kedaulatan rakyat tersebut secara hukum 

telah di jabarkan sesuai dengan asas dan norma hukum yang berlaku 2 

D. Kerangka Teoritis 

Sebagaimana disebut diatas, juctul penelitian ini adalahg 'PENJABARAN 

ASAS KEDALTLATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 : Analisis Hdcum 

Terhadap UUD 1945 Hasil Perubahan'. Dilihat dari kerangka teob-teori hukum, 

maka dari judul tersebut dapat katakan bahwa Penjabaran Asas Kedaulatan 

Rakyat adalah sebagai variabel tetap yang mempengaruhi (independent variable) 



sedangkan UUD 1945 Hasil Perubahan sebagai variable yang terpengaruh 

(dependent variable), sehingga teori-teori tentang Kedaulatan Rakyat merupakan 

teori utama (grand theory), teori-teori tentang Konstitusi merupakan teori turunan 

(Sub-theory) sedangkan teori-teori tentang Asas-Asas dan Norma Hukum dalam 

Perundang-undangan merupakan teori yang akan dijadikan alat da lm melakukan 

analisa. 

1. Teori Kedaulatan Rakyat 

Sebelum sampai kepada pembahasan teori-teori tentang kedaulatan rakyat, 

maka terlebih dahulu harus dijelaskan teori tentang kedaulatan secara umum. 

a. Teori Kedaulatan : 

Menurut Padmo Wahjono dalam Budi ~ s ~ r i ~ a r s o ' ~  kedaulatan atau 

sovereignty adalah ciri atau atribut dari suatu negara. Perkataan sovereignty 

(bahasa Inggris) mempunyai padanan kata dengan souvereiniteit (bahasa 

Belanda), souverainete (bahasa Perancis), dan sovranus (bahasa Italia). 

Perkataan dalam empat bahasa ini berasal pula dari bahasa Latin yaitu 

superanus yang berarti yang tertinggi. 

Arti kedaulatan mengalami perobahan-perobahan sepanjang 

perkembangan sejarah manusia, serta kedaulatan juga sering dilihat dari 

berbagai perspektif. Menurut CST Kansil dan Christine Kansil, kedaulatan 

suatu negara adalah kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut, yang berlaku 

terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu. Kedaulatan 

l2 Budi Ispriyarso, Hubungan Fungsional AntaraKedaulatan Rakyat dun Kedaulatan Hukum 
Terhadap Perkembangan Hukum Administrasi Negara : Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara 
Disunting oleh SF Marbun dkk, 2001, UII Press, Yogyakarta, hlm. 26 



adalah juga kekuasaan penuh untuk mengatur selunrh wilayah negara tanpa 

campur tangan dari pemerintah negara laid3. 

Kedaulatan menurut Jean Boudin dalam bukunya Six lievres de la 

republique yang mengartikan kedaulatan itu sebagai sesuatu yang tidak 

dipecah-pecah, asli dan sempurna atau tidak terbatasi4. 

Lalu mengutip Moh. Mahfud MD, masih menurut Jean Boudin bahwa 

kedaulatan adalah kekuasaan absolut yang tak terbatas dari Negara, untuk 

membuat undang-undang atau peraturan, baik yang berlaku untuk urnurn 

maupun urusan tertentu, tanpa minta persetujuan orang lain badan yang 

lebih tinggi atau sederaj at' 5. 

Duguit pula berpendapat bahwa kedaulatan itu hanya digunakan untuk 

menunjukkan sifat dan tabiat kekuasaan raja yang merupakan kekuasaan 

tertinggi. ' Sedangkan menurut Kranenburg, kedaulatan itu mempunyai 

arti yang kabur, sehingga tidak dapat dijadikan kriteria (rnisalnya) untuk 

membedakan antara negara Serikat dengan Serikat negara. 

Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat bahwa kedaulatan 

bisa dibagi-bagi, terbukti pada tahun 1 8 19, Marshall mengatakan bahwa di 

Amerika Serikat, kedaulatan terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah 

Negara-negara bagian. 

Pertanyaan dari manakah kedaulatan itu datang, menyebabkan beberapa 

l3 CST Kansil & Christine ST Kansil, 2001, Ilmu Negara ... ..., Op. Cit., hlm. 138 
l4 Moh Kusnardi dkk, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 1983, Cetakan Kelima Pusat 

Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 123 
l5 Moh. Mahfud MD,2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi), Penerbit 

Rineka Cipta Yogyakarta, hlm. 68 
l6 Ibid 



teori tentang kedaulatan yang mencoba menjawab pertanyaan mengenai 

sumber daripada kedaulatan itu, rnisalnya : 

1). Teori Kedaulatan Tuhan (Teokrasi), yang mengajarkan bahwa 

pemerintahfnegara memperoleh kekuasaan yang tertinggi itu dari Tuhan. 

Penganjur paham ini antara lain : Augustinus, Thomas Aquinas dll. 

2). Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi), mengajarkan bahwa Negara 

memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau dari 

raja, Penganjur paham ini adalah : Rousseau, Montesquieu dan John 

Locke. 

3). Teori Kedaulatan Negara, mengajarkan bahwa adanya Negara 

merupakan kodrat dam, demikian juga kekuasaan tertinggi yang ada 

pada pernimpin negara itu. Penganjur teori ini adalah : Paul Laband 

dan George Jellinek. 

4). Teori Kedaulatan Hukurn (Supremacy of Law), teori yang mengajarkan 

bahwa pemerintah memperoleh kekuasaan bukanlah dari Tuhan ataupun 

dari raja maupun dari Negara, tapi berdasarkan atas hukum. Penganjur 

teori ini adalah : Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dm Leon 

~uguit." 

b. Teori Kedaulatan Rakyat : 

Menurut Moh. Kusdardi dkk.18 ajaran kedaulatan rakyat lahir dari 

J.J.Rousseau sebagai kelanjutan dari filsafatnya yang bersumber kepada 

perasaan. Berpangkal tolak kepada hasil penemuannya yang nyata ditengah 

l7 CST Kansil& Christine ST -Kansil, 2001, llmu Negara ...., hlm. 138-140 
l8 Moh. Kusnardi d kk., 1976, Pengantar Hukum ... ., Op. Cit., hlm. 123 



kehidupan manusia, bahwa tanpa tata tertib dan kekuasaan, manusia akan 

hidup tidak aman dan tidak tenteram. Tanpa tata tertib manusia merupakan 

binatang yang buas "homo homini lupus", dan kehidupan akan berubah 

menjadi perang antar sesama manusia "bellum omnium contra omnes". 

Dengan demikian, menurut Moh.Kusnardi dkk.lg ajaran Rousseau 

sangat mempertahankan bahwa kedaulatan itu tidak bisa dilepaskan dari 

rakyat (on vervreemdbaar), dan oleh karenanya penvujudan kekuasaan 

rakyat yang diwakilkan dalam praktek, merupakan tindakan yang tidak 

benar. Melainkan, kedaulatan rakyat itu dapat dipraktekkan dalam bentuk 

pernyatstan kehendak, sehingga wujud kedaulatan rakyat itu ada dalam 

pernyataan rakyat. Pernyataan rakyat itu lalu disampaikan dalam bentuk : 

keheadak rakyat seluruhnya yang dinamakan "volunte de tous", dan 

kehendak sebahagian besar rakyat yang dhamakan "voluhte generale". 

Menurut A.Hamid S ~etamirni~', Althusius lah (1557-1638) pemberi 

dasar bagi pengertian kedaulatan mkyat. Menurut Althusius, terhadap 

penguasa yang tiranik dapat dilakukan perlawanan, sebab penguasa adalah 

sekedar mandataris dari rakyat yang memegang kedaulatan yang 

diwujudlcan karma suatu perjanjian. 

Sedangkan menur'ut Suarez (1548-1617), kedaulatan itu dapat 

dipindahtangankan dari Tuhan kepada Paus atau dari rakyat kepada seorang 

l9 Moh. Kusnardi dkk, 1976, Pengantar Hukum ... .., Op. Cit., hlm 125-126 
20 A. Hamid S.Attamini, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Ua2am 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang 
Berj?ungsi Pengaturan DaIam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi Program Doktor, 1990, Fakultas 
Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 128 



penguasa. Lain lagi dengan Hobbes (1588-1679) ia tidak mengenal 

pembagian kedaulatan di antara raja dan rakyat, tidak mengenal perjanjian 

ganda seperti halnya pada Althusius, melainkan perjanjian di antara rakyat 

yang karena ingin meliridungi dirinya dari perang antar sesarnanya serta 

kengerian yang ditimbulkannya, menyerahkan kekuasaan dan hak 

menentukan diri mereka kepada penguasa mutlak secara tidak bersyarat. 

c. Teori-teori yang Terkait dengan Kedaulatan Rakyat 

Menurut teori, terdapat keterkaitan antara Kedaulatan Rakyat dan 

Demokrasi, rnisalnya CST Kansil mengatakan bahwa "kekuasaan yang 

tertinggi yang bersurnber dari rakyat adalah kedaulatan rakyat, yang hams 

menirnbulkan pemerintahan dari/oleh/untuk rakyat atau yang disebut 

demokrasiW2' . 
Moh Kusnardi dalam bukunya mengatakan bahwa kedaulatan rakyat 

berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai wewenang tertinggi dalam 

menentukan segala wewenang yang ada dalam Negara Suatu Negara yang 

menganut asas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai Negara demokrasi. 

Menurut Dahlan Thaib, "asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi" 

berkaitan dengan sistim pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikut 

sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi sebagai asas 

dipengaruhi keadaan kultural clan historis suatu bangsa, sehingga muncul 

beragam istilah demokrasi seperti demokrasi konstitusionil, demokrasi 

rakyat clan demokrasi ~ancas i l a~~ .  

21 CST Kansil & Christine ST KansiI, Ilmu Negara ....., Op. Cit., hlm. 17 
l2 Mob Kusnardi dkk, Pengantar Hukum ... .Op Cit., hlm. 130 
23 Dahlan Tahib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, (Penerbit Liberty Yogyakarta 

1999), hal. 7 



Selanjutnya keterkaitan antara Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

memunculkan pula kaitan-kaitan antara kedua teori tersebut dan Hak Asasi 

Manusia (Hak Rakyat), seperti yang disebutkan Dahlan Thaib dalam 

Disertasinya menyirnpulkan bahwa demokrasi itu mempunyai unsur adanya 

ikut serta sebagian besar rakyat dan berpartisipasi dalam pemerintahan 

dengan dasar persetujuan dan persamaan politik, adanya pengakuan akan 

hak-hak asasi manusia yang antara lain hak untuk memilih. 

Masih menurut Dahlan Thaib dalam sejarahnya di dunia Barat, 

konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, 

menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Dengan 

demikian, pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi 

kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang 

diperintah, clan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. 

Bentham secara meyakinkan beragurnentasi bahwa pengertian yang 

diterirna urnurn tentang demokrasi adalah 'pengendalian masyarakat atas 

urusan publik berlandaskan kesetaraan politik'25. Dari pengertian ini prinsip- 

prinsip yang dipersyaratkan antara lain adalah hak dan kemampuan semua 

orang untuk berpartisipasi (to participate) sikap responsif terhadap pendapat 

clan kepentingan rakyat (responsive) dan pentingnya Hak Asasi Manusia 

(human rights). HAM merupakan hal mendasar bagi sebagian besar prinsip- 

prinsip demokrasi, dan sebaliknya prinsip-prinsip demokrasi tersebut juga 

sangat penting (critical) bagi pembentukan dan praktek HAM. Artinya 

24 Dahaln Thaib dkk, Teori dun Hukum Konstitusi (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada Jakarta 
2001, hlm. 20 

25 Tim Penulis Demos, Menjadikan Demokrasi bermakna : Masalah Dan Pilihan Di Indonesia, 
Demos, 2005, Jakarta, hlm. 15 



antara HAM dan demokrasi talc dapat dipisahkanZ6. 

d. Hubungan Kedaulatan Rakyat dengan Perwakilan Politik 

Mengutip apa yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo. bahwa 

menurut Commission of Jurist dalam konfrensinya di Bangkok perurnusan 

yang paling umum mengenai sistim politik yang demokratis adalah suatu 

bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan keputusan 

politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih 

oleh mereka clan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu 

proses pernilihan yang bebas. Dan disebut sebagai demokrasi berdasarkan 

perwakilan (representative democracy)27. 

1). Partai Politik 

Menurut Miriam ~ u d i a r d j o ~ ~  di negara-negara yang menganut 

faham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar 

ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan 

menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan mum 

(public policy). Sedangkm di negara-negara totaliter gagasan mengenai 

partispasi rakyat didasari pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu 

di bimbing dan dibiaa untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Dan 

untuk mencapai tujuan-tujuan itu, partai politik merupakan alat yang 

baik. 

Masih menurut Miriam Budiardjo, secara urnum dapat dikatakan 

bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang 

26 Ibid, hlm. 15 
27 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ... ..., Op Cit hal. 61 
28 Miriam Budiardjo, Ibid.,hlm. 159-160 
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anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 

sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik 

dan merebut kedudukan-kedudukan politik (biasanya) dengan cara 

konstitusionil, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka29. 

Partai politik menurut Carl J. Friedrich adalah : "sekelompok 

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau 

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan 

partainya dan berdasarkan penguasaan ini memeberikan kepada anggota 

partai kernanfaatan yang bersifat idiil maupun 

Sedangkan menurut RH.Soltau partai politik adalah sekelompok 

warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai 

suatu kesatuan politik dan yang dengan ---dengan memanfaatkan 

kekuasaannya untuk memilih--- bertujuan menguasai pemerintahan dan 

melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 

Sedangkan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah 

organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai 

kekuasaan pemerinatahan serta merebut dulcungan rakyat atas b a r  

persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang 

mempunyai pandangan yang berbeda. 

Pemilihan Umum 

Selanjutnya, menurut Henry B.Mayo dalarn Miriam Budiardjo 

sistirn politik yang demokratis adalah dirnana kebijaksanaan u r ~ u m  

29 Miriam Budiardjo, bid. ha1 161 
30 Ibid. 



ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara 

efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjaminnya kebebasan polit&'. 

Salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang 

demokratis dibawah Rule of Law ialah pemilihan urnum yang bebas. 

Bahkan Universal Declaration of Human Rights menetapkan syarat 

pokok untuk pemilihan bebas dan kekuasaan pemerintah sebagai berikut 

: kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu 

dinyatakan dalam pemilihan berkala dan jujur d m  dilakukan menurut 

hak pilih yang bersifat umurn dan berkesarnaan; serta dengan 

pemungutan suara yang rahasia atau menurut cara yang juga menjamin 

kebebasan mengelwkan suara. 

Sedangkan menurut Bingham Powell Jr. beberapa indikator adanya 

kehidupan politik demokratis dalam suatu Negara mencakup hal-lid 

sebagai berikut : Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa 

pemerintah mewakili rakyat; pengaturan bagi yang mengorganisasikan 

perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan 

melalui pernilu yang kompetitif; sebagian besar orang dewasa dapat ikut 

serta dalam pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih 

untuk menduduki jabatan penting; penduduk rnemilih secara rahasia 

tanpa paksaan; masyarakat dan pemimpin menikmati hak dasar 



Ali Moertopo berpendapat bahwa pemilihan umurn adalah sarana 

yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan 

merupakan lembaga d e m ~ k r a s i . ~ ~  Menurut Manuel Kaisiepo, Pemilu 

penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada 

dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang d i ~ a r i . ~ ~ .  Sigit 

Putranto menyatakan bahwa sekarang tidak menemukan pilar yang 

lebih demokratis selain pemilihan umum, walaupun ia berpendapat 

bahwa pemilu itu belurn jaminan demokrasi itu sendiri. 

Menurut Mac Iver dengan pemilihan umum saja rakyat sudah 

dibatasi dalam pilihannya. Umumnya mereka memilih calon-calon yang 

tidak diajukan mereka sendiri. Organisasi partai menguasai bagian yang 

terbesar daripada ~ e l e k s i n ~ a . ~ ~  

Pemilu pertanda dari kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, tanpa 

ada pemilihan umum suatu negara yang menyebutkan negaranya adalah 

negara demokrasi pastilah bukan negara demokrasi dalam arti yang 

sebenarnya. Suatu negara yang menyelenggarakan pemilu belum tentu 

sepenuhnya dapat disebut sebagai suatu negara yang betul-betul 

demokrati~~~, dan menurut Maurice Duverger dimana ada pemilihan 

yang merdeka dan bebas disitulah adanya d e m ~ k r a s i ~ ~  

Umumnya anggota partai politik duduk di lembaga perwakilan 

melalui Pemilihan Umum, tetapi karena adanya kelompok fungsional 
- 

32 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat. .. . Op Cit ha1 7 
33 Bintan R Saragih, 1998, Lembaga Penvakilan dun Pemilihan Umum di Indonesia, Gaya 

Pratama Jakarta.ha1. 167 dan hal. 168 
34 Ibid. Hal. 168 dan 169 
35 Ibid. Hal. 169 dan 170 
36 Ibid. Hal. 171 
37 Ibid. Hal. 172 



dalam masyarakat yang dibutuhkan duduk di lembaga perwakilan maka 

dikenal cara pengangkatan atau perwakilan etnis atau daerah. 

Sehubungan dengan itu maka umumnya cara yang biasa dianut untuk 

mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan 

biasanya disebut sistem pemilihan organis dan pemilihan yang biasa 

yang disebut sistem pemilihan mekanis. Pelaksanaan kedua sistem ini 

tidak sama di semua negara, karena biasanya disesuaikan dengan 

masing-masing negara. 

Menurut G.Y. Wolhoff dalam sistem Pemilihan Umum Organis, 

rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup 

bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti 

Genealogi (nunah tangga), teritorial (desa, kota, dan daerah), fungsional 

spesial (cabang industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani) dan 

lembaga sosial masYarakat3'. Masyarakat dipandang sebagai suatu 

organisasi yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan 

dan h g s i  tertentu dalam totaliter organisasi, yaitu persekutuan- 

persekutuan hidup di atas, yang berfungsi sebagai pengendali hak pilih. 

Sedangkan dalam sistem Pemilihan Umum Mekanis, menurut pola 

Wolhoff, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. 

Individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam 

masing-masing mengeluarkan satu s u m  dalam tiap pemilihan untuk 

satu lembaga perwakilan. Dalam sistem ini mekanismenya, partai-partai 

organisasi politik mengorganisir pemilih-pemilih dm disini partai-partai 

38 Bid. Hal. 174 



politik/organisasi politik berkembang baik menurut sistem satu partai, 

dua partai, atau multi partai. 

Para wakil-wakil rakyat yang telah terpilih, berkurnpul dalam sebuah 

lembaga yang disebut, Lembaga perwakilan rakyat yang b e h g s i  

sebagai lembaga perwakilan kepentingan rakyat selurubnya atau disebut 

parlemen atau dalam lembaga perwakilan dengan satu karnar yang di 

Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

3). Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia 

Menurut A. Hamid S Attamimi UUD 1945 dengan sengaja 

membedakan antara lembaga penjelmaan rakyat dan lembaga 

perwakilan rakyat, dengan cara memberikan nama yang berbeda-beda. 

Lembaga yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat disebut Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan lembaga yang mewakili 

rakyat disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)~~.  

Selanjutnya menurut Abdnkadir ~esar~ ' ,  Kedaulatan rakyat 

seutuhnya itu dipegang sepenuhnya oleh Lembaga MPR, belum terbagi 

dengan lembaga lain. Enerji kekuasaan MPR yang utuh tersebut 

diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk menetapkan dan mengubah 

WID; menetapkan GBHN sebagai artikulasi penetapan seluruh 

kehendak rakyat; memilih dm memberhentikan presidenlwakil sebagai 

39 Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden ... .., Op.Cit.,hlm. 133-1 34 
40 Abdulkadir Besar, 2002. Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma, Amandemen Bukan, 

Konstihrsi Bmu Setengah Hati. Jakarta: Pusat Studi pancasila Universitas Pancasila, hlm. 28-29 



mandataris pemegang kekuasaan pada pemerintahan Negara, sehingga 

MPR berhak menyandang gelar sebagai Lembaga Tertinggi Negara. 

Untuk selanjutnya pemencaran kekuasaan kedaulatan rakyat tersebut 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, misalnya : pelaksanaan 

GBHN dilakukan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

pemerintahan negara. Lalu pembuatan undang-undang untuk dasar 

pelaksanaan GBHN dilakukan oleh DPR/DPD sebagai pemegang 

kekuasaan membuat undang-undang. Sedangkan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan GBHN tersebut dilakukan oleh MA/MK/KY dibantu oleh 

BPK. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka. 

4). Kedaulatan Rakyat dan Pembagian Kekuasaan 

Menurut sejarahnya teori pembagian kekuasaan berkembang 

bersamaan dengan perkembangan teori-teori tentang Negara hukum 

yang merupakan antitesis dari teori tentang kekuasaan abolut. Misalnya 

menurut F Julis Stahl, seorang sarjana dari Jerman, sebuah Negara akan 

disebut sebagai Negara hukurn apabila mengandung ernpat unsur, yaitu : 

a. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (grondrechten). 

b. Adanya pembagian kekuasaan (schelding van machten). 

c. Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (wet 

matigheid van het bestuur). 

d. Adanya peradilan adminstrasi Negara (adminstratief rechtspraak). 

Sedangkan menurut John Locke dalam teorinya pada buku "Two 

Treaties of Government", yang didasarkan pada sejarah tentang 



pemisahan kekuasaan negara ke dalarn berbagai organ agar tidak 

terpusat di tangan seorang monarki (penguasa absolut). 

Dikemukakannya bahwa "kekuasaan negara dibagi dalarn tiga yaitu 

kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif 

(pelaksana undang-undang) dan kekuasaan federatif melakukan 

hubungan diplomatik dengan negara-negara lain)". Pembagian 

kekuasaan menurut John Locke ditafsirkan sebagai pemisahan 

kekuasaan (separation ~ f ~ o w e r ) ~ ' .  

Cara pembagian kekuasaan yang diusulkan Montesquieu lebih 

banyak dilaksanakan dalarn sistem pemerintahan negara. Montesquieu 

membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang yaitu "kekuasaan 

legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif', dan masing- 

masing kekuasaan tersebut tetap hams terpisah (separation of power) 

baik dari segi tugas (fungsi) maupun dari segi alat perlengkapan (organ) 

yang menyelenggarakannya. Jadi Montesquieu terutama menekankan 

kebebasan badan yudikatif, untuk tujuan agar kemerdekaan individu dan 

hak azasi manusia dijamin dan dipertaruhkm42. 

Pembagian kekuasaan-kekuasaan itu ke dalarn tiga pusat kekuasaan 

oleh Emanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika [Tri = Tiga, As 

f poros (pusat); Politika = kekuasaan] atau tiga PusatPoros Kekuasaan 

41 Miriam Budiardjo, 1992, Dasar-Dasar ... .., Op. Cit.,hlrn. 15 1-1 58. 
42 hid. hlm. 151-158 



~ e ~ a r a ~ ~ .  

Sedangkan, cara pembagian kekuasaan yang sering dilakukan oleh 

negara-negara adalah: 

a). Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 

Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi 

pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

b). Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkat 

pemerintahan. Atau disebut Carl J. Fried rich dengan istilah 

pembagian kekuasaan secara territorial {Territorial division o 

power) 44. 

Menurut Budi Ispriyarso terdapat hubungan secara fungsional 

antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang memberi imbas 

atas pentingnya keberadaan hukum administrasi Negara. Hubungan 

fungsional tersebut merupakan batas toleransi bagi munculnya hukurn 

administrasi Negara itu sendiri. 

Dengan adanya Hukum Adrninstrasi Negara, pihak adrninstrasi 

Negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat 

kekuasaannya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga 

bagairnana bentuk-bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan 

pelanggaran hukum. Kesemua itu demi untuk melindungi kepentingan 

serta hak-hak rakyat dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya 

43 Moh. Mahfud MD. Dasar Dan Strukrur ....., Op. Cit., hlm. 72-74 
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar .....", Op.Cithlrn.138 



kerugian, akibat sikap-tindak yang dilakukan administrasi ~ e ~ a r a . ~ ~  

Menurut Philipus M. Hadjon untuk menunjang suatu pemerintahan 

yang efektif dan sekaligus untuk menunjang perlindungan hukurn bagi 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dibutuhkan suatu undang-undang 

tentang ketentuan pokok Prosedur Adminstrasi Negara serta Sarana 

perlindungan hukum bagi rakyat yang bersifat preventif sesuai dengan 

2. Teori-Teori Konstitusi 

a. Pengertian UUD dan Konstitusi : 

Konstitusi dalam ilmu hukum sering disebut dengan beberapa istilah 

yang mengandung arti sarna. Sebaliknya, adakalanya untuk arti yang 

berbeda digunakan istilah yang sama. Menurut Wirjono dalam Dahlan 

~ h a i b ~ ' ,  istilah yang dikenal di Indonesia dengan sebutan konstitusi, berasal 

dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti "membentuk". sedangkan 

istilah Undang Undang Dasar berasal dari bahasa Belanda (Gronhuet) yang 

berarti "undang undang dasar". Konstitusi, dalam bahasa Inggris disebut 

Constitution, dalam bahasa German disebut Verfasung dan dalam bahasa 

Latin disebut Constitutio (cume-statuere). Sedangkan Undang Undang 

Dasar disebut pula dalam bahasa German Grundgesetz. 

L.J.Van Apeldorn dan Herman ~ e l l e r ~ ~  adalah penganut faham yang 

45 Budi Ispriyarso, Hubungan Fungsional.. . . .Op. Cit, hlm. 23-24 
46 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia : Sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, F'enanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dun 
Pembentukan Peradilan administrasi Negara, PT. Bina llmu, 1987, Surabaya, hlm. 2 15-2 16. 

47 Dahlan Thaib dkk, Teori dun ....., Op.Cit. ,hh 7-8 
48 Ibid, hlm. 9-10 



membedakan secara jelas pengertian konstitusi dengan undang undang 

dasar. Menurut pandangan LJ Van Apeldorn, gronwet (undang undang 

dasar) adalah bagian tertulis dari konstitusi, sedangkan constitution 

(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Pandangan Herman Heller pula membagi konstitusi dalam tiga pengertian 

yang berbeda : pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam 

masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pada tingkat pengertian ini, konstitusi 

belwn mengandung pengertian hthtm tapi masih mengandung pengertian 

politis dan sosiologis. Kedua, setelah dicari unsur-unsur hukum konstitusi 

tersebut yang hidup didalam masyarakat untuk dijadikan menjadi suatu 

kesatuan kaidah hukurn, barulah konstitusi itu mengandung pengertian 

yuridis. Ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang- 

undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dari pendapat 

Herman Heller ini, dapat disimpulkan bahwa : jika pengertian undang- 

undang dasar harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya 

undang-undang dasar baru merupakan sebahgian dari pengertian konstitusi, 

yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu, konstitusi tidak hanya 

bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan 

politis. 

Menurut pandangan F. Lassalle konstitusi dibagi dalam d m  pengertian : 

pertama, konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis (sosiologische 

atau politische begrip) yaitu sinthese faktor-faktor kekuatan yang nyata 

(dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Yaitu menggambarkan 



hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, 

seperti kekuasaan raja, parlemen, pressure groups, partai poltik dan lain-lain, 

itulah sesungguhnya konsitusi. Kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis 

(yuridische begrip) yaitu naskah yang memuat semua bangunan negara dan 

sendi-sendi pemerintahan. Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyat. 

Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung 

pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar. Namun 

dalam pengertian yuridis Lassalle dipengaruhi oleh paham k o d i f h i  yang 

menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. 

Lain halnya dengan pandangan Oliver Cromwell, CF Strong, James 

Bryce dan Sri Soemantri, yang menganut faham menyamakan pengertian 

konstitusi dengan eengertian undang-undang dasar. Dimulai sejak Oliver 

Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang 

menamakan undang-undang dasar sebagai instrument of government yaitu 

bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah, 

disinilah timbul identifikasi pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. 

Dari dua pendapat yang berbeda ini, ULTD 1945 menurut Penjelasannya, 

berada pada pendapat faham yang membedakan antara UUD dan 

~onstitusi~'. 

Menurut Penjelasan UUD 1945, bahwa dilihat dari perbedaan 

pengertian antara ULTD dan Konstitusi, klasifikasi sifat Konstitusi terdiri 

atas Konstitusi tertulis (disebut UUD) dan Konstitusi tidak tertulis (disebut 

Konstitusi dalam arti luas). Jika dilihat dari tingkat kesulitan untuk 

49 Baca : Penjelasan Bagian Umum I. Undangn-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar. 
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merubahnya, UUD tergolong atas UUD Fleksibel (yang gampang dirubah) 

dan UUD Rijid (yang sulit dirubah). Dan apabila ditinjau pula dari 

kedudukan dan otoritasnya, ULTD diklasifikasikan atas ULTD yang 

derajatnya tinggi dan UUD yang derajatnya tidak tinggi5'. Pungsi 

Konstitusi, menurut aliran Konstitusionalisme Carl J. Friedrich, 

disebutkan bahwa sebuah UUD hams berfimgsi untuk membatasi kekuasaan 

pemerintah, agar penyelengaraan kekuasaan tidak dilaksanakan dengan 

sewenang-wenang, terutama terhadap hak-hak rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan51. Sedangkan menurut Sheperd L. Witman dan John J Wuest 

berpendapat bahwa fungsi terpenting konstitusi adalah menetapkan prinsip- 

prinsip dasar bagi organisasi dan sikap tindak pemerintahan. Dan menurut 

K.C.Wheare: "..Its function is to regulate institution, to govern a 

government". 

Menurut Miriam Budiardjo tentang Kedudukan Konstitusi, apabila 

pembentukan dan perubahan ULTD hanya dapat dilaksanakan oleh sebuah 

lembaga kekuasaan yang diberi otoritas khusus serta lembaga tersebut 

dibentuk khusus untuk melakukan pembentukan dan/atau perubahan 

(amandemen) atas UUD tersebut, terutama apabila pelaksanaan tersebut 

dilakukan dengan partispasi seluruh rakyat, maka UUD dapat dikatagorikan 

sebagai supreme lawj2. 

b. Muatan UUD 

Selain itu, dua orang pengajar hukum senior berpendapat tentang muatan 

50 Dahlan Thaib dkk., Teori dan Hukum ... ., Op.Cit, hlm. 28-32. 
" Ibid, hlm. 21-22 
52 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar . . . . . ., Op. Cit.. hlm. 105- 107 



materil atau ketentuan-ketentuan yang terkandung didalam Pasal-Pasal 

sebuah UUD, yaitu Miriam Budiardjo dan Sri Soemantri M. Pendapat 

kedua orang pengajar hukum ini ada perbedaannya tetapi juga sekaligus ada 

persamaan yang saling menguatkan. Pendapat Miriam Budiardjo, UUD 

memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-sod sebagai berikut : 

1). Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan 

legislatif, eksekutif dan yudikatif -atau dalam negara federal, 

pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara 

bagian- ; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh 

salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 

2). Hak-hak azasi manusia (biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentuk 

naskah tersendiri). 

3). Prosedur mengubah UUD. 

4). Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UITD. 

Hal ini biasanya untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang 

baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau 

kembalinya suatu m ~ n a r c h i ~ ~ .  

Sedangkan menurut Sri Soemantri M dalam bukunya Bunga Rampai 

Hukum Tata Negara Indonesia yang mengatakan bahwa apabila kita kaji 

semua UUD yang apada setiap negara selalu terdapat tiga macam rnateri 

muatan yang bersifat mendasar. Materi muatan tersebut adalah 

1). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dm warga negara). 

2). Ditetapkannya susunan ketatanegaran suatu negara yang bersifat 



fundamental; 

3). Adanya pembagian dm pembatasan kel~uasaan.~~ 

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa didalam ULTD juga terkandung 

muatan philosophis, disamping memuat empat unsur tersebut diatas. UUD 

juga memuat nilai-nilai philosophis yang berasal dari cita-cita rakyat dan 

azas-azas ideologi negara. Yaitu ungkapan yang mencerminkan semangat 

dan spirit yang oleh penyusun UUD ini ingin diabadikan hingga mewarnai 

seluruh naskah UUD tersebut. Oleh karena itu, apa yang termuat didalam 

UUD mencerminkan konsep-konsep dan dam pikiran dari masa di mana ia 

dilahirkan, dan merupakan hasil dari keadaan materil dan spiritual dari masa 

ia dibuat. Sehingga para penyusun ULTD mengusahakan agar supaya 

ketentuan-ketentuan didalam UUD yang dibuatnya itu tidak lekas usang dan 

dapat mengikuti perkembangan j a ~ n a n ~ ~ .  Didasarkan pada fakta praktek 

ketatanegaraan, sering terjadi suatu Konstitusi yang tertulis tidak berlaku 

secara sempurna, karena salah satu atau beberapa pasal didalarnnya ternyata 

tidak dijalankan, atau oleh karena suatu Konstitusi yang berlaku tidak lebih 

hanya untuk kepentingan suatu golongan atau pribadi dari penguasa saja. 

Maka atas dasar itu, Karl Loewenstein memberikan penilaian terhadap 

~ o n s t i t u s i ~ ~ ,  sebagai berikut : 

1). Nilai Normatif : suatu Konstitusi disebut mempunyai nilai normatif 

adalah apabila Konstitusi telah diterima oleh suatu bangsa dm bagi 

54 Baca, Sri Soemantri M.., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan I ,  (Bandung: 
Penerbit Alumni, 1992), hlm. 74-83 

55 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ....., Op. Cit. hlrn. Ibid 
56 Moh Kusnardi dkk., Pengantar Hukum. .. . ., Op. Cit., hlm.72-74 
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mereka Konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi 

juga merupakan suatu kenyataan (reality) dalam arti sepenuhnya 

diperlukan dan efektif. Sehingga Konstitusi tersebut dilaksanakan secara 

murni dan konsekuen. 

2). Nilai Nominal : suatu Konstitusi disebut mempunyai nilai nominal 

adalah apabila Konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi 

pada kenyataannya tidak dipraktekkan dengan sempurna. Seringkali 

suatu Konstitusi yang tertulis berbeda dari Konstutsi yang dipraktekkan, 

baik itu karena perobahan formil maupun karena perobahan karena 

kebiasaan ketatanegaraan (disebut konvensi). 

3). Nilai Semantic : suatu Konstitusi disebut mempunyai nilai semantic 

adalah apabila Konstitusi itu secara hukurn tetap berlaku, padahal dalam 

kenyataannya hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang 

telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas 

kekuasaan yang dinamis lah mengatur apa yang menjadi maksud 

essensiil dari suatu Konstitusi, demi kepentingan pemegang kekuasaan. 

Menurut K.C. Wheare tentang muatan hukurn yang terkandung dalam 

UUD, yaitu walaupun ada juga pendapat yang menganggap konstitusi 

semata-mata hanya merupakan dokurnen hukum yang isinya hanya berupa 

aturan-aturan hukum saja, namun ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan 

mendasar dari bentuk Konstitusi yang terbaik clan ideal adalah Konstitusi 

(UUD) itu harus sesingkat mungkin5'. Tanpa menjelaskan apa yang 

seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu Kondtistusi (ULTD). 

57 Dahlan Thaib Teori dan ....., Op.Cit., hlm. 16-1 8 



Tujuannya untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk UUD 

dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam Konstitusi 

dan mana yang tidak perlu, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh 

mereka yang akan melaksanakan maupun bagi mereka yang akan dilindungi 

oleh UUD t e r s e b ~ t ~ ~ .  

Menurut Sri Soemantri M., selain ketiga muatan materi yang bersifat 

mendasar itu, UUD (konstitusi) suatu Negara meliputi atau didahului oleh 

apa yang dinamakan pembukaan atau mukadimah atau preambul baru 

selanjutnya batang tub& UUD tersebut. Terdapat hubungan yang sangat 

erat antara pembukaan dan batang tubuh dalam suatu UUD, sebab pokok- 

pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan landasan 

kehidupan bernegara suatu bangsa yang kemudian harus dijabarkan dalam 

batang tubuh ULTD (konstitusi) tersebut. Oleh sebab itu, perubahan batang 

tubuh UUD akan berdampak bagi bentuk suatu IYegara, bahkan dapat 

mengakibatkan antara pembukaan dan batang tubuh UUD tidak lagi 

singkron (matching)59. 

Sedangkan menurut Dahlan Thaib, dengan dimuatnya bersama-sama 

Penjelasan dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dalam 

Lembaran Negara No.75 Tahun 1959, serta dinyatakannya Penjelasan UUD 

1945 itu sebagai Penjelasan Otentik oleh Ketetapan MPRS 

No.XXMPRS11966, maka jelaslah bahwa Penjelasan UUD 1945 

58 Ibid 
59 Baca, Sri Soemantri M.., Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan I ,  (Bandung: 

Penerbit Alumni, 1992), hlm. 74-83 



merupakan bagian resmi dan talc terpisahkan dari UUD 1 94560. 

c. Perubahan UUD 

Perubahan atau Amandemen, menurut Abdulkadir Besar secara 

etirnologik kata amandemen berasal dari bahasa Inggcis, to amend yang 

berarti "to make better; to remove the foults". Kata amandement berarti "a 

change for the better; a correction of error foults, etc.; a revision or 

addition proporsed or made in a bill, law, constitution, etc6'. Sedangkan 

yang dimaksud dengan amandemen, menurut UUD 1945, adalah seperti 

yang tercantum dalam Pasal 37, yaitu mengubah pasal yang terdapat dalam 

batang tubuh UUD 1945. Kesimpulannya, kata perubahan dan kata 

amandemen mempunyai arti yang sama. 

Dilihat dari tingkat kesulitan untuk merubahnya, UUD terdiri dari UUD 

yang Fleksibel dan UUD yang ~ i j i d ~ ~ .  UUD Rijid atau W D  yang sulit 

dirubah adalah apabila pembentukan dan perubahan UUD hanya dapat 

dilaksanakan oleh sebuah lembaga kekuasaan negara yang kekuasaannya 

lebih tinggi dari parlemen, yang diberi otoritas khusus dan dibentuk khusus 

untuk melakukan pembentukan ddatau  perubahdamandemen atas W D  

(pouvoir constituant). Terlebih lagi jika pelaksanaan untuk membentuk atau 

untuk merubah UUD tersebut hams dilakukan dengan partispasi seluruh 

rakyat. ULTD tersebut dapat disebut sebagai supreme law dan masuk dalam 

katagori UUD yang kaku (Rijid). Sedangkan UUD yang fleksibel adalah 

60 Dahlan Thaib dkk Teori dun ....., Op. Cit., hlm. 147-148 
" Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma amandemen bukan, konstitusi baru 

setengah hati, (Jakarta: Pusat Studi pancasila Universitas Pancasila, 2002), hlm. 13 
62 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ... .. 0p.Cit. hlm. 1 13-1 15 



UUD yang cara merubahnya tidak memerlukan prosedur yang rumit, dapat 

dilakukan secara gampangan sama seperti undang-undang biasa atau aturan- 

aturan lainnya. Terkait dengan ini, perlu diketahui bahwa jauh lebih banyak 

ULID yang bersifat rijid daripada UUD yang bersifat fleksibel yang dipakai 

di negara-negara yang ada dunia, contohnya : Perancis, Itali, Amerika 

Serikat dan Kanada. 

Alasan-alasan yang menyebabkan mengapa sebuah negara merubah atau 

mempertahankan UUD biasanya adalah karena ULID tersebut sudah tidak 

memadai lagi, artinya aturan-aturan yang dimuat didalamnya, oleh karena 

kemajuan jaman sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang 

menjadi objek UUD itu. Atau ketidak- sempurnaan ULID tersebut telah 

dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Last 

but not least, karena ada kemauan politik (Political will) dari yang berkuasa, 

atau bahkan seperti amandemen UUD 1945 karena adanya dorongan 

kehendak sebagian besar rakyat (people power). Namun, pada waktu yang 

bersamaan banyak juga pihak-pihak yang berupaya untuk tetap 

mempertahankan UUD, biasanya dilakukan dengan jalan mempersulit 

perubahannya, yang menurut K.C.Wheare bertujuan agar : perubahan 

Konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara 

serampangan; rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya 

sebelum perubahan dilakukan; hak-hak perseorangan atau kelompok (seperti 

minoritas agama, minoritas budaya dan minoritas bahasa) mendapat jaminan 



perlindungan63. 

Prosedur untuk merubah UUD, pada dasarnya dapat dilakukan dengan 

banyak cara, tergantung bagaimana bunyi pasal perubahan didalam UUD itu 

sendiri. Misalnya sesuai dengan klasifikasi ULTD, yang rijid atau pun 

fleksibel. UCJD fleksibel dapat dengan gampang dirubah, sehingga 

K.C.Wheare mengatakan perubahannya cukup dengan "the ordinary 

legislative process" seperti New ~ e a l a n d ~ ~ .  Sedangkan untuk ULiD yang 

tergolong rijid, menurut Sri Soemantri yang berpedoman pada pendapat 

C.F.Strong, berpendapat bahwa cara perubahannya cukup rumit, sebagai 

berikut : dilakukan oleh legislatif tetapi dengan pembatasan-pembatasan 

tertentu; dilakukan oleh rakyat melalui referendum; dilakukan oleh sejumlah 

Negara -untuk bentuk Negara serikat-; perubahan dalam praktek akibat 

kebiasaan ketatanegaraan (k~nvensi)~~.  

Menurut Abdulkadir Besar tentang arnandemen atau UUD Baru yang 

berpedoman kepada pendapat Farejohn dkk dan pendapat ~ e v i n ~ s o n ~ ~ ,  

dikemukakan bahwa : 

1). Menurut Farejohn dkk terdapat tiga tindak arnandemen yaitu : (1) 

through shifting meanings of words, (2) by menas of changes 

background assumptions, dan (3) by menas of changes in condition of 

application (Ferejohn, et al, 2001:33). Ketiga tindak ini menurut 

Abdulkadir Besar, bersifat instrumental, tidak merubah konsep atau 

63 Dahlan Thaib dkk, Teori dun Hukum ... ., Op.Cit., hlm.80-81 
64 Moh Kusnardi dkk. Pengantar Hukum ....., Op.Cit.,hlm. 84-85 
6s Zbid 
66 Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 194 5... ., Op.Cit.,hlm 7 1 



tujuan yang terkandung didalam suatu teks dari KonstitusiRJLTD. 

2). Sedangkan menurut Levingson ada dua tindak amandemen, yaitu : (1) 

formal addition to, dan (2) substraction @om, constituitional text 

(Levingson, 1995 : 13-36). Maksudnya, tindak amandemen adalah tindak 

yang menghapus satu bagian dari keseluruhan teks yaitu berupa kata, 

atau ungkapan, yang sifatnya aggregatif (bukan yang bersifat konstitutif) 

sehingga meskipun ada yang dihapus, tidak merubah seluruhan makna 

yang terkandung dalam teks, melainkan sekedar memodifikasi. 

Dari kedua pendapat ini, Abdulkadir Besar berkesimpulan bahwa tidak 

ada satupun yang mengemukakan tindak-amandemen yang bersifat 

mengganti (substituting), karena mengganti kata, ungkapan, atau teks pasal, 

niscaya berdampak tergantinya konsep atau tujuan yang terkandung di 

dalam teks yang diganti. Apabila tergantinya suatu pasal oleh pasal yang 

sama sekali beda dari pasal yang diganti, maka hal itu merupakan bagian 

dari pembuatan Konstitusi/CTCn> baru. 

3. Teori Asas-Asas dan Norma Hukum dalam Perundang-undangan 

Apabila dillihat dari cara pembentukkannya antara asas hukum dan norma 

hukum.terdapat saling pengaruh. Pembentukan norma hukum (atau disebut juga 

kaedah hukum) yang tidak di dasarkan pada asas-asas hukum konstitutif 

menghasilkan kaedahhorma hukum yang secara materiel bukan kaedahhorma 

hukum. Kalau asas-asas hukurn regulatif yang tidak diperhatikan maka yang 



dihasilkan adalah kaedahlnorma hukum yang tidak adi16'. 

Sedangkan menurut A.Hamid S. ~t tarnirni~ '  antara asas hukurn 

(rechtsbeginsel) dan norma hukurn (rechtsnorm) terdapat perbedaan, karena 

adanya perbedaan pada sifat d m  fungsi keduanya yang memberikan pengaruh 

berlainan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk lebih jelas mengenai 

keduanya akan diuraikan dalarn teori berikut ini. 

Menurut Zairin ~ a r a h a ~ ~ ~ ,  perbedam antara asas d m  norma adalah seperti 

table berikut ini : 

- Dasar pemikiran yang I - Aturan yang kongkret; 

ASAS 

urnurn dan abstrak, 

- Ide atau konsep; 

NORMA I 

- Penjabaran dari ide atau 
konsep; 

I - Tidak mempunyai sanksi I - Mempunyai sanksi I I 1 I 

Sumber : Zairin Harahap, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Kelas 
Magister Hukum UII Yogyakarta, 2005-2006 

Masih menurut Z a i ~ ,  isi norma hukurn terdiri dari (1) suruhan atau gebod; 

(2) larangan atau verbod; dan (3) kebolehan atau mogen. Sifat dari norma hukum, 

antara lain adalah hukum yang memaksa (imperatif) dan hukurn yang 

mengatudpelengkap (fakultatif). Dengan demikian, suruhan dan larangan 

termasuk dalam norma hukum yang bersifat imperatif (dwingend recht), 

sedangkan kebolehan termasuk dalarn norma hukurn yang bersifat fakultatif 

67 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, September 2003, 
Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.62-65 

68 Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden. .... Op.Cit., hlm.303 
69 Zairin Harahap, Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Perundang-undangan, Kelas Magister 

Hukum UII Yogyakarta, 2005-2006. 



(reglend rceht atau aanvulend recht). 

a. Teori Asas-asas Hukum 

Pengertian asas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah unsur ideal 

dari suatu hukum. Asas hukum terdiri dari dua jenis : (1) asas hukum 

konstitutif yaitu unsur ideal yang harus ada bagi kehidupan suatu hukum. (2)  

asas hukum regulatifadalah unsur ideal yang diperlukan untuk berprosesnya 

sistem hukum tersebut. 

Dilihat dari segi pemberlakuamya, kedua asas-asas hukum tersebut ada 

yang : (1) pernberlakuannya berszjbt urnum artinya asas tersebut h m  ada 

pada setiap sistem hukum. (2)  pernberlakuannya bersifat khusus artinya 

keberadaan asas hukum tersebut merupakan wujud kekhususan sistem hukum 

dalam suatu masyarakat dan kebudayaannya. 

Pan1 ~cholten'~ mengemukakan, sebuah asas hukurn (rechtsbeghsel) 

bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregule). Untuk dapat dikatakan sebagai 

aturan hukurn, sebuah asas hukum adalah terlalu urnurn sehingga ia atau 

bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (of niets of veel to re1 zeide). 

Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsurnsi atau 

pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk itu terlebih 

dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongkrit. Dengan perkatam lain, asas 

hukurn bukanlah hukum, namun hukum tidak dapat dirnengerti tanpa asas- 

asas tersebut. Scholten mengemukakan lebih lanjut, adalah menjadi tugas 

ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam 

70 Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden.. . .. Op.Cit., hlm.302 



hukum positif. 

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 

yang patut (beginselen van behoorlijke regelgeving) menurut I.C. van der 

~lies'' dalam bukunya yang berjudul Het wetsbegrip en beginselen van 

behoorlijke regelgeving terbagai dalam :asas-asas hukum yang formal dan 

asas hukum yang material. 

(1). Asas-asa yang formal meliputi : 

(a). asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling). 

(b).asas organ/lem, Departemen Kehakiman, baga yang tepat (beginsel 

van het juiste organ) 

(c). asas perlunya pengaturan (hetnoodzakellijkheids beginsel) 

(d).asas dapat dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid) 

(e). asas konsensus (het beginsel van consensus) 

(2). Asas-asas yang material meliputi : 

(a) asas terminology dan sistematika yang benar (het beginsel van 

duidelijke terminologie en duidelijke syatematiek) 

(b) asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid) 

(c) asas perlakuan yang m a  dalarn hukum (het 

rechtsgelijkheidsbegirasel) 

LC-Van der Vlies, Het Wetsbegrip enbeginselen van behoorlijke regelgeving, 's-Gravenhage, 
Vuga 1984, hlm.186 seperti diitip A.Hamid S.Attamimi, Makalah &lam Seminar1Lokakqa'~etentuan 
Umum Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
Departemen Kehakiman, tanggal 19-20 Okteober 



(d) asas kepastian hukum (het rechtszekerheidsbeginse2) 

(e) asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het 

beginsel van de individuele rechtsbedeling) 

Sedangkan Asas Hukum menurut Mudzakir adalah 'suatu pokok 

ketentuan atau ajaran yang berdaya cakup menyeluruh terhadap segala 

persoalan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku 

sebagai dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yang ~ l i ~ e r l u k a n ~ ~ .  

b. Teori Norma Hukum 

(l).Teori Norma Hukum Umum 

Menurut Maria Farida Indrati ~oeprapto" norma adalah suatu 

ukuran yang h a m  dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya 

dengan sesarnanya. suatu ukuran yang membuat hukum menjadi harus 

dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. 

Terdapat berbagai jenis norma di dalam masyarakat, antara lain : 

norma adat, norma agama, norma moral dan norma-norma hukum 

negara. Norma hukum berbeda dengan nonna-norma lain, rnisalnya 

karena Negara memiliki berbagai pulau, berbagai suku bangsa dan 

adanya kebebasan tiap-tiap orang untuk memeluk agamanya masing- 

masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya, maka norma 

moral, norma adat dan norma agama yang ada dan berlaku juga 

72 Mudzakir, Teaching Material TEORI HUKUM untuk Kuliah 2002 Kelm Magister Hukum, 
2002, Pro Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 

79""Matia Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan : D w - D a r a r  dun 
Pembentukannya (Disarikan dari Perkuliahan A.Hamid S.Attamimi), Cetakan kesebelas, 2006, Penerbit 
Kanisius, Yogyakarta, hlm.6 



berbeda satu dengan lainnya.. Sedangkan norma hukum berlakunya 

bersifat mutlak, artinya tiap norma hukum berlaku bagi seluruh 

masyarakat yang berada di negara tersebut. 

bkm# Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and 

State, mengatakan bahwa dari dua sistem norma yang ada, yaitu sistem 

norma statik (nomostatics) yaitu sistem yang melihat 'is? suatu norma 

dirnana suatu norma umurn dapat ditarik menjadi norma-noma 

khusus, atau norma-norma khusus itu clapat ditarik dari suatu norma 

yang umum. Dan sistem norma dinarnik (nomo&namics), yaitu suatu 

sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara 

pembentukkannya dan penghapusannya. Hukum termasuk dalam 

sistem norma yang dinamik (nomodynamics). Karena hukum itu selalu 

dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas 

yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak terlihat 

lagi segi isi norma tersebut, tetapi yang terlihat segi berlakunya dan 

pembentukannya74. 

Masih menurut m aria'^, ada berbagai jenis norma hukum. 

Misalnya, apabila dilihat dari segi alamat yang dituju (addressat), 

terdiri dari norma hukum umum yaitu suatu norma hukurn yang 

ditujukan untuk orang banyak (addressatnya umum) dm tidak tertefitu. 

Dan norma hukum individual yaitu norma hukum yang ditujukan atau 

dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang yang 

" Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York, Russel & Russel, 1945, hlm.35 
'' Maria Farida Indrati Soeprapto, lbid hlm. 11-1 2 



tertentu (addressatnya tertentu). Apabila dilihat dari segi ha1 yang 

diatur atau perbuatannya/tingkah lakunya, terdiri dari norma hukum 

abstrak yaitu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang 

yang tidak ada batasnya dalam tidak kongkret. Dan norma hukum 

kongkret yaitu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu 

secara lebih nyata (kongkret). Sedangkan apabila dilihat dari segi daya 

berlakunya, norma hukum terdiiri dari norma hukum yang einmalig 

yaitu norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah 

itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, setelah ditetapkan 

norma hukum tersebut selesai. Dan norma hukum yang dauerhafing 

yaitu norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi 

berlaku kapan saja dan terus menerus, sampai peraturan tersebut 

dicabut, diganti dengan peraturan yang lain. 

Maria menambahkan bahwa suatu norma hukurn dapat benvujud 

norma tunggal dan juga norma hukum berpasangan. IVorma hukum 

benvujud tunggal apabila norma hukum tersebut berdiri sendiri dan 

tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya 

merupakan suatu suruhan (das sollen) tentang bagaimana kita hams 

bertindak atau betingkah laku. Norma hukum berpasangan terdiri dari 

norma hukum primer (disebut das sollen) adalah suatu norma hukum 

yang berisi aturadpatokan bagaimana cara bertingkah laku dalam 

masyarakat dan norma hukurn sekunder yaitu norma hukum yang 

berisi tata cara penanggulangan apabila suatu norma hukum primer 



tidak dipenuhi. Hubungan antara norma hukum primer dan norma 

hukum sekunder merupakan hubungan pertanggungjawaban perbuatan 

(Zurrechnung). Suatu norma hukum berlaku karena ia mempunyai 

daya laku atau karena ia mempunyai keabsahan (validity/Geltung), 

dirnana berlakunya (validity) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh 

norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang benvenang 

membentuknya. Lain halnya dengan Maria, Soetandyo 

~ i ~ n ~ o s o e b r o t o ~ ~  melihat bahwa didalam kehidupan yang nyata, 

selain dari norma hukum formal atau norma hukum negara, berlaku 

pula apa yang disebut dengan norma hukum rakyat. Ruang selisih 

antara apa yang dituntut secara normatif oleh otoritas hukum nasional, 

namun pada kenyataannya kaidah hukum rakyat yang informal yang 

lebih ditaati maka hal tersebut disebut dengan legal gap. 

(2). Teori Norma Hukum Dalam Negara 

(a). Hierarki Norma Hukum (Stufentheorie Kelsen) 

Menurut Hans   el sen^^ dalam teorinya yang disebut 

Stufentheorie, norma-norma hukum yang ada dalam suatu negara 

itu adalah dalam keadaan yang berjenjang-jenjang dan berlapis- 

lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang 

lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang 

lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan 

76 Soetandyo Wignosoebroto, Handsout Sosiologi Hukum Bagian N Kelas Magister Hukum, 
Universitas Islam Indonesia, Yogyakart., hlml-2 
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berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya 

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut 

dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (Grundnorrn). 

Norma Dasar menurut Hans, merupakan norma tertinggi dalam 

sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang 

lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu 

oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan 

bagi norma-norma lain yang berada di bawahnya sehingga uatu 

Norma Dasar itu dikatakan pre-supposed. Teori jenjang norma 

hukum dari Hans Kelsen ini diilhami oleh muridnya yang bernama 

Adolf ~ e r k i ' ~  yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum 

itu selalu mempunyai dua wajah (das Doppelte Rechtsantlitz). 

Artinya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar 

pada norma yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar 

dan menjadi sumber bagi hukum di bawahnya sehingga suatu 

nonna hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang 

relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu 

tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau 

dihapus, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya 

tersebut terhapus pula. 

78 Baca Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangan-undangan : Dasar-Dnsar dun 
Pembentukannya Disarikan dari Perkuliahan ProfDr.A.Hamid S Attamimi SH, 1998, Kanisius, 
Yogyakarta, hlm.25 



(b). Struktur norma dan struktur lembaga 

Benyamin ~ k z i n ' ~  dalarn bukuya Law, State, and 

International Legal Order mengaitkan antara struktur norma 

hukum dan struktur lembaga yang membentuknya. Pembentukan 

norma hukum Publik itu berbeda dengan pembentukan norma- 

norma hukum Privat, karena apabila dilihat pada struktur nonna 

(Norm Structure) maka hukum Publik berada diatas hukum Privat, 

sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga (Institutional 

Structure) maka Public Authorities terletak diatas Population. 

Dalarn ha1 pembentukannya, norma-norma hukum publik itu 

dibentuk oleh lembaga-lembaga negara (penguasa negara, wakil- 

wakil rakyat) atau disebut juga suprastruktur sehingga dalam ha1 

ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh 

lembaga-lembaga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 

daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau 

disebut juga infrastruktur. Oleh Karena nonna-noma hukum 

publik ini dibentuk oleh lembaga-lembaga Negara, sebenarnya 

pembentukannya hams dilakukan secara lebih berhati-hati, sebab 

norma-norma hukum publik ini hams dapat memenuhi kehendak 

serta keinginan masyarakat banyak. 

'' ~ e n ~ a m i n  Akzin, Law, State and Institutional Legal Order : Essays in Honor of Kelsen, 
Knoxville, The University of Tennesee, 1964, hlm. 3-5 



(c). Tata susunan nonna hukum negara 

Hans ~ a w i a s k ~ ~ ~ ,  salah seorang murid Hans Kelsen, 

mengembangkan teori gurunya tentang j enj ang norma hukum 

dalam kaitannya .dengan suatu negara. Dalam bukunya Allgemeine 

Rechtslehre Nawiasky mengatakan bahwa sesuai dengan teori 

Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu 

berlapir-lapis dan berj enjang-j enj ang, di mana norma yang 

dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih 

tinggi, norma yanag lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber 

pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang 

tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga 

berpendapat, selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang- 

jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok- 

kelompok. ~ a n s  mengelompokkan norma-norma hukum dalam 

suatu negara menjadi empat kelompok besar yang terdiri dari : 

Kelompok I : Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental 

Negara) 

Kelompok I1 : Staatsgrundgesetz (Aturan DasarIPokok Negara) 

Kelompok I11 : Formell Gesetz (Undang-undang formal) 

Kelompok IV : Verordnung & Autonomie Satzung (Aturan 

Pelaksana & Aturan Ototnom) 

80 Hans Nawiasky, Allgemeine . Rechtslehre als Syastern lichen Grundbegrzffe, 
EinsiedenWZurichlKoln, Benziger, cet.2, 1948, hlm.31 

48 



Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada 

dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun 

mempunyai istilah yang berbeda-beda atau jurnlah norma hukum 

yang berbeda dalam tiap kelompoknya 

Menurut Hans Nawisky, Staatsfundamentalnorm, merupakan 

norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok norma hukum 

pertarna. Sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara, 

Staatsfundmentalnorm tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih 

tinggi lagi, dan merupakan pre-supposed atau ditetapkan terlebih 

dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu 

norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum 

dibawahnya. Dengan dernikian tidak ada norma yang lebih tinggi 

lagi daripada Staatsfundamentalnorm. Hakikat hukum suatu 

Staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi bagi berlakunya suatu 

konstitusi atau UUD. Ia terlebih dahulu ada sebelum adanya 

konstitusi atau UUD8'. 

Masih menurut Nawiasky, Staatsfundamentalnorm merupakan 

norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau 

UUD suatu Negara. 

Ibid, hlm288 



(3).Tata Susunan Norma Hukum di Indonesia 

(a). Sistem Norma Hukurn di Indonesia 

Norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem norma hukum 

Negara Republik Indonesia , menurut Maria Farida Soeprapto 

berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang- 

jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu 

berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, 

dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada 

norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada 

suatu norma dasar negara (Staaatsfundamentalnorm) Republik 

Indonesia, yaitu ~ancasila'~. 

Masih menurut Maria, di dalam sistem norma hukum IVegara 

Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental 

Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi, yang 

kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, 

Ketetapan MPR, Hukum Dasar Tidak Tertulis yang disebut 

Konvensi sebagai Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara 

(Staatsgrundgesetz), Undang-Undang (Formell Gesetz) serta 

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnung & 

Autonome Satzung) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan 

pelaksanaan dan peraturan otonom lainnya. 

'* Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan.. . ..Op. Cit., hlm.39 
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ÿ aria'^ juga mengatakan bahwa terdapat hubungan antara 

Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) Pancasila 

dan Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara 

(Verfassungsnorm) UUD 1945, seperti yang dijelaskan dalam 

Penjelasan tentang UUD 1945 yaitu pada Penjelasan Umum Angka 

111. Dengan demikian kedudukan Pembukaan UUD 1945 adalah 

lebih utama daripada Batang Tubuhnya karena pembukaan UUD 

1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran yang talc lain adalah 

Pancasila. Sehingga pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 yang mencerminkan Pancasila itulah yang 

menciptakan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan 

demikian Pancasila mempunyai kedudukan sebagai Norma 

Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) yang men. adi dasar 

dan sumber bagi Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara 

(Verfassungnorm), yaitu Batang Tubuh UUD 1945. 

(b). Tata Urutan Norma Hukum di Indonesia 

(i). Menurut Tap MPRS No.XXlMPRS11966 : 

Sumber dari segala sumber hukurn Republik Indonesia adalah : 

- Proklamasi Kemerdekaan 1 7 Agustus 1945; 

- Dekrit 5 Juli 1959; 

- UUD 1945 Proklamasi; 

83 Ibid, hlm.40 



- Surat Peintah 1 1 Maret 1966. 

Sedangkan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia adalah : 

- UUD 1945; 

- Ketetapan MPR, 

- UUPerpu; 

- Peraturan Pemerintah; 

- Keputusan Presiden; 

- Peraturan Pelaksanaan lainnya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa menurut Tap 

MPRS No.XX/MPRS/1966 diakui adanya suatu sistem norma 

hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, di mana 

suatu norma itu berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma 

yang lebih tinggi dan diakui pula adanya norma tertinggi yang 

menjadi dasar dan sumber bagi norma-norma di bawahnya. 

(ii).Menurut Tap MPR No.III/MPR~2000 : 

- Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk 

penyusunan peraturan perundang-undangan.. Pasal 1 ayat 

(1); 

- Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak 

tertulis.. . Pasal 1 ayat (2); 



- Sumber hukurn dasar nasional adalah Pancasila 

sebagairnana yang tertulis dalam Pembukaan ULTD 1945.. . 

Pasal 1 ayat (3); 

- Tata u t a n  peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia adalah . . . Pasal2 : 

11. Tap MPR 

111. UU 

IV. Perpu 

v. PP 

VI. Kepres 

VII. Perda 

- Sesuai dengan tata u t a n  peraturan perundang-undangan 

ini, maka setiap aturan hukurn yang lebih rendah tidak 

boleh bertentang dengan aturan hukurn yang lebih tinggi.. . 

Pasal4 ayat (1); 

- UU; 

- Perpu; 



- PP; 

- Perpres; 

- Perda 

c. Cita Hukum 

(l).Teori tentang Cita Hukum secara Umum 

Menurut Abdulkadir ~ e s a r ' ~ ,  'Cita Hukum adalah abstraksi dari 

pandangan masyarakat tentang hukum beserta konsep keadilan yang 

terkandung didalamnya. Citahukum (rechtsidee) adalah suatu apriori 

yang bersifat normatif sekaligus konstitutif, yang merupakan syarat 

transendental yang mendasari tiap hukurn positif yang bermartabat. 

Artinya, tanpa citahukum tak akan ada hukurn yang memiliki watak 

normatif. Citahukum mempunyai fimgsi konstitutif memberi makna 

pada hukum, dalam arti: ia adalah padatan makna yang bersifat urnum, 

mendahului semua hukum; serta fimgsi membatasi, dalam arti: apa 

yang tidak dapat dipersatukan dengan dirinya, adalah bukan hukum.. 

Dengan nada yang sama, namun lebih rinci, ~ a d b b r u c h ' ~  dalam 

Abdulkadir Besar mendefinisikan fimgsi citahukum seperti berikut: 

'citahukum berfungsi sebagai dasar-konstitutif pembentukan hukurn, 

dalam arti tanpa citahukum, segenap kaedah hukurn kehilangan 

maknanya sebagai hukum, dan sekaligus sebagai tolok ukur regulatif 

untuk menilai adil tidaknya suatu hukurn positif. 

84 Abdulkadir Besar, Implementmi Cita Hukum dun Penerapan Asm-Asm Hukum Nasional 
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Masih menurut Abdulkadir Besar, pembuatan hukum positif 

niscaya menyesuaikan diri pada proses antarstruktur yang teralir dari 

citanegara persatuan yang telah dilembagakan menjadi prosedur baku 

yang diberlakukan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berkenaan 

dengan itu, bimbingan citahukum tidak saja pada kesesuaian materi 

hukum positif dengan padatan makna yang terkandung di dalam 

citahukum Indonesia, melainkan juga pada penyesuaian pembuatannya 

pada prosedur konstitusional yang mengikuti hubungan kekuasaan 

antar lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang teralir dari 

citanegara. Sedangkan menurut Mudzakir 'Cita Hukum disebut juga 

Rechtsidee yang artinya adalah idCe dari budaya yang bersangkutan 

tentang bagimana hukum itu s e h a r ~ s n ~ a ' ~ ~ .  

(2). Cita Hukum di Indonesia 

Menurut Abdulkadir ~esar*', para pendiri Negara Republik 

Indonesia menetapkan bahwa empat pokok pikiran yang terkandung di 

dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan Citahukum Indonesia. 

(penjelasan UUD 1945 Angka 111). Merujuk pada rumusan utuh dari 

tiap pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, 

maka kualitasnya sebagai padatan makna yang bersifat m u m ,  

mendahului semua hukum, adalah seperti berikut ini (1) yang 

berdaulat adalah seluruh rakyat, bukan individu. (2) keadilan bersifat 

intersubyektif, tidak bersifat individualistic. ( 3 )  kehendak rakyat 

86 Mudzakir, Teaching Material TEORI HUKUM untuk Kuliah 2002 Kelas Magister Hukum, 
2002, Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 13 1 
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adalah kehendak seluruh rakyat, bukan kehendak individu. (4) 

Negara mengakui sekaligus memelihara pluralitas agama yang 

dipeluk oleh rakyat Indonesia, dan segenap kebijakan Negara 

merujuk pada moralitas religius. 

Masih menurut Abdulkadir, oleh karena citahukurn mempunyai 

fimgsi konstitutif memberi makna pada hukum, dalam arti: ia adalah 

padatan makna yang bersifat umurn, mendahului semua hukurn; serta 

fimgsi membatasi, dalam arti: apa yang tidak dapat dipersatukan 

dengan dirinya, adalah bukan hukum. Khusus mengenai padatan- 

padatan kedua, telah diidentifikasi konsep ontologiknya yang 

rumusannya sebagai berikut: konsep keadilan dari masyarakat 

Indonesia adalah keadilan integral, seperti yang tercermin oleh 4 

cirinya, yaitu: (1) subyeknya jamak; (2) bahan baku dari keadilan 

adalah tertunainya kewajiban memberi dari para subyek; (3) 

keadilannya bersifat fimgsional, karena orang yang talc pernah 

melaksanakan kewajiban memberi, berarti menghapus dirinya sebagai 

subyek penerima hak, mengingat hak adalah hasil transformasian dari 

kewajiban ke hak antarpasangan subyek; (4) dengan terjadinya 

transformasi kewajiban ke hak antarsubyek yang jamak, keadilan 

sosial termungkinkan tenvujudnya. 

Abdulkadir kembali menambahkan, bahwa terdapat relasi antara 

Citahukum Indonesia dan Citanegara Negara Persatuan, sebagai 

berikut : (a) relasi stnktural, yaitu relasi secara stnktural dalam arti 



internal, 4 Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 

1945 (disingkat PP). Keempat butir PP berkualifikasi sebagai 

Citahukum Indonesia, sedangkan salah satu darinya, yaitu PP ke-1 

berkualifkasi sebagai Citanegara Negara Persatuan. Relasi antara 

Citanegara Negara Persatuan dan Citahukum Indonesia yang terlekati 

turnpang-tindih itu mengungkapkan pengetahuan pada kita bahwa: 

Citanegara Negara Persatuan mempengaruhi Citahukum Indonesia; 

bukan sebaliknya seperti yang tampak segera dari beradanya 

Citanegara di dalam Citahukum. Relasi stmktural ini akan diperjelas 

oleh relasi fungsional. (b) Relasi Fungsional, adalah relasi antara 

fimgsi citanegara dan fungsi citahukum. Seperti telah kita ketahui, 

fimgsi dari citanegara adalah menentukan: bentuk pemerintahan, 

struktur Negara, hubungan kekuasaan antarstruktur, proses pembuatan 

kebijaksanaan Negara; yang secara integrative berarti menentukan 

sifat-sifat dari Negara. Secara pokok, fimgsi dari citahukum Indonesia 

adalah: membimbing secara idiil namun normative pada proses 

pembuatan hukum positif agar segenap produknya benar-benar 

berpanggahan dengan faham citahukum Indonesia. Hukum positif itu 

sendiri dari dua kategori : (1) yang bersifat mengatur, yang bila perlu 

disertai sanksinya, dan (2) yang bersifat pemberian kekuatan atau 

legirnitasi hukum pada kebijaksanaan kenegaraan. 



d. Teori Asas-Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan di Indonesia 

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 

sebagirnana halnya di negara lain, terdapat dua asas hukum yang perlu 

diperhatikan, yaitu asas hukum urnum dan asas-asas hukum lainnya. 

(1). Asas hukum umum 

Asas hukum umum dalam pembentukan peraturan perundang- 

undangan adalah asas hukum yang hams ada ketika dilakukannya 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang b e h g s i  khusus 

memberikan pedoman dan bimbingan bagi "pembentukan" isi 

peraturan tersebut. 

(a). Asas hukum umum Pancasila 

Menurut A.Hamid ~.~ttamimi",  ketententuan-ketentuan 

dalam UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuhnya, adalah 

penjelmaan dari pkok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut menurut 

Penjelasan UUD 1945 adalah Pancasila. Maka menjadi jelas, 

kelima Sila dalam Pancasila, baik secara sendiri-sendiri maupun 

secara bersama-sama, merupakan asas-asas hukum (algemene 

rechtsbeginselen) bagi semua ketentuan dalam Batang Tubuh 

UUD 1945. 

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Batang Tubuh 

UUD 1945 sebagai rurnusan ketentuan-ketentuan Hukum Dasar 

8s Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden.. . . . . Op.Cit., hlm.306 
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Negara, juga pada gilirannya merupakan asas-asas hukum urnurn 

bagi penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk bagi 

pembentukan peraturan perundang-undangan negara. 

(b).Asas hukum umum Negara Berdasar Atas Hukum 

Pada tingkat berikutnya, asas Negara Berdasar Atas Hukum 

sebagaimana dinyatakan dalarn Penjelasan UUD 1945, merupakan 

asas hukum yang menentukan kehidupan kenegaraan Negara 

Republik Indonesia, dan dengan demikian pembentukan 

penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk pembentukan 

peraturan perundang-undangan negara. Attadiimi berpendapat 

mengenai asas hukum mum Negara Berdasar Atas Hukum yang 

ada di Indonesia, dapat diadopsi dari gabungan pendapat beberapa 

ahli seperti Van Wijk, Konijnenbelt, Zippelius, Van Munch, 

asal tetap sesuai dengan kerangka aliran Cita Negara dan Cita 

Hukum Indonesia. 

Adapun pendapat-pendapat beberapa ahli tentang negara 

berdasar atas hukum mengandung wawasan-wawasan seperti 

berikut : 

- pemerintahan menurut hukum (wetmatig bestuur), 

- hak-hak asasi manusia, 

- pembagian kekuasaan, 

- pengawasan oleh peradilan terhadap pemerintah, 

- keterikatan semua organ Negara termasuk pemerintah clan 



kekuasaan peradilan terhadap UUD, UU dan hukum lainnya, 

- aturan dasar tentang proporsionalitas (verhaltnismassingkeit)' 

- pembatasan berlaku surutnya UU. 

(c).Asas hukum umum Pemerintahan Berdasarkan Sistem 

Konstitusi 

Mengutp Marnig van Damme dalarn ~ t t a m i m i ~ ~ ,  Sistem 

Konstitusi mengandung arti bahwa penggunaan kekuasaan secara sah 

oleh aparatur negara, sebagairnana hal tersebut (pada instansi pertama) 

memperoleh pembatasannya secara formal di dalarn dan berdasarkan 

UUD. Inti dari wawasan ini adalah sistem penyelengaraan kekuasaan 

pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi. 

(2). Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Patut di 

Indonesia : 

Pendapat A.Hamid ~.~ttamirni~O mengenai asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut di Indonesia, 

mengandung ketiga asas hukum umum yaitu asas hukum umum 

Pancasila, asas hukum urnurn Negara Berdasar Atas Hukurn, dan asas 

hukum umum Pemerintahan Berdasarkan Sistem Konstitusi yang 

diikuti dengan pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas 

89 Ibid, hlm.3 12-3 13. 
90 Ibid, hlm. 196-198 



yang material menurut teori I.C. van der Vlies dalam bukunya Het 

wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving. Asas-asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut 

adalah : 

(a.).Asas-asas formal, dengan perincian : 

(i). asas tujuan yang jelas; 

(ii). asas perlunya pengaturan; 

(iii).asas orgdlembaga yang tepat; 

(iv).asas materi muatan yang tepat; 

(v). asas dapatnya dilaksankan; dan 

(vi).asas dapatnya dikenali; 

(b). Asas-asas material , dengan perincian : 

(i). asas sesuai dengan Cita Hukurn Indonesia dan Norma 

Fundamental Negara; 

(ii).asas sesuai dengan Hukurn Dasar Negara; 

(iii).asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar Atas 

Hukum; 

iv).asas sesuai dengan prinsiop-prinsip Pemerintahan Berdasar 

Sistem Konstitusi. 

Attamimi menambahkan pula, bahwa dengan mengacu pada asas- 

asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang 

patut tersebut, dapat diharapkan terciptanya peraturan perundang- 

undangan yang baik dan dapat mencapai tujuan Negara secara optimal 



dalarn pembangunan hukum di Negara Republik Indonesia. Untuk 

lebih jelasnya alur daripada teori-teori tersebut dapat dilihat pada 

Bagan 1 berikut ini. 

BAGAN 1 : KERANGKA TEORI 

PENJABARAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT 
DALAM UCTD 1945 HASIL PERUBAHAN 

Independent Variabel 

a. Teori Kedaulatan 
b. Teori Kedaulatan rakyat 
c. Teori-teori yang terkait dengan 

kedaulatan Rakyat 
d. Hubungan kedaulatan rakyat 

dengan perwakilan politik : 
l).Partai politik 
2).Pemilu 
3).Lembaga Perwakilan Rakyat 
4)Kedaulatan Rakyat dan 

Pembagian Kekuasaan 

Dependent Variabel 

1. Teori Kedaulatan Rakyat 

a. Pengertian UUD dan Konstitusi 
b. Muatan UUD : 
c. Hubungan pembukaan dan 

batang tubuh 
d. Perubahan Konstitusi 

2. Teori Konstitusi 

Alat Analisa 

TEORI PERUNDANG-UNDANGAN 
"Asas-Asas dan Norma Hukum 

-Hukum dan Masyarakat 
-Cita H b  

-Norma Hukum 
-Sistem Hirarki Norma Hukum 

-Asas Pembentukan Penmdang-undangan 



E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian : 

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang sepenuhnya 

meneliti objek literatur (kepustakaan), dengan dasar pijak teori-teori tentang 

Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi sebagai grand theori. 

2. Objek Penelitian : 

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi objek penelitian 

adalah Kedaulatan Rakyat yaitu asas hukum yang terkandung dalam Pancasila 

sebagai Cita Hukum (Rechtsidee) dan Pembukaan ULD 1945 sebagai Norma 

Hukum Tertinggi (Staatsfundamentalnorm), serta bagaimana ia dijabarkan 

ltedalam Batang Tubuh ULTD 1945, sebagai Hukum Dasar setelah dilakukan 

perubahan. 

3. Pendekatan : 

Penelitian ini menggunakan pendekatan : 

a. Yuridis, dimaksudkan mengkaji isi yang terkandung dalam Pembukaan 

dan Batang Tubuh UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang 

terkai t . 

b. Historis, dimaksudkan mengkaji aspek sejarah pembentukan, pelaksanaan 

dan perkembangan UUD 1945 selama ini. 

c. Politis, dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang, alasan dan 

pengaruh-pengaruh pembuatan dan perubahan ULTD 1 945. 

4. Sumber Data : 

Sebagai penelitian hukum normatif, data yang akan dikurnpulkan 



sepenuhnya adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan 

kepustakaan, terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, seperti Buku Teks UUD 1945, TAP MPR, serta 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti. 

b. Bahan Hukum Sekunder, seperti buku-buku, literature, hasil karya ilmiah 

kalangan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus dan ensiklopedi yang membantu 

memberikan petunjuk dan penj elasan terhadap buku-buku dan literature 

terkai t. 

5. Teknik Pengumpulan Data : 

Data dikumpulkan dengan cara, 

a. Studi Kepustakaan, terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan 

hukum tersier; dan 

b. Studi Dokumenter, terhadap dokumen pribadi atau data arsip pemerintah; 

selanjutnya data yang terkumpul, ditelaah, dikaji serta dibahas untuk 

dilakukan infentarisasi dan klasifikasi. Lalu akhirnya disajikan dalam berbagai 

bentuk, misalnya bentuk narasi, dalam bentuk tabulasi dan diagram. 

6. Metode Analisa : 

Analisa yang akan dilakukan meliputi tiga alur, seperti yang dikemukakan 

oleh Mulyono ~o~omartono" seperti berikut ini : 

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pelnusatan perhatian dan 

" Joyyo Martono Mulyono, 1993, Merancang Penelitian Kualitatif; Semarang, hlrn. 18 



transformasi data ltasar yang muncul dari catatan-catatan tertuli s 

dilapangan, untuk dilakukan penajaman, penggolongan, pengarahan. Data 

yang tidak perlu dapat dibuang, lalu data yang terkumpul diorganisasikan 

untuk memudahkan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

b. Penyajian data, berujud sekumpulan informasi yang tersusun sehingga 

memberi kemungkinan penarikan kesimpulan clan penyambilan tindalcan 

c. Penarikan Kesimpulan atau VeriJkasi, penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah usaha untuk mencari makna atau arti keteraturan pola- 

pola penjelasan konfigurasi, arah hubungan kausal atau proposisi tiga 

unsure tersebut. Ketiga unsure analisa data tersebut berkaitan saling 

menjalin dan hadir pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data selesai dikerjakan. 

Tahapan dalam analisa data dilakukan dengan menerangkan hasil 

penelitian, disajikan dalam bentuk deskriptif agar dapat memberikan 

garnbaran keseluruhan tentang penelitian dan kemudian disimpulkan dari 

data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan metode induktif.dan 

metode deduktif. Metode induktif artinya, pe~~gambilan Icesii~~pulan d a r ~  

hal-ha1 yang bersifat khusus ke hal-ha1 yang bersifat umum. Sedangkan 

metode deduktif artinya pengambilan kesimpulan dari hal-ha1 yang 

bersifat umum ke hal-ha1 yang bersifat khusus. 



F. Sistematika Penulisan 

1. Bab I - Pendahuluan 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Kerangka Teoritis 

e. Metode Penelitian 

f. Sistimatika Penulisan 

2. Bab I1 - Kajian Tentang Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi 

a. Konsepsi Kedaulatan Rakyat 

1). Teori-Teori Kedaulatan 

2). Hubungan Kedaulatan Rakyat dengan Demokrasi 

3). Hubungan Kedaulatan Rakyat dengan Penvakilan Politik 

4). Hubungan ~edaulatan Rakyat dengan P embagianRemisahan 

Kekuasaan dalam Negara 

b. Konsepsi Konstitusi 

1). Pengertian Konstitusi 

2). Konsep Konstitusionalisme 

3). Perubahan Konstitusi 

3. Bab I11 - Penjabaran Kedaulatan Rakyat Kedalam UUD 1945 

a. Periode 1945 - 1998 : 

1). Koilsepsi UUD 1945 

2). Sejarah Gagasan Kedaulatan Rakyat di Indonesia 



3). Kaitan Antara Kedaulatan Rakyat dan Pancasila 

4). Hubungan Antara Kedaulatan Rakyat dan Pembukaan UUD 1945 

5). Kaitan Kedaulatan Rakyat dengan Pembagian Kekuasaan 

6). Kedaulatan Rakyat Menurut Die Theorie von Stufenaubeau der 

Rechtsordnung Hans Kelsen dan Nawiaski 

7). Penjabaran Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945 

b. Periode 1999-2002 Setel'ah UUD 1945 Perubahan 

1). Proses Perubahan 

2). Perubahan Bunyi Pasal 1 Ayat (2) 

3). Penjabaran Kedaulatan Rakyat Dalam UUD 1945 

4. Bab IV - Analisa Terhadap Penjabaran Asas Kedaulatan Rakyat Dalam 

UUD 1945 Hasil Perubahan Secara Hukum 

a. Fungsi Kedaulatan Rakyat Secara Hukurn 

b. Kaitan Antara Kedaulatan Rakyat Sebagai Cita Hukum/Norma Hukum 

Tertinggi dengan Pasal 1 Ayat (2) 

c. Kaitan Antara Pasal 1 Ayat (2) Dengan Pasal-Pasal Lain Dalam UUD 

d. Prosedur Perubahan Yang Telah Dilaksanakan Ditinjau Secara Hukum. 

5. Bab V - Penutup : 

a. Kesimpulan 

b. Saran-Saran 



SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

undangan 
Teks UUD 1945 

- 
Teori-teori 

kedaulatan rakyat 
& konstitusi 
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Perubahan Penjabaran 
UUD 1945 Pasall ayat (2) 

- Pengaruh 
perubahan Thdp 
Kedaulatan rakyat 

- Proses dan 
prosednr 
Perubahan 

- 

v 

Kesimpulan 
- kedaulatan rakyat - 

kedudukan hak rakyat 
dan Ham. 

- sistem distribusi 
kekuasaan 

(check and balances) 



BAB I1 

KAJIAN TENTANG KEDAULATAN RAKYAT DAN KONSTITUSI 

A. Konsepsi Kedaulatan Rakyat 

1. Kedaulatan Rakyat Sebagai Salah Satu Teori Kedaulatan 

Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu dari beberapa jenis Kedaulatan 

yang ada dalam teori-teori para akhli hukum, antara lain : 

a. Kedaulatan Tuhan (Teokrasi), yang menganggap Tuhan sebagai pemegang . 
kekuasaan tertinggi dalam negara. Selanjutnya, dalam prakteknya 

kedaulatan Tuhan ini menjelma dalam hukum yang hams dipatuhi oleh 
/' 

/ 

/ 
kepala negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai 

kepala negara yang mengklaim wewenang untuk menetapltan hukum atas 

nama Tuhan (Augustinus,Thomas Aquinas). 

b. Kedaulatan Raja, yang menganggap bahwa raj alah yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. 

c. Kedaulatan Rakyat, menganggap rakyatlah pemegang kekuasaan 

tertinggi dalam suatu negara. Kehendak rakyat merupakan satu- 

satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah (Rousseau, 

Montesquieu, John Lock). 

d. Kedaulatan Negara, menganggap negaralah pemegang kekuasaan tertinggi 

secara kodrat alam. Karena kedaulatan itu telah ada dimulai sejak lahirnya 

suatu negara (Paul Laband, George Jellinek). 

e. Kedaulatan Hukum (Supremacy of Law), menganggap pemegang kedaulatan 



tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu baik pemerintah 

maupun rakyat memperoleh kekuasaan itu dari hukum (Hugo de Groot, 

Krabe, Immanuel Kant, Leon Duguit). 

Kata Kedaulatan yang terdapat pada Kedaulatan Rakyat, menurut Padmo 

Wahyono dalam Budi Ispriyarso berasal dari bahasa Latin superanus yang 

berarti yang tertinggi. Sedangkan kata yang mempunyai arti sama dengan 

Kedaulatan adalah sovereigrzty (bahasa Inggris) dan mempunyai padanan kata 

dengan souvereiniteit (bahasa Belanda), souverainete (bahasa Perancis) atau 

sovranus (bahasa Itali), dimana kata tersebut melambangkan ciri atau atribut 

suatu negarag2. 

Arti kedaulatan tersebut mengalami perubahan-perubahan sepanjang 

perkembangan sejarah manusia, bahkan para akhli juga sering melihat 

kedaulatan dari berbagai perspektif. Misalnya menurut CST Kansil kedaulatan 

itu adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap 

seluruh wilayah dan segenap rakyat dalam negara itu. Kedaulatan juga adalah 

ltekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan 

dari pemerintah negara laing3. 

Lain halnya menurut Jean Boudin dalam Moh Mahfud M D ~ ~  kedaulatan 

adalah kekuasaan absolut yang tak terbatas dari negara, untuk membuat undang- 

undang atau peraturan, baik yang berlaku untuk umum maupun urusan tertentu, 

tanpa minta persetujuan orang lain, badan lebih tinggi atau sederajat. 

92 Budi Ispriyarso, Hubungan Fungsiolzal Antara ... .., Op.Cit., hlrn. 26 
93 CST Kansil dan Christine ST Kansil, Ilmu Negara ....., Op. Cit, hlm. 138 
94 Moh. Mahfud MD, 2001 Dasar dun Struktur ... ..., Op. Cit., hlm. 68 



Kedaulatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dipecah-pecah, asli dan 

sempuma atau tidak terbatas. Tidak terpecah-pecah ltarena dalam suatu negara 

hanya terdapat suatu kekuasaan yang tertinggi. Asli karena kekuasaan yang 

tertinggi tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi dan tidak terbatas karena 

tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi ltekuasaan itu. 

Sedangkan menurut Kranenburg, kedaulatan itu mempunyai arti yang 

kabur, sehingga tidak dapat dijadikan ltriteria (inisalnya) untuk membedaltan 

antara negara Serikat dengan Serikat negara. Lalu Duguit pula berpendapat 

bahwa kedaulatan itu hanya digunakan untuk menunjukkan sifat dan tabiat 

kekuasaan raja yang merupakan kekuasaan tertinggiM. 

Jika Jean Boudin beranggapan bahwa kedaulatan itu tidak dapat dibagi- 

bagi, namun Mahkamah Agung Amerika Serikat berpendapat sebaliknya, 

bahwa kedaulatan bisa dibagi-bagi, terbukti pada tahun 18 19. Marshall 

mengatakan bahwa di Amerika Serikat, kedaulatan terbagi atas pemerintah 

pusat dan pemerintah negara-negara bagian. 

Dengan demikian unsur yang terpenting dari Kedaulatan Rakyat adalah 

kekuasaan tertinggi dalam negara, dimana sumber dari datangnya kekuasaan 

tersebut berasal dari rakyat. Kekuasan tersebut bersifat keluar (ekstemal) 

sekaligus juga bersifat kedalam (internal), lalu kekuasaan tersebut ada yang 

bersifat terbagi-bagi tapi ada juga yang tidak. 

Dari kelima teori tentang kedaulatan ini, semuanya bisa benar karena 

memang berangkat dari gagasan maupun realitas (praktek), artinya kelima teori 

ini bisa dilihat dalam realita ketatanegaraan diberbagai belahan dunia. Akan 

95 Ibid, 



tetapi yang jelas, tidak akan ada satupun dari kelima teori ini yang mempunyai 

kebenaran mutlak, karena pada akhirnya teori yan g manapun bi sa 

disalahgunakan. Yang penting adalah semangat para penyelenggara serta moral 

kekuasaan yang melandasinya. 

Dalam satu negara bisa saja masing-masing kedaulatan tersebut satu sama 

lain saling bertentangan dalam prakteknya, namun ada juga negara yang saling 

mempertemukan masing-masing kedaulatan dalarn praktek ketatanegaraan 

negara tersebut. Misalnya menurut dalam praktek ketatanegaraa Indonesia 

bertemu kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara 

bersarna-sama. 

Seperti telah disebutkan diatas unsur yang terpenting dari Kedaulatan adalah 

kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau 

sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau 

sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai 

dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala 

kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, 

dalam bentuk hidup bersama". 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan (relationship), dalam arti bahwa 

ada satu fihak yang memerintah dan ada fihak yang diperintah (the ruler and the 

ruled), satu fihak yang memberi perintah, satu fihak lagi yang mematuhi 

perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada 

yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan. Menurut 

" Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ....., Op. it., hlm. 35 



Robert M. MacIver dalarn Miriam ~udiardjo~',  diltemulcakan bahwa 

keltuasaan dalam sutau masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena 

kenyataan bahwa kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul 

daripada lainnya, ha1 mana berarti bahwa yang satu lebih kuat dengan jalan 

mensubordinasikan kekuasak lainnya itu. Dengan kata lain dalam struktur 

piramida kekuasaan itu golongan yang berkuasa (dan yang memerintah) itu 

relatif selalu lebih kecil jumlahnya daripada golongan yang dikuasai (dan yang 

diperintah), kenyataan ini berlaku baik dalam sistem demokrasi maupun dalam 

sistem diktator. Atau disebut oleh Gaetano Mosca "the many are ruled by the 

few" 

Dalam setiap analisis mengenai konsep kekuasaan, seperti dikatakan oleh 

Jack H. Negel, ada hal-ha1 penting yang terkait, yaitu lingkup kekuasaan (scope 

of power) dan jangkauan kekuasaan (domain of power)98. Dengan demikian 

untuk menganalisis kedaulatan sebagai konsep tentang kekuasaan tertinggi, 

maka dapat dipakai pendekatan Jack H. Negel ini. Lingkup kedaulatan (scope 

of sovereignity) menyangkut soal aktifitas atau kegiatan yang tercakup dalam 

fungsi kedaulatan seperti proses pengambilan keputusan, misalnya seberapa 

besar kekuatan keputusan-keputusan yang ditetapkan itu baik dilapangan 

legislatif maupun eksekutif (the administration of law). Sedangkan jangkauan 

kedaulatan (domain of sovereignity) terkait soal siapa atau apa yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan siapa atau apa yang dikuasai oleh 

pemegang kekuasaan tertinggi itu. 

97 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu ... ..., Ibid. hlm.36 
98 Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam .. . .., Op. Cit.,hlm. 9 
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2. Kedaulatan Rakyat dan Kaitan-Kaitannya 

a. Sejarah Muncul Kedaulatan Rakyat 

Kedaulatan rakyat lahir dari J.J.Rousseau sebagai kelanjutan dar~ 

filsafatnya yang bersumber kepada perasaan. Berpangkal tolak kepada hasil 

penemuannya yang nyata ditengah kehidupan manusia, bahwa tanpa tata 

tertib dan kekuasaan, manusia akan hidup tidak aman dan tidak tenteram. 

Tanpa tata tertib manusia merupakan binatang yang buas "homo homini 

lupus", dan kehidupan akin berobah menjadi perang antar sesama inanusia 

"bellum omnium contra omnes". 

Karena itulah manusia-manusia tersebut bersepakat mendirikan negara, 

dan untuk itu mereka mengadakan perjanjian masyarakat. Jalan yang 

mereka tempuh bermacam-macam. Menurut pendapat yang satu, "maka 

ltekuasaan dari rakyat karena perjanjian masyaraltat itu lalu ~nenjadi habis, 

sebab kekuasaan itu telah berpindah kepada penguasa yang kini mempunyai 

kekuasaan mutlak". 

Jadi, menurut konstruksi pendapat pertama, rakyat yang sudah 

meilyerahltan lteltuasaannya ltepada peilguasa sildali tidal, bcl-daulat l ~ g i .  

Yang berdaulat adalah penguasa. 

Konstruksi JJ.Rousseau berikut ini berbeda dengan pendapat diatas, 

"bahwa rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada fihak penguasa, karena 

perjanjian masyarakat individu-individu menyerahkan haknya kepada 

rakyatnya sendiri sebagai suatu keseluruhan. Penguasa menjalankan 

kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris 



dari rakyat". 

Menurut teori Rousseau selanjutnya, bahwa rakyat yang berdaulat itu 

hanya merupakan suatu fiksi saja, karena rakyat dapat lnewakilkan 

kekuasaannya dengan berbagai macam cara, misalnya dengan 

mewakilkannya kepada seorang saja atau kepada beberapa orang. Kepada 

suatu korps pemilih, bahkan juga juga turun-temurun. Jadi, kedaulatan itu 

menurut Rousseau merupakan pengertian yang semu, abstrak, dan oleh 

karenanya pengertian kedaulatan rakyat itu tidak dapat d ilihat dengan n yata 

dalam bentuk yang kongkret. 

Menurut Moh.Kusnardi dkk.99 ajaran Rousseau ini sangat 

mempertahankan bahwa kedaulatan itu tidak bisa dilepaskan dari rakyat (on 

vewreerndbnar), dan oleh karenanya penvujudan lteltuasaa~i rakyat yang 

diwakilkan dalam praktek, merupakan tindakan yang tidak benar. 

Melainkan, kedaulatan rakyat itu dapat dipraktekkan dalam bentuk 

pernyataan kehendak, sehingga wujud kedaulatan rakyat itu ada dalam 

pernyataan rakyat. Pernyataan rakyat itu lalu disampaikan dalam bentuk : 

kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan "volunte de tous", dan 

ltehendak sebahagian besar rakyat yang dinamakan "volunte genernle". 

Menurut A.Hamid S ~ttamimi'", Althusius (1557-1638) adalah 

pemberi dasar bagi pengertian kedaulatan rakyat. Menurut Althusius, 

terhadap penguasa yang tiranik dapat dilakukan perlawanan, yang dalam ha1 

ini sama pendapatnya dengan golongan Monarchomachen yang menentang 

99 Moh Kusnardi dkk, Pengarztar Hukuin. .. .., Op. Cit., hlm. 125-1 26 
l o o  A. Hamid S.Attarnirni, Peranan Keputusan Presiden ... . . ,  Op. Cit., hlm. 128 



penguasa-penguasa mutlak. Penguasa menurut Althusius adalah sekedar 

mandataris dari rakyat yang memegang kedaulatan yang diwujudkan karena 

suatu perjanjian. 

b. Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi 

Seperti telah disinggung diatas, pengertian Kedaulatan Rakyat adalah 

kekuasaan yang tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan demikian 

rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kehendak 

rakyat merupakan satu-satunya sumber lcekuasaan bagi seti ap pemerinta h. 

Sedangkan demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat, 

lalu kratos/kratein yang berarti kekuasaadberkuasa, jadi demokrasi berarti 

"rakyat berkuasa" atau "government or rule by thepeople"lO1. 

Dilihat dari kedua pengertian tersebut antara demokrasi dan kedaulatan 

rakyat sangat terkait erat, sebab terdapat kesamaan antara keduanya, yaitu 

pada subastansi bahwa rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan 

dalam negara. Itulah sebabnya kenapa beberapa akhli hukum sering 

menyamakan antara demokrasi dan kedaulatan rakyat, umpamanya Dahlan 

Thaib, yang menyatakan bahwa "asas kedaulatan rakyat atau paham 

demokrasi berkaitan dengan sistim pemerintahan atau bagaimana caranya 

rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi 

sebagai asas dipengaruhi keadaan kultural dan historis suatu bangsa, 

sehingga muncul beragam istilah demokrasi seperti demokrasi 

lo' Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu ... .., Op. Cit, hlm. 50 



l~onstitusionil, demokrasi rakyat dan demokrasi ~ a n c a s i l a ' ~ ~ .  Bahkan secara 

tegas DahlanThaib dalam disertasinya menyebut bahwa demokrasi 

merupakan wujud pelaksanaan ltedaulatan raltyat. I "  La1 LI CST Kansil ~ L I  la 

mengatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi yang bersumber dari rakyat 

adalah kedaulatan rakyat, yang hams menimbulkan pemerintahan 

dari/oleh/untuk rakyat atau yang disebut demokrasilo4. 

Diltenal bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan 

demokrasi konstitusionil, demokrasi parlementer, demoltrasi terpimpin, 

demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi nasional dan lain-lain. 

Hasil suatu penelitian yang dilakukan oleh UNESCO pada tahun 1949 

menunjukan bahwa "untuk pertarna kali dalam sejarah, demokrasi 

dinayatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem 

organisasi politik dan sosial yang dipe rjuangkan oleh pendukung-pendukung 

yang berpengaruh. Namun demikian, menurutnya, demokrasi juga dianggap 

ambiguous atau mempunyai arti-dua, karena lembaga-lembaga atau cara- 

cara yang dipakai untuk melaksanakan idke atau mengenai keadaan kultural 

serta historis yang mempengaruhi istilah, idke dan praktek demokrasi. 

Beetham secara meyakinkan ber-argumentasi bahwa pengertian yang 

diterima umum tentang demokrasi adalah "pengendalian masyarakat atas 

urusan publik berdasarkan kesetaraan politik"'05. Pengertian ini 

'02 Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat ....., Op.Cit., hlrn. 7 
103 Dahlan Thaib, Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 dan Implementasinya Dalam 

Pralctek Ketatanegaraan (Studi Tentang MPR Sebagai Pelaku Kedaulatarz Rakyat Sepenuhnya) : Diser-tmi 
Program Doktor, 1999, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm.97. 

104 CST Kansil & Christine ST Kansil, Ilmu Negara ... .., Op. Cit., hlm. 17 
lo5 Tim Penulis Demos, Menjadikarz Demokrasi Berlnakna ... .... Loc. Cit. 



mensyaratkan tujuh prinsip yaitu : (1) hak dan kemampuan semua orang 

untuk berpartisipasi (to participate); (2) pemberian wewenang 

(authorization) ltepada para wakil dan pejabat; dan (3) perwakilan 

(representation) mereka berdasarkan pandangan dan komposisi masyarakat; 

melengkapi (4) sikap responsive (responsive) terhadap pendapat dan 

kepentingan rakyat; dan (5) bertanggung jawab (accountable) terhadap 

warga Negara atas apa yang dilakukan; yang kemudian mebutuhkan (6) 

transparansi (transparency) serta (7) solidaritas ( i c 1 c i )  antal- 

warganegara dan orang-orang lain yang berjuang untuk demokrasi 

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yaitu 

demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan 

mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan 

pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal adalah bahwa beberapa nilai 

pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam ULID 

1 945'06. 

Demokrasi konstitusionil adalah gagasan bahwa pemerintah yang 

demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak 

dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganegaranya. 

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintali tersebut tercant~uii 

dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut "pemerintah beradasarkan 

konstitusi (constitutional government)". Constitutional government sama 

'06 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilrntl ...... Op. Cit., hlm. 5 1 



dengan limited government atau restrained government'07. 

c. Kedaulatan Rakyat dan Perwakilan 

Kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya sebagai~nana yang dicita- 

citakan oleh Rousseau dalam pemerintahan rakyat yang mutlak (demokrasi 

absolut) tidak mungkin ada. Bahkan dalam ''polis" atau "city state" yang 

dipakai sebagai contoh adanya demokrasi mutlak atau langsung, tidak juga 

semua lapisan masyarakat polis ikut serta memerintah dan mempunyai hak 

suara yang samalo8. 

Karena luasnya daerah dan banyaknya penduduk yang hidup dalam 

suatu negara, maka demokrasi secara langsung tidak munglun dilaksanakan 

lagi. Yang ada hanya demokrasi yang diwakilkan (representative 

democracy) atau demokrasi tidak lansung (indirect democracy), artinya 

rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tetapi 

melalui wakil-wakilnya dalam Badan Penvakilan Rakyat. Jadi rakyat 

mewakilkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di Badan Penvakilan 

Rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan. Dalam Negara-negara 

demokrasi moderen, penvakilan itu dilakukan menurut berbagai macam cara 

dan variasinya. Pada garis besarnya pembagian itu terdiri dari penvakilan 

dengan stelsel parlementer dan penvakilan dengan stelsel pemisahan 

kekuasaan. 

Cara bagaimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di Badan 

Penvakilan Rakyat adalah dengan pemilihan umum. Menurut Henry 

B.Mayo dalam Miriam Budiardjo bahwa sistim politik yang demokratis 

'07 Ibid, hlm. 52 
'08 Moh Kusnardi d kk, Pengantar Hukurn Tata ... .., Op.Cit, hlrn. 128 



adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh 

wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- 

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 

diselenggarakan dalarn suasana terjaminnya kebebasan politik'"''. 

Salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang 

demokratis dibawah Rule of Law ialah pemilihan umum yang bebas. Bahkan 

Universal Declaration of Human Rights menetapkan syarat pokok untuk 

pemilihan bebas dan kekuasaan pemerintah sebagai berikut : ltemauan 

rakyat adalah dasar keltuasaan penguasa; ltemauan itu diilyatakan dalam 

pemilihan berkala dan jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat 

umum dan berkesamaan; serta dengan pemungutan suara yang rahasia atau 

menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. 

Beberapa indikator adanya kehidupan politik demokratis dalam suatu 

negara mencakup hal-ha1 sebagai berikut : Legitimasi pemerintah didasarkan 

pada klaim bahwa pemerintah mewakili rakyat; pengaturan bagi yang 

mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi 

dilaksanakan melalui pemilu yang kompetitif; sebagian besar orang dewasa 

dapat ikut serta dalam pemilihan baik sebagai pemilih maupun sebagai yang 

dipilih untuk menduduki j abatan penying; penduduk memilih secara rahasia 

tanpa paksaan; masyarakat dan pemimpin menikmati hak dasar mereka. 

Pemilu pertanda dari kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, tanpa ada 

pemilihan umum suatu negara yang menyebutkan negaranya adalah negara 



demokrasi pastilah bukan negara demokrasi dalam arti yang sebenamya. 

Suatu negara yang menyelenggarakan pemilu belum tentu sepenuhnya dapat 

disebut sebagai suatu negara yang betul-betul dem~kratis"~, dan menurut 

maurice Duverger dimana ada pemilihan yang merdelta dan bebas disitulah 

adanya dem~krasi"~. Jadi, Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia 

bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga 

dem~krasi ."~ Dengan demikian Pemilu adalah penting karena berfungsi 

memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan 

dan legitimasi inilah yang dicari. 

Umurnnya anggota partai politik duduk di lembaga penvakilan melalui 

Pemilihan Umum, tetapi karena adanya kelompok fungsional dalain 

masyarakat yang dibutuhkan duduk di lembaga penvakilan maka dikenal 

cara pengangkatan atau penvalulan etnis atau daerah. Sehubungan dengan 

itu maka umumnya cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan 

lembaga penvakilan melalui pengangkatan biasanya disebut sistem 

pemilihan organis dan pemilihan yang biasa yang disebut sistem pemilihan 

mekanis. Pelaksanaan kedua sistem ini tidak sama di semua negara, karena 

biasanya disesuaikan dengan masing-masing negara. 

Sistem yang dipakai dalam pemilihan terdiri dari sistem pemilihan 

organis dan sistem pemililian mekanis. Menurut G.Y. Wolhoff dalam sistem 

pemilihan organis rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu 

yang hidup bersama-sama dalam beraneka wama persekutuan hidup seperti 

Genealogi (rumah tangga), tentorial (desa, kota, dan daerah), fungsional 

l o  Ibid. Hal. 17 1 
I "  Ibid. Hal. 172 
' I 2  Bintan R. Saragih, 1998, Lembaga Perwakilan ... .., Op. Cit., hlrn. 167 -1 68 



spesial (cabang industri), .lapisan-lapisan sosial (buruh, tani) dan lembaga 

sosial m a ~ ~ a r a k a t " ~ .  Masyarakat dipandang sebagai suatu organisasi yang 

terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudultan dan fungsi tertentu 

dalam totaliter organisasi, yaitu persekutuan-persekutuan hidup di atas, yang 

berfungsi sebagai pengendali hak pilih. 

Sedangkan dalam sistem pemilihan mekanis, menurut pola Wolhoff, 

rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu- 

individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing 

mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga 

perwakilan. Dalam sistem ini mekanismenya, partai-partai organisasi politik 

mengorganisir pemilih-pemilih dan disini partai-partai politiWorganisasi 

politik berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai, atau multi 

partai. Lembaga perwakilan rakyat yang terbentuk bersifat lembaga 

perwakilan kepentingan rakyat seluruhnya atau menghasilkan parlemen atau 

dalam lembaga perwakilan dengans atu kamar disebut Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR). Dalam praktek sistem pemilihan organis dapat 

dikombinasikan dengan sistem pemilihan mekanis seperti Indonesia ini'I4. 

Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan 2 (dua) sistem 

pemilihan umum, yaitu : Sistem distrik, sistem ini disebut juga sebagai 

sistem mayoritas atau single member constituency, yaitu suatu sistem 

pemilihan umum dimana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan 

suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen dibagi atas distrik-distrik 

I l 3  Ibid. Hal. 174 
' I 4  Ibid. Hal. 18 1 



pemilihan yang jumlahnya sarna dengan kursi yang tersedia di parlemen, 

dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari 

sekian calon untuk distrik tersebut. Dan Sistem Proporsional, sistem 

pemilihan ini disebut juga'sistem pemilihan multi member constituency atau 

sistem penvakilan berimbang. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem 

pemilihan umum dimana kursi yang tersedia di parlemen pusat untuk 

diperebutkan dalam suatu pemilihan umum, dibagikan kepada partai- 

partailgolongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai 

dengan timbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang 

bersangkutan. 

Tidak ditemukan pilah yang lebih demokratis selain pemilihan umum, 

walaupun pemilu itu belum jaminan demokrasi itu sendiri. Sedangkan 

dengan pemilihan umum saja rakyat sudah dibatasi dalam pilihannya. 

Umurnnya mereka memilih calon-calon yang tidak diajukan mereka sendiri. 

Organisasi partai menguasai bagian yang terbesar daripada seleksinya. 

Anggota partai politik duduk di lembaga penvakilan adalah dengan cara 

dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. 

Di negara-negara yang menganut faharn demokrasi, gagasan mengenai 

partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut 

menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya 

menentukan kebijaksanaan mum (public policy). Sedangkan di negara- 

negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elite 

politiknya bahwa rakyat perlu di bimbing dan dibina untuk mencapai 

stabilitas yang langgeng. Dan untuk mencapai tujuan-tujuan itu, partai 



politik merupakan alat yang baik. 

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan 

meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu 

diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik 

telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara 

rakyat di satu pihak dan pemerintah di fihak yang lain. Partai politik 

umurnnya dianggap sebagai manisfestasi dari suatu system politik yang 

sudah moderen atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. 

Secara umum dapat dikatan bahwa partai politik adalah suatu kelompok 

yang terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai 

dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh 

kekuasaan politik dan merebut kedudukan-kedudukan politik (biasanya) 

dengan cara konstitusionil, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 

mereka. Dengan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi 

politik, sarana rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik. Dan sistim 

kepartaian yaitu, sistim partai tunggal, sistim dwi partai dan sistim multi 

partai. 

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk 

partsisipasi politik. Partisispasi poltitik mencakup semua kegiatan sukarela 

melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin- 

pemimpin politik dan turut serta ---secara langsung atau tidak langsung--- 

dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup 

kegiatan memilih dalam pemilihan m u m ;  menjadi anggota partai politik; 

duduk dalam lembaga politik seperti dewan penvakilan rakyat atau 



mengadakan komunikasi politik dengan wakil-wakil rakyat. Seseorang 

dinamakan apatis secara politik jika ia tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut. 

Partai politik menurut Carl J. Friedrich : "sekelompok manusia yang 

terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan 

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan 

berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partai kemanfaatan 

yang bersifat idiil maupun materiil"ll5. Sedangkan menurut R.H.Soltau 

partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak 

terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan 

---dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih--- bertujuan 

menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. 

Dan menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari 

aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan 

pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan 

suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan 

yang berbeda. 

Umumnya anggota partai politik duduk di lembaga penvakilan melalui 

Pemilihan Umum, tetapi karena adanya kelompok fungsional dalam 

masyarakat yang dibutuhkan duduk di lembaga penvakilan maka dikenal 

cara pengangkatan atau penvakilan etnis atau daerah. Sehubungan dengan 

itu maka umumnya cara yang biasa dianut untuk mengisi keanggotaan 

lembaga penvalulan melalui pengangkatan biasanya disebut sistem 



pemilihan organis dan pemilihan yang biasa yang disebut sistem pemilihan 

mekanis. Pelaksanaan kedua sistem ini tidak sama di semua negara, karena 

biasanya disesuaikan dengan masing-masing negaral 1 6 .  

UUD 1945 dengan sengaj a membedakan antara lembaga penjelmaan 

rakyat dan lembaga penvakilan rakyat, dengan cara memberikan nama yang 

berbeda-beda. Lembaga ynag merupakan penjelmaan seluruh rakyat disebut 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (NIPR), sedangkan lembaga yang 

mewakili rakyat disebut Dewan Penvakilan Rakyat (DPR). 

d. Kedaulatan Rakyat dan Pembagian Kekuasaan 

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi berada ditangan 

rakyat, namun kedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya sebagaimana yang 

dicita-citakan oleh Rousseau dalam pemerintahan rakyat yang mutlak 

(demokrasi absolut) tidak mungkin ada. Karena luasnya daerah dan 

banyaknya penduduk yang hdup dalam suatu negara, maka demokrasi 

secara langsung tidak mungkin dilaksanakan lagi. Yang ada hanya 

demokrasi yang diwakilkan (representative democracy) atau demokrasi 

tidak lansung (indirect democracy), artinya rakyat tidak ikut secara langsung 

menentukan jalannya pemerintahan, tetapi melalui wakil-wakilnya dalam 

Badan Penvakilan Rakyat. Dalam negara-negara demokrasi moderen, 

penvakilan itu dilakukan menurut berbagai macam cara dan variasinya. 

Pada garis besarnya pembagian itu terdiri dari penvakilan dengan stelsel 

parlementer dan penvakilan dengan stelsel pemisahan kekuasaan. 

Sejarah Pembagian Kekuasaan dalam negara, diawali dengan munculnya 

""bid. Hal. 174 



diskusi mengenai negara hukum. Menurut F. Julis Stahl, seorang sarjana 

dari Jerman, sebuah negara akan disebut sebagai negara hukum apabila 

mengandung empat unsur, yaitu : 

1) .  Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (grondrechten). 

2). Adanya pembagian kekuasaan (scheiding van machten). 

3).  Pemerintah harulah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (wet 

matigheid van het bertuur). 

4). Adanya peradilan administrasi (administratief rechtspraak) ' ' '. 
Memang ada pemiluran para akhli yang secara ekstrim membenarkan 

sistim pemerintahan yang bersifat absolut atau terpusat yang datang dari : 

Machiavelli, Jean Bodin, Thommas Hobbes. Namun sebaliknya, seiring 

dengan itu perlawan terhadap kekuasaan yang mutlak dari raja secara 

konkret tetap berlangsung, antara lain datang dari pemikiran para akhli 

seperti : John Locke yang berpendapat kekuasaan raja hams dibatasi oleh 

suatu "leges fundamentalis" artinya pemerintahan tidak boleh dilakukan 

menurut kehendak raja saja, melainkan hams didasarkan pada hukum 

konstitusiH8. Montesquieu dan J.J Rousseau dari Perancis merupakan 

pelopor yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia pada masa revolusi 

Perancis 1789 sehingga ditetapkan dalarn "Declaration des Droits cle 

L 'homme et du Citoyen" oleh bbAssemblee Nationale" Perancis serta pada 

117 Donald A Rumokoy, Perkembangan Tipe Negara Hukum dun Peran Hukum Administrasi 
Negara Didalamnya, 2002. Yogyakarta: UII Press, hlm.7 

118 Donald A. Rumokoy, Perkembangan Tipe.. . . . ,bid.  ha1.6 
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tahun berikutnya dicantumkan kedalam ~onstitution"~. Masyarakat 

Inggris secara konkret melakukan perlawanan terhadap negara (Monarchi 

Absolutis) telah sejak lama yang terjelma dalam bentukan pertikaian yang 

terus menerus antara "King dan Parliament" sehingga melahirkan piagam- 

piagam yang isinya mengakui hak-hak asasi bangsa Inggris seperti Magna 

Charta 1215, Petition of Rights 1628, Habeas Corpus Act 1679 dan Bill of 

Rights 1689 

Harus dibedakan antara pemisahan kekuasaan dalarn arti materiil dan 

pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Yang dimaksudkannya dengan 

pemisahan kekuasaan dalam arti materiil adalah pemisahan kekuasaan 

dimana pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas- 

tugas kenegaraan dan memperlihatkan dengan jelas pemisahan kekuasaan 

antara tiga bagian, yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan 

yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formil 

adalah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan dengan tegas. 

Ismail Suny mengambil kesimpulan bahwa pemisahan kekuasaan dalam 

arti materiil itu sepantasnya disebut Pemisahan Kekuasaan (separation of 

powers) sedangkan yang'dalam arti formil sebaiknya disebut Pembagian 

Kekuasaan (division of power)'20. Cara pembagian kekuasaan yang sering 

dilakukan oleh negara-negara adalah : 

a). Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 

Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi 

' I 9  ~unt joro  Purbopranoto, Hak-hak Asasi Manusia dan Perancis, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1969), hlm. 18 

I20 C.S.T Kansil., Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1976), hlm.20 



pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif. 

b). Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkat 

pemerintahan. Atau disebut Carl J. Friedrich dengan istilah pembagian 

kekuasaan secara territorial (Territorial division opower).. 

Menurut John Locke, melalui bukunya "Two Treaties of Government" 

dengan teori yang mengatakan bahwa kekuasaan negara dibagi dalam tiga 

yaitu "kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif 

(pelaksana undang-undang) dan kekuasaan federatif melakukan hubungan 

diplomatik dengan negara-negara lain)". Pembagian kekuasaan menurut 

John Locke ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan (separation of 

power). Montesqieu, daiam teorinya telah melakukan pengembangan atas 

teori John Locke tersebut. Montesquieu juga berpendapat bahwa 

pembagian kekuasaan negara ditafsirkannya sebagai pemisa han kekuasaan 

(separation of power), artinya tiga kekuasaan tersebut masing-masing harus 

terpisah satu sama lain. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan 

dalam tiga cabang yaitu "kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan 

kekuasaan yudikatif', dan masing-masing kekuasaan tersebut tetap harus 

terpisah (separation ofpower) baik dari segi tugas (fungsi) maupun dari segi 

alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Tapi Montesquieu 

terutarna menekankan kebebasan badan yudikatif, untuk tujuan agar 

kemerdekaan individu dan hak azasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. 

Pembagian kekuasaan-kekuasaan itu ke dalam tiga pusat kekuasan oleh 

Emanuel Kant kemudian diberi nama Trias Politika [Tri = Tiga, As = poros 



(pusat); Politika = kekuasaan] atau tiga PusatPoros Kekuasaan Negara. 

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian keltuasaan 

menurut tingkat, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat 

pemerintahan atau dapat juga disebut pembagian keltuasaan secara 

territorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah 

negara-bagian dalam suatu negara federal. 

Persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari suatu negara 

sesungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan integrasi dari 

golongan-golongan yang berada di dalam suatu wilayah. Integrasi itu dapat 

diselenggarkan secara minial (dalam suatu konfederasi) atau dapat juga 

diselenggarakan secara maksimal (dalam suatu negara kesatuan). 

Adapun Negara Kesatuan, adalah bentuk negara dimana wewenang 

legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. 

Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pada pemerintah 

daerah. Penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi (Negara kesatuan dengan sistim 

desentralisasi) adalah merupakan kehendak dan kewenangan dari 

pemerintah pusat, namun pada tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di 

tangan pemerintah pusat. 

C.F.Strong akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ada dua ciri 

mutlak yang melekat pada 1Vegara kesatuan, yaitu : satu, adanya supremasi 

dari dewan penvakilan rakyat pusat dan dua, tidka adanya badan-badan 



lainnya yang berdaulat12'. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara 

ltesatuan itu, inerupakan bentuk negara dimana ikatan dan integrasi paling 

kokoh. 

B. Konsepsi KonstitusiIUUD 

1. Pengertian Konstitusi dan UUD 

a. Beberapa Istilah Konstitusi dan UUD 

Dalam sejarahnya, konstitusi atau ULJD dimaksudkan untuk menentukan 

batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya 

pemerintahan. Dengan demikian, pada prinsipnya tujuan konstitusi atau 

UUD adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, agar 

hak-hak rakyat sebagai yang diperintah terjamin, lalu melalui 

konstitusi/UUD dirumuskan pula pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat 

adalah rakyat. Perumusan pelaksanaan kekuasaan kedaulatan rakyat 

tersebut, dilakukan dengan cara pemencaran kekuasaan kepada masing- 

masing lembaga negara, dan menghindari kekuasaan yang terpusat hanya 

kepada satu lembaga saja. 

Konstitusi atau UUD dalam ilmu hukum masing-masing sering disebut 

dengan beberapa istilah, adakalanya antara keduanya difahami mengandung 

arti yang sama, namun adakalanya juga masing-masing dianggap berbeda. 

Menurut Wirjono dalam Dahlan ~haib'", istilah yang dikenal di Indonesia 

dengan sebutan konstitusi, berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang 

1 2 '  C.F. Strong, Modern Political Constitutions. (London: Sidwick and Jackson Ltd.,1963), hlm. 84 
122 Dahlan Thaib dkk, Teori dun Hukum ...., Loc.Cit., hlm. 7-8 



berarti "membentuk". sedangkan istilah Undang Undang Dasar berasal dari 

bahasa Belanda (Gronwet) yang berarti "undang undang dasar". Konstitusi, 

dalam bahasa Inggris disebut Constitution, dalam bahasa German disebut 

Verfasung dan dalam bahasa Latin disebut Constitutio (cume-statuere). 

Sedangkan Undang Undang Dasar disebut pula dalam bahasa German 

Grundgesetz. 

Menurut L.J.Van Apeldorn dan Herman ~ e l l e r ' ' ~  menganut faham 

yang membedakan secara jelas pengertian konstitusi dengan undang undang 

dasar. Menurut pandangan LJ Van Apeldorn, gronwet (undang undang 

dasar) adalah bagian tlrtulis dari konstitusi, sedangkan constitution 

(konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Pandangan Herman Heller pula membagi konstitusi dalam tiga pengertian 

yang berbeda : pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam 

masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pada tingkat pengertian ini, konstitusi 

belum mengandung pengertian hukum tapi masih mengandung pengertian 

politis dan sosiologis. Kedua, setelah dicari unsur-unsur hukum konstitusi 

tersebut yang hidup didalam masyarakat untuk dijadikan menjadi suatu 

kesatuan kaidah hukum, barulah konstitusi itu mengandung pengertian 

yuridis. Ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang- 

undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Dari pendapat 

Herman Heller ini, dapat disimpulkan bahwa : jika pengertian undang- 

undang dasar harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinya 

undang-undang dasar baru merupakan sebahagian dari pengertian konstitusi, 
- -  

12' Ibid, hlm. 9-10 



yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu, konstitusi tidak hanya 

bersifat yuridis semata-mata, tetapi mengandung pengertian logis dan 

politis. 

Menurut pandangan F. Lassalle konstitusi dibagi dalam dua pengertian : 

pertama, konstitusi dalam pengertian sosiologis atau politis (sosiologische 

atau politische begrip) yaitu sinthese factor-faktor kekuatan yang nyata 

(dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Yaitu menggambarkan 

hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, 

seperti kekuasaan raja, parlemen, pressure groups, partai poltik dan lain-lain, 

itulah sesungguhnya konsitusi. Kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis 

Ouridische begrip) yaitu naskah yang memuat semua bangunan negara dan 

sendi-sendi pemerintahan. Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata 

Lassalle menganut paham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung 

pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-Undang Dasar. Namun 

dalam pengertian yuridis Lassalle dipengaruhi oleh paham kodifikasi yang 

menyarnakan konstitusi dengan undang-undang dasar. 

Lain halnya dengan pandangan Oliver Cromwell, CF Strong, James 

Bryce dan Sri Soemantri, yang menganut faham menyamakan pengertian 

konstitusi dengan pengertian undang-undang dasar. Dimulai sejak Oliver 

Cromwell (Lord Protector Republik Inggris 1649-1660) yang 

menamakan undang-undang dasar sebagai instrument of government yaitu 

bahwa undang-undang dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah, 

disinilah timbul identifikasi pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. 



berada pqda pendapat faham yang membedakan antara UUD dan Konstitusi. 

Menurut Penjelasan UUD 1945, bahwa dilihat dari perbedaan pengertian 

antara UUD dan Konstitusi, klasifikasi sifat Konstitusi terdiri atas Konstitusi 

tertulis (disebut UUD) dan Konstitusi tidak tertulis (disebut Konstitusi 

dalam arti luas). Jika dilihat dari tingkat kesulitan untuk merubahnya, UUD 

tergolong atas UUD Fleksibel (yang gampang dirubah) dan UUD Rigid 

(yang sulit dirubah). Dan apabila ditinjau pula dari kedudukan dan 

otoritasnya, ULJD diklasifhikan atas ULTD yang derajatnya tinggi d m  

UUD yang derajatnya tidak tinggi. Menurut aliran Konstitusionalisme Carl 

J. Friedrich, disebutkan bahwa sebuah UUD hams berfungsi untuk 

membatasi kekuasaan pemerintah, agar penyelengaraan kekuasaan tidak 

dilaksanakan dengan sewenang-wenang, terutarna terhadap hak-hak rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan. Sedangkan menurut Sheperd L. Witman 

dan John J Wuest berpendapat bahwa fungsi terpenting konstitusi adalah 

menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi organisasi dan sikap tindak 

pemerintahan. Dan menurut K.C.Wheare: "..Its function is to regulate 

institution, to govern a government". 

Selanjutnya apabila pembentukan dan perubahan UUD hanya dapat 

dilaksanakan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang diberi otoritas khusus 

serta lembaga tersebut dibentuk khusus untuk melakukan pembentukan 

danlatau perubahan (amandemen) atas UUD tersebut, terutama apabila 

pelaksanaan tersebut dilakukan dengan partispasi seluruh rakyat, maka UUD 



dapat dikatagorikan sebagai supreme 

Menurut Miriam Budiardjo dan Sri Soemantri, muatan materi yang 

terkandung didalam Pasal-Pasal sebuah UUD adalah : tentang Organisasi 

Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif 

dan yudikatif -atau dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara 

pemerintah federal dan pemerintah negara bagian- ; prosedur menyelesaikan 

masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan 

sebagainya. Lalu tentang hak-hak azasi manusia (biasanya disebut Bill of 

Rights kalau berbentuk naskah tersendiri). Tentang prosedur mengubah 

UUD. Terakhir adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu 

dari UUD. Hal ini biasanya untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal 

yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau 

kembalinya suatu monarchi12'. 

D9samping memuat empat unsur tersebut diatas, ULTD juga sering 

memuat nilai-nilai philosophis yang berasal dari cita-cita rakyat dan azas- 

azas ideologi negara. Yaitu ungkapan yang mencerrninkan semangat dan 

spirit yang oleh penyusun UUD ini ingin diabadikan hingga mewarnai 

seluruh naskah UUD tersebut. Oleh karena itu, apa yang terrnuat didalam 

UUD mencernzinkan konsep-konsep dan dam pikiran dari masa di mana ia 

dilahirkan, dan merupakan hasil dari keadaan materil dan spiritual dari masa 

ia dibuat. Sehingga para penyusun UUD mengusahakan agar supaya 

ketentuan-ketentuan didalam UUD yang dibuatnya itu tidak lekas usang dan 

124 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar ... .., Op. Cjt., hlm. 105-1 07 

12' Zbid, hlrn. 101-102 



dapat mengikuti perkembangan jaman. 

Didasarkan pada fakta praktek ketatanegaraan, sering terjadi suatu ULTD 

yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, karena salah satu atau beberapa 

pasal didalamnya ternyata tidak dijalankan, atau oleh karena suatu 

Konstitusi yang berlaku tidak lebih hanya untuk kepentingan suatu golongan 

atau pribadi dari penguasa saja. Maka atas dasar itu, Karl Loewenstein 

memberikan penilaian terhadap ~ o n s t i t u s i ' ~ ~ ,  sebagai berikut : suatu 

Konstitusi disebut mempunyai nilai normatif adalah apabila Konstitusi telah 

diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka Konstitusi itu bukan saja 

berlaku dalam arti hukum (legal), tetapi juga merupakan suatu kenyataan 

(reality) dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Sehingga Konstitusi 

tersebut dilaksanakan secara murni dan konsekwen. Suatu Konstitusi 

disebut mempunyai nilai nominal adalah apabila Konstitusi itu menurut 

hukum memang berlaku, tetapi pada kenyataannya tidak dipraktekkan 

dengan sempurna. Seringkali suatu Konstitusi yang tertulis berbeda dari 

Konstitusi yang dipraktekkan, baik itu karena perobahan formil maupun 

karena perubahan karena kebiasaan ketatanegaraan (disebut konvensi). 

Suatu Konstitusi disebut mempunyai nilai semantic adalah apabila 

Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, padahal dalam kenyataannya 

hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk 

melaksanakan kekuasaan. politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis lah 

mengatur apa yang menjadi maksud essensiil dari suatu Konstitusi, demi 

126 Moh Kusnardi dkk, Pengantar Hukum ....., Op.Cit., hlm.72-74 



kepentingan pemegang kekuasaan. 

Ada juga pendapat yang menganggap konstitusi semata-mata hanya 

merupakan dokumen hukum yang isinya hanya berupa aturan-aturan hukum 

saja. Misalnya K.C.Wheare, tanpa menjelasltan apa yang sehamsnya 

menjadi materi muatan pokok dari suatu Kondtistusi (UUD), ia selanjutnya 

mengatakan pula bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk 

Konstitusi yang terbaik dan ideal adalah Konstitusi (UUD) itu hams 

sesingkat mungkin. Tujuannya untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan 

para pembentuk UUD dalam memilih mana yang penting dan hams 

dicanturnkan dalam Konstitusi dan mana yang tidak perlu, sehingga hasilnya 

akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun bagi 

mereka yang akan dilindungi oleh UUD tersebut12'. 

Selain ketiga muatan materi yang bersifat mendasar itu, UUD 

(konstitusi) suatu negara meliputi atau didahului oleh apa yang dinamakan 

pembukaan atau mukadimah atau preambul baru selanjutnya batang tubuh 

UUD tersebut. Menurut Sri Soemantri terdapat hubungan yang sangat erat 

antara pembukaan dan batang tubuh dalam suatu ULTD, sebab pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan landasan kehidupan 

bernegara suatu bangsa yang kemudian hams dijabarkan dalam batang tubuh 

UUD (konstitusi) tersebut. Oleh sebab itu, perubahan batang tubuh UUD 

akan merubah bentuk suatu Negara, sehingga dapat mengakibatkan antara 

pembukaan dan batang tubuh UUD tidak lagi singkron (matching)'28. 

Iz7 Ibid 
128 Baca Sri Soemantri M.., Bunga Rarnpai ....., Op.Cit., hlm. 74-83 



b. Ide Tentang Konstitusionalisme 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian 

konstituasionalisme adalah suatu faham mengenai pembatasan kekuasaan 

dan jaminan hak rakyat melalui konstitusilZ9. Sedangkan menurut Carl J. 

Friedrich, arti konstitusionalisme adalah "serangkaian altifitas yang diatur 

dan dilaksanakan demi kepentingan rakyat tetapi tunduk pada sederetan 

batasan yang berupaya untuk memastikan bahwa kekuasaan yang diperlukan 

bagi pengelolaan negara semacam itu tidak disalahgunakan oleh orang- 

orang yang diserahi tugas untuk melaksanakan pemerintahan (a set of 

activities organized and operated on behalf of the people but subject to 

aseries of restrains which attempt to ensure that the power which is needed 

for such governance is not abused by those who are called upon to do the 

governing)"'30. 

Lain halnya dengan McIlwain dalam Adnan ~ u ~ u n ~ ' ~ '  berpendapat 

bahwa terdapat dua unsur fimdamental dari faham konstitusionlisme, yaitu 

batas-batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan 

pertanggung jawaban politim sepenuhnya dari pemerintah kepada yang 

diperintah. Selanjutnya mengutip Soetandyo Wignjosoebroto dalam 

Ellydar Chaidir yang menyatakan bahwa ide konstitusionalisme 

sebagaimana bertumbuh-kembang di bumi aslinya Eropa Barat mengandung 

'29 ~ i m  Penyusunan Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlrn 52 1 

130 Baca Ellydar Chaidir, Studi Mandiri Teori Konstitusi (Sebuah Realitias dan Kritik), Me1 2005, 
Program Doktor Ulmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 10 

"' Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio-Legal 
atas Konstituante 1956-1959,22001, Cetakan Kedua Pustaka Utama Grafitti, Jakarta.hlm. 1 



dua esensi, yaitu : esensi pertama, tentang konsep negara hukum --atau 

dinegeri-negeri yang terpengaruhi oleh sistem hukum Anglo Saxon disebut 

the rule of law-- yang menyatakan bahwa kewibawaan hukum secara 

universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum 

altan mengontrol politik (dan tidak sebaliknya). Esensi kedun, tentang 

konsep hak-hak sipil warganegara yang menyatakan bahwa kebebasan 

warganegara dijamin oleh konstitusi, kekuasaan negara pun akan dibatasi 

oleh konstitusi serta kekuasaan itu pun hanya mungkin memperoleh 

legitimasinya dari konstitusi ~ a j a ' ~ ~ .  

Ide tentang konstitusionalisme merupakan pemikiran yang telah lama 

berkembang. Misi utama pemikiran ini menghendaki adanya pembatasan 

kekuasaan, pembatasan tersebut terutamanya hams dilakukan melalui 

hukum atau yang lebih sepesifik lagi melalui konstitusi. Jadi persoalan 

utama dari konstitusionalisme adalah kenyataan vahwa hukum itu dibuat 

dan dilaksanakan oleh pemerintah (penguasa), jadi bagaimana pemerintah 

dalam menjalankan kekuasaanya dapat beritikad baik untuk mentaati 

hukum. Kendati ide tentang konstitusionalisme berasal dari dunia barat, 

namun dalam perkembangannya ide ini dapat diterima dan dipakai hampir 

oleh semua negara yang ada di dunia. Bahkan dapat dikatakan ide 

ltonstitusionalismelah satu diatara sedikit ide dunia barat yang dapat secara 

tulus diterima di kawasan Asia, Afnka atau kawasan no-barat lainnya, 

tennasuk Indonesia. 

13' Ellydar Chaidir, Op.Cit, hlm. 12-13 



Terdapat sembilan langkah-langkah menuju kepada Pemerintahan yang 

Konstitusional, yaitu dengan cara : (1) memperluas partisipasi politik; (2) 

memberi kekuasaan legislative kepada wakil-wakil rakyat; (3) menolak 

pemerintahan otoriter; (4) tekad untuk memelihara kemerdekaan keluar; (5) 

teltad untuk menjamin kebebasan ke dalam; (6) tekad untuk menjamin asas- 

asas universal pemerintahan yang baik; (7) membentuk sistem multi partai; 

(8) menetapkan pertanggung jawaban pemerintah kepada wakil rakayt; dan 

(9) pengakuan terhadap asas pemilihan b e b a ~ ) ' ~ ~ .  Dalam suatu negara yang 

menganut faham konstitusionalisme, maka selaras dengan itu dalam 

pelaksanaan sistem pemerintahan dianut pula sistem demokrasi yang 

bersifat konstitusionil. Demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa 

pemerintahan yang demokratis tertbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan 

bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. 

c. Perubahan KonstitusiIUUD 

Menurut Sri Soemantri terdapat hubungan yang sangat erat antara 

pembukaan dan batang tubuh dalam suatu UCID, sebab pokok-pokok 

pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan landasan kehidupan 

bemegara suatu bangsa yang kemudian harus dijabarkan dalam batang tubuh 

UUD (konstitusi) tersebut. Oleh sebab itu, perubahan batang tubuh UUD 

akan merubah bentuk suatu Negara, sehingga dapat mengakibatkan antara 

pembukaan dan batang tubuh ULrD tidak lagi singkron ( rna t~h ing) '~~ .  

'33 Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusiona ... .., Op. Cit., hlm. 16 

'34 Baca, Sri Soemantri M, Bunga Rampai ... ..,Lot. Cit 



amandement berarti "a change for the better; a correction of error foults, 

etc.; a revision or addition proporsed or made in a bill, law, constitution, 

e t ~ ' ~ ~ .  Sedangkan yang dimaksud dengan amandemen, menurut UUD 1945, 

adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 37, yaitu mengubah pasal yang 

terdapat dalam batang tubuh UUD 1945. Kesimpulannya, kata perubahan 

dan kata amandemen mempunyai arti yang sama. 

Dilihat dari tingkat kesulitan untuk merubahnya, UUD digolongkan 

kepada UUD Fleksibel (yang gampang dirubah) dan UUD Rigid (yang sulit 

dirubah). apabila pembentukan dan perubahan UUD hanya dapat 

dilaksanakan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang kekuasaannya lebih 

tinggi dari parlemen, yang diberi otoritas khusus dan dibentuk khusus untuk 

melakukan pembentukan ddatau  perubahanlamandemen atas UUD 

(pouvoir constituant). Terlebih lagi jika pelaksanaannya hams dilakukan 

dengan partispasi seluruh rakyat, maka UUD tersebut dapat disebut sebagai 

supreme law dan masuk dalam katagori UCJD yang kaku (Rigid). Sedangkan 

UUD yang fleksibel adalah ULJD yang cara merubahnya tidak memerlukan 

prosedu yang rumit, dapat dilakukan secara gampangan sama seperti 

undang-undang biasa atau aturan-aturan lainnya. Terkait dengan ini, perlu 

diketahui bahwa jauh lebih banyak ULJD yang bersifat rigid daripada UUD 

yang bersifat fleksibel yang dipakai di negara-negara yang ada dunia, 

contohnya : Perancis, Itali, Amerika Serikat dm Kanada. 

Lalu mengapa dilakukan perubahan terhadap UUD ? Biasanya adalah 

135 Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945.. . .... Op.Cit., hlm. 13 



karena ULTD tersebut sudah tidak memadai lagi, artinya aturan-aturan yang 

dimuat didalamnya, oleh karena kemajuan jaman sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan masyarakat yang menjadi objek ULTD itu. Atau .ketidak- 

sempurnaan UUD tersebut telah dimanfaatkan oleh penguasa untuk 

kepentingan diri atau kelompoknya. Last but not least, karena ada kemauan 

politik (Political will) dari yang berkuasa, atau bahkan seperti amandemen 

UUD 1945 karena adanya dorongan kehendak sebagian besar rakyat (people 

power). Namun, pada waktu yang bersamaan banyak juga pihak-pihak yang 

berupaya untuk tetap mempertahankan UUD, biasanya dilakukan dengan 

jalan mempersulit perubahannya, yang menurut K.C.Wheare bertujuan agar 

: perubahan Konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak 

secara serLpangan; rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pandangannya sebelurn perubahan dilakukan; hak-hak perseorangan atau 

kelompok (seperti minoritas agama, minoritas budaya dan minoritas bahasa) 

mendapat jaminan perlindungan'36. 

Pada dasarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk merubah suatu 

ULTD, tergantung bagaimana bunyi pasal perobahan didalam UUD itu 

sendiri. Misalnya sesuai dengan klasifikasi UUD, rigid dan fleksibel, UUD 

fleksibel dapat dengan gampang dirobah, sehingga K.C.Wheare 

mengatakan perobahannya cukup dengan "the ordinary legislative process" 

seperti New zealand'". Sedangkan untuk UUD yang tergolong rigid, 

menurut Sri Soemantri yang berpedoman pada pendapat C.F.Strong, maka 

'36 Dahlan Thaib dkk, Teori dun Hukum ....., Op.Cit., hlm. 80-81 
137 Moh Kusnardi dkk, Pengantar Huku ... ., Op.Cit., hlm. 84-85 



seperti New zealandi3'. Sedangkan untuk UUD yang tergolong rijid, 

menurut Sri Soemantri yang berpedoman pada pendapat C.F.Strong, maka 

cara perobahannya cukup rumit, sebagai berikut : dilakukan oleh legislatif 

tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu; dilakukan oleh rakyat 

melalui referendum; dilakukan oleh sejumlah Negara -untuk bentuk Negara 

serikat-; perubahan dalam praktek akibat kebiasaan ltetatanegaraan 

(konvensi)I3 '. 

Berpedoman kepada pendapat Parejohn dkk dan pendapat 

~ e v i n ~ s o n ' ~ ~ ,  dikemukakan bahwa : 

1). Menurut Farejohn dkk terdapat tiga tindak amandemen yaitu : (1) through 

shifting meanings of words, (2) bj? menns of chnnges hackgrouizti 

assumptions, dan (3) by menas of changes in condition of application 

(Ferejohn, et al, 2001:33). Ketiga tindak ini menurut Abdulkadir Besar, 

bersifat instrumental, tidak merubah konsep atau tujuan yang terkandung 

didalam suatu teks dari KonstitusiAJUD. 

2). Sedangkan menurut Levingson ada dua tindak amandemen, yaitu : ( 1 )  

formal addition to, dan (2) substrction from, constituitional text (Levingson, 

1995: 13-36). Maksudnya, tindak amandemen adalah tindak yang menghapus 

satu bagian dari keseluruhan teks yaitu berupa kata, atau ungkapan, yang 

sifatnya aggregatif (bukan yang bersifat konstitutif) sehingga meskipun ada 

yang dihapus, tidak merubah seluruhan makna yang terkandung dalam teks, 

13' Moh Kusnardi dkk, Pengantar Huku ... ., Op. Cit., hlm. 84-85 
13' Ibid 
13' Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945 ...., Op.Cit.,hlm 71 



melainkan seltedar memodifiltasi. 

Dari kedua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun 

yang mengemukakan tindak-amandemen yang bersifat mengganti 

(substituting), karena mengganti kata, ungkapan, atau teks pasal, niscaya 

berdampak tergantinya konsep atau tujuan yang terkandung di dalam teks 

yang diganti. Apabila tergantinya suatu pasal oleh pasal yang sama sekali 

beda dari pasal yang diganti, maka ha1 itu merupakan bagian dari pembuatan 

Konstitusi/UUD baru. 

2. Klasifikasi UUD 1945 (Asli) 

Dari dua faham yang berbeda, yaitu antara yang membedakan dan yang 

menyarnakan Konstitusi dan UUD, menurut Penjelasannya, UUD 1945 berada 

pada pendapat faham yang membedakan antara UUD dan Konstitusi. Menurut 

Penjelasan ULTD 1945, bahwa dilihat dari perbedaan pengertian antara UUD 

dan Konstitusi, klasifikasi sifat Konstitusi terdiri atas Konstitusi tertulis (disebut 

UUD) dan Konstitusi tidak tertulis (disebut Konstitusi dalam arti luas). Dengan 

demikian UUD 1945 hanyalah sebahagian dari hukum dasar Negara Indonesia, 

yaitu sebagai hukum dasar yang bentuknya tertulis. Disamping UUD 1945 

berlaku juga hukurn dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang 

timbul dan terpelihara falam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak 

ditulis. 

UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (I) Pembukaan; (11) 

Batang Tubuh; serta (111) Penjelasan, yang merupakan hukum dasar tertulis 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah dimuat dalaiii Berita Negasa 



Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946.'~' UUD 1945 bersifat 

singkat dan supel, dikatakan singkat karena hanya terdiri dari 16 BAB dan 37 

Pasal ditambah 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan dengan 

51 butir ketentuan (ayat). Aturan-aturan ini hanya bersifat dasar (pokok) saja 

dan merupakan garis-garis besar intruksi pemerintah dalam penyelenggaraan 

negara. Sedangkan aturan-aturan mengenai penyelenggaraan aturan pokok, 

diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah membuat, merubah dan 

mencabutnya. UUD 1945 juga bersifat supel, karena bentuk aturannya yang 

singkat namun tetap mengikat. Sifat lentur (elastis) ini mencegah agar UUD 

1945 tidak lekas ketinggalan jaman dan tidak lekas pula usang (verounderd). 

Dapat dikatakan UUD merupakan UUD yang paling singkat diantara UUD 

negara-negara lain di dunia. 

UUD 1945 berfungsi sebagai norma hukum tertinggi yaitu sebagai alat 

untuk mengontrol norma-norma hukum yang kedudukannya lebih rendah, 

apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan ULTD. Lalu UUD 

1945 sebagai hukum dasar adalah aturan yang mengikat setiap lembaga Negara, 

setiap lembaga masyarakat dan juga mengikat setiap warganegara Indonesia, 

sehingga berfungsi memberi pembatasan atas kekuasaan negara serta berhngsi 

pula sebagai alat untuk melindungi hak-hak warganegara. 

Jika dicermati UUD 1945 memuat : (Pembukaan), yang terdiri dari 4 alinea 

berisi pokok-pokok pikiran tentang bentuk negara yaitu Negara Kesatuan 

(faham unitarismus), tujuan negara yaitu mewujudkan keadilan social bagi 

I 4 O  SZS Pangeran Alhaj, Buku Muteri Pokolc ... ..,Op.Cir., hlrn.68 
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seluruh rakyat, sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat dan 

permusyawaratan penvakilan serta Dasar Negara Pancasila. (Batang Tubuh), 

yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal ditambah 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 

Pasal Aturan Tambahan serta 51 subdiktum (ayat) berisi tentang Sistem 

Pemerintahan Negara --yaitu proses pembentukan,kedudukan, tugas, fungsi dan 

ltewenangan lembaga lembaga negara-- saling hubungan antara lembaga 

lembaga Negara, hubungan Negara dengan warganegara serta tujuh kunci 

pokok mengenai prinsip-prinsip Pemerintahan Negara. (Penjeln,~nn), terdiri dari 

4 bagian penjelasan umum, yaitu mengenai UUD sebagai sebagian hukum 

dasar, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan dalam 

pasal-pasalnya, UUD bersifat singkat dan supel, Sistem Pemerintahan Negara, 

dan bagian penjelasan tentang.buny1 pasal per pasal. 

Menurut Sri Soemantri M'~', selain ketiga muatan materi yang bersifat 

mendasar itu, UUD (konstitusi) suatu Negara meliputi atau didahului oleh apa 

yang dinamakan Pembukaan atau mukadimah atau preamble baru selanjutnya 

batang tubuh UUD tersebut. Dengan demikian menurut penulis, terdapat 

hubungan yang sangat erat antara pembukaan dan batang tubuh dalam suatu 

UUD. Didasarkan pada pendapat Abdulkadir ~ e s a r ' ~ ~  yang mengatakan 

bahwa Pembukaan suatu UUD adalah bagian inherent dari ULTD; bagian yang 

tak terpisahkan dari dan sekaligus yang memberi kualitas pada UUD; ia 

bennuatan apriori hukwn yang secara imperative menentukan karakter dari-dan 

sekaligus memberi watak normative kepada ketentuan-hukum yang dituangkan 

14' Sri Soemantri, Bunga Rampai . . ., Op Cit., hlm.75-76 
'42 Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945 . . . . 0p.Cit. hlm.41 



dalam pasal-pasal UUD itu. 

UUD 1945 menwut Ketetapan MPR No. VlMPW1937 dan No. 

IX/MPW1978 terdiri atas : Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Dengan 

dasar itulah dapat dikatakan bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan yang 

saling terkait satu sama lain, meskipun masing-masing mempunyai bentuk yang 

berbeda dan fungsi sendiri-sendiri. Bukan hanya itu, nilai-nilai yang terkandung 

dalam pembukaan UUD 1945, sesungguhnya adalah transfonnasi dan Pancasila 

dengan empat pokok pikirannya dan Teks Proklamasi sebagai tujuan Negara 

yang hendak dicapai. Untuk selanjutnya pokok-pokok pikiran dan tujuan 

kemerdekaan tersebut diwujudkan kedalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 

1945. penvujudan tersebut dalam bentuk aturan pokok sebagai garis-garis besar 

instruksi kepada Pemerintah dan semua penyelenggara Negara dalam 

melakukan tugasnya. Sedangkan Penjelasan, sebagai bagian dari UUD 1945, 

berfungsi untuk memberi keterangan yang mampu menjelaskan pengertian 

Pembukaan dan Batang . Tubuh UUD 1945 tentang bagaimana 

mempraktekkannya atau bagaiman suasana kebatinannya (gelistlichen 

hitergrund) sehingga kita dapat mengerti apa maksudnya atau aliran-aliran 

pikiran apa yang menjadi dasar UUD tersebut. 



BAB I11 

PENJABARAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 

A. Periode 1945-1998 

1. Sejarah Keterlibatan Unsur Rakyat dalam Pembentukan UUD 1945 

Proses pembentultan nasltah UUD 1945 dilakultan dalam tiga tahap, yaitu 

tahap persiapan, tahap pembahasan dan tahap penetapan'43. 

Pada tahap persiapan ini, dimulai dengan dibentuknya sebuah lembaga 

yang bertugas untuk menyelidiki dan mempersiapkan segala yang berhubungan 

dengan kemerdekaan, yaitu pada 29 April 1945. Lembaga tersebut dinamakan 

Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau 

disingkat BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zunbi Choosokai. 

BPUPKI terdiri dari 3 orang unsur ketua (yaitu dr.KRT Radjiman 

Wedyodinongrat sebagai Ketua dan RP Soetopo sebagai Ketua Muda), dengan 

60 anggota (54 orang Indonesia yang berasal dari Jawa, Sumatera, Maluku dan 

Sulawesi; 4 orang keturunan Cina; 1 orang keturunan Eropa dan 1 orang 

lceturunan Arab) ditambah anggota istimewa 7 orang Jepang. 

Pada permulaan Sidang Pertama 29 Mei 1945 Ketua BPUPKI meminta para 

anggota mengemukakan rumusan dasar Indonesia Merdeka. Untuk memenuhi 

permintaan Ketua Sidang itulah Muhammad Yamin sebagai anggota 

143 Di rangkum oleh penulis dari C.S.T. Kansil dkk., Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945- 
2000, 2001, Cetakan Pertarna, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, him.6-11; Marsono, Susunan Dalam Satu 
Naskah UUD 1945 Dengnn Perubahan-Perubnhannya 1999-2002, 2003. CV Eko Jaya, Jakarta, hlm.1-14 
dan SZS Pangeran Alhaj, Buku Materi Pokok Pendidilcan Pancasila, 1984, Cetakan Pertama Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka, Jakarta, hlm.68-79 



menyerahkan Usulan Rancangan Naskah Undang Undang Dasar secara tertulis. 

Selanjutnya dalam sidang pertama tersebut ditetapkan pula pembentukan Panitia 

8 untuk melakukan tugas inventarisasi usulan-usulan hasil sidang. 

Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 8 melakukan pertemuan dengan 38 orang 

dari 67 orang anggota BPUPKI untuk bermusyawarah mencari titik temu antara 

golongan kebangsaan dan golongan Islam. Dalam pertemuan tersebut dibentuk 

pula Panitia 9, Panitia 9 inilah yang akhirnya berhasil mencapai titik temu yang 

menghasilkan persetujuan modus vivendi (kesepakatan luhur) dalam bentuk 

kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaaan. Persetujuan 

tersebut dinamakan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dan dijadikan sebagai 

rancangan pembukaan hukurn dasar (rancangan prearnbul hultum dasar). 

Pada tahap pembahasan, yaitu pada 10 hingga 16 Juli 1945 BPUPKI 

melaksanakan sidang kedua. Pada hari pertama, Ir. Soekarno sebagai ketua 

panitia 9 melaporkan hasil kerja ke hadapan sidang BPUPKI yang dihadiri oleh 

38 orang anggota. Dalam laporan tersebut disampaikan konsep Piagam Jakarta 

untuk dijadikan sebagai konsep Pembukaan UUD, dan selanjutnya kepada 

seluruh anggota diberi kesempatan menyamp aikan pandangan-pandangann ya 

mengenai konsep Pembukaan ULTD tersebut. Sidang ini ditutup dengan 

pembentukan 3 panitia, salah satunya adalah Panitia Perancang UUD. 

Berikutnya pada tanggal 14 Juli 1945, disaat sidang hari kelima, dibicarakan 

Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka, Rancangan Pembultaan UUD serta 

Rancangan Batang Tubuh ULTD. Setelah melewati perdebatan pada siang ini, 

naskah Pernyataan Indonesia Merdeka dan Naskah Pembukaan UUD diterima 



secara bulat. Keesokan harinya tanggal 15 Juli 1945 pada sidang hari keenam 

dibicarakan tentang dasar, falsafah dan sistem yang altan dipakai untuk 

menyusun Rancangan UUD. Pembahasan sidang berkisar tentang dasar yang 

akan dipakai yaitu asas kekeluargaan, bukan individualisme atau liberalisme, 

namun hams ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak warganegara. 

Akhirnya, setelah melewati perdebatan selama dua hari, pada sidang hari 

terakhir tanggal 16 Juli 1,945, setelah dilakukan perubahan disana-sin1 

rancangan undang-undang dasar diterima secara bulat, dan diputuskan pula 

usulan untuk membentuk sutau badan barn yaitu Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang jangkauannya lebih luas dari BPUPKI. 

Demiluan BPUPKI telah melampaui apa yang ditugaskan oleh Pemerintah 

Militer Jepang kepadanya. Bahwa BPUPKI bukan hanya seltedar menyelidilti 

persiapan kemerdekaan Indonesia melainkan juga mampu menentukan bentuk 

dan dasar Negara beserta rancangan undang-undang dasar Negara Indonesia. 

Sebelum akhirnya, BPUPKI pun dibubarkan karena tugasnya telah selesai. 

Pada tahap Penetapan, diawali dengan penyampaian usulan oleh BPLPKI 

untuk pembentukan suatu barn yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) kepada Pemerintah Bala Tentara Jepang, sesuai dengan hasil keputusan 

sidang BPUPKI pada hari terakhir. Maka, pada 7 Agustus 1945 dibentuklah 

PPKI. Ir. Soekarno dan Drs.Moh.Hattaditunjuk sebagai Ketua dan Wakil, 

dengan 2 1 orang anggota. Selanjutnya pada saat pertemuan antara KetualWakil 

PPKI dan mantan Ketua BPUPKI dengan Panglima Besar Tentara Jepang 

Daerah Selatan, pada 9 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauchi mengataka 



bahwa pemerintah Jepang telah menyetujui kemerdekaan Indonesia, terserah 

ltepada PPKI untuk menentukan kapan ltemerdekaan tersebut altan diumumkan. 

Namun kekalahan Jepang atas Tentara Sekutu, menyebabkan pemerintah 

Jepang-atas desakan sekutu-mengeluarkan perintah yang melarang 

pengumuman kemerdekaan Indonesia. Walaupun dilarang, pada tanggal 16 

Agustus 1945 Teks Proklamasi tetap dimmuskan. Setelah Teks Proklamasi 

tersebut disetujui oleh anggota PPICI, selanjutnya ditanda-tangani ole11 

1r.Soekamo dan Drs.Moh.Hatta atas nama Bangsa Indonesia, pada dini hari 

tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya jam 10.00 waktu setempat, Telts Proltlamasi 

didahului oleh suatu pidato singkat. Dengan dibacakannya Teks Proklamasi, 

maka sejarah Indonesia saat ini, adalah sejarah dari suatu bangsa yang Merdelta 

dan bernegara, sejarah Bangsa Indonesia menyusun pemerintahannya. 

Setelah Kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, secepatnya UUD 

l~arus ditetapkan, sebab dasar-dasar pemerintahan suatu Negara pada umumnya 

terletak dalam Undang-Undang Dasar dari Bangsa yang bersangkutan. Pada 18 

Agustus 1945 PPKI pun bersidang untuk membahas UUD dan memilih 

Presiden serta Wakil Presiden. Pembahasan dalam sidang PPKI ini telah 

mengubah secara mendasar Naskah Pembukaan UUD yang telah ditetapkan 

dalam sidang BPUPKI 14 Juli 1945 dan juga Naskah UUD yang telah 

ditetapkan dalam sidang BPUPKI 16 Juli 1945. yaitu perubahan sila pertamam 

Piagam Jakarta dengan cara menghilangkan "tujuh kata" dibelakang kata 

"Ketuhanan", dan ketujuh kata yang dihilangkan tersebut diganti dengan kata- 

ltata "Yang Maha Esa". Dan pembahan naskah UUD Pasal 6 ayat (1) dengan 



cara menghilangkan kata-kata "beragama Islam" bagi Presiden. Sidang PPKI ini 

telah pula menetapkan tiga keputusan yaitu: pertama, penetapan Piagam Jalcarta 

yang telah dirubah sebagai Naskah Pembukaan UCJD, kedua, penetapan Naskah 

UUD yang telah dirubah menjadi Batang Tubuh UUD dan selanjutnya ketigu, 

mengundangkan Naskah Pembukaan UUD dan Naskah Batang Tubuh UUD 

yang telah ditetapkan tersebut menjadi UUD Republik Indonesia dan dinamakan 

Undang-Undang Dasar 1945 atau disingkat UUD 1945. 

2. Pasang Surut Pelaksanaan UUD 1945 Ditinjau dari Kedaulatan Rakyat 

Shang Yang berpendapat "Kekuasaan dan rakyat adalah dua kutub yang 

saling tank-menarik, kekuasaan akan kuat apabila rakyat dilemahkan. Dan 

sebalilcnya, apabila rakyat yang lcuat dan kaya maka kekuasaan pula yang akan 

l e m a ~ ' ~ ~ .  Pendapat yang senada diucapkan oleh Lord Acton seorang ahli 

sejarah Inggris dalam dalil yang berbunyi "Power tends to corrupt, but 

absolutely power corrupts absolutely" (manusia yang mempunyai kekuasaa 

cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai 

lcekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya)'45. 

Pendapat-pendapat ini, seolah-olah tergambar juga dalam sejarah gerak 

pelaksanaan Kedaulatan Rakyat sebagai Cita Hukum dan juga sebagai bagian 

yang tercantum dalam UUD 1945 oleh pemerintahan selama ini, yang menurut 

catatan mengalami pasang-surut dan tolak-tank hampir tak berhenti. Padahal 

menurut UUD 1945 yang disebutkan secara eksplisit didalam naskah tersebut, 

'44 CST Kansil & Christine ST Kansil, Ilmu Negarn (Umum clan Intlorzesia), 2001, Cetakai~ 
Pertama PT.Pradnya Pararnita, Jakarta. Hlm. 54 

14' Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Oktober 1992, Cetakan Keempatbelas, 
PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm.52 



Indonesia menganut dua prinsip, yaitu : sebagai Negara Hukum (rechtstaat) dan 

sistem konstitusi (menganut paham konstitu~ionalisme)'~~. 

Karena Indonesia menganut faharn konstitusionlisme, maka seharusnya 

UUD 1945 dimaksudkan sebagai alat untuk mengontrol penguasa agar tidak 

sewenang-wenang kepada rakyat, yang memegang kedaulatan tertinggi. 

Pada masa pemerintahan transisi, pemerintahan Orde Lama, pemerintahan 

Orde Baru, bahkan pemerintahan masa reformasi, kekuasaan dijalankan dengan 

cara yang menyimpang dari esensi Kedaulatan Rakyat. Pada masa 

pemerintahan transisi (periode 1945-1949), untuk kepentingan penguasa 

kolonial Belanda penyimpangan yang sangat prinsip terjadi ketika sistem 

Kabinet Presidential dirubah menjadi Kabinet Parlementer. Akibat perubahan 

sistem ini, terjadi instabilitas politik dan pemerintahan yang menimbulkan 

ltesengsaraan bagi rakyat. 

Pada masa Orla (periode 1959-1 965) pembentukan Lembaga-Lembaga 

IVegara belum sesuai dengan ketentuan ULTD 1945. Tidak hanya itu, lembaga- 

lembaga tersebut juga difungsikan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945. 

Misalnya, Presiden sebagai pemegang ltelcuasaan eksekutif dm juga pemegailg 

ltekuasaan legislatif, telah menggunakan kekuasaannya dengan cara 

menyimpang dari UUD 1 945 

Yaitu dengan cara mengeluarkan produk-produk legislatif, yang seharusnya 

berbentuk UU namun dikeluarkan dalam bentuk Penetapan Presiden bahkan 

tanpa persetujuan DPR. Lalu, Sukarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, 

penyusunan APBN dilaltukan tanpa persetujuan DPR, bahkan terakhir Presiden 
~ - 

14' Ibid, hlm.5 1 
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membubarkan DPR. 

Penyimpangan-penyimpangan ini telah menyebabkan tidak berjalannya 

sistem sesuai dengan yang ditetapkan dalam UUD 1945, sehingga keadaan 

politik dan keamanan semakin memburuk, kemerosotan dibidang ekonomi, serta 

puncaknya adalah terjadinya pemberontakan G-30-S PKI yang menyebakan 

nyawa rakyat menjadi korban. 

Pada masa Orba pimpinan Suharto sebagai simbol keluasaan otoriter, telah 

berkuasa dengan langgeng selama 32 tahun (6 kali pemilu). Upaya 

melanggengkan kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara memperalat sisi 

lemah UCJD745 sebagai Konstitusi Negara untuk menyanggah dan melegitimasi 

kekuasaan. Misalnya, memberi tafsir atas Pasal 2 ayat (1) dengan cara 

melaksanakan pengangkatan anggota MPR (utusan daerah dan utusan golongan) 

dari kalangan militer dan kroni dilingkaran terdekatnya. Pasal 7 pula ditafsirkan 

dengan cara menjadikan Suharto sebagai presiden yang dipilih berulang kali 

yaitu selama 6 (enam) kali. 

Rejim Orba melakukan sakralisasi UUD'45 yang dibungkus dengan ikrar 

"teltad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen" dengan 

cara menetapkan payung hukurn : TAP No. 1lMPRl1983 dan TAP No. 

IVlMPRl1983 sebagi alat proteksi. Sakralisasi UUD 1945 ini lebih merupakan 

upaya memperalat sisi lemah UUD'45 guna mempertahanltan keltuasaan 

otoriter (status quo) daripada untuk tujuan kesejahteraan rakyat, sehingga UUD 

1945 pun menjadi konstitusi yang rigid karena hampir setengah abad lebih tidalt 

mengalami evaluasi atau perbaikan. 



Seterusnya kondisi ini berlangsung sampai 32 tahun (hinga 6 kali pemilu). 

Rintihan nurani rakyat dalam menuntut keadilan yang demikian panjang, pada 

May 1998 yang dimotori oleh gerakan mahasiswa mengkristal menjadi kekuatan 

reformasi rakyat (people power) yang berkemampuan menumbangkan rejim 

tersebut. 

Spirit Kedaulatan Rakyat kembali bergema, kekuatan reformasi rakyat ini 

pula yang telah memberi amanah untuk melakukan amandemen UUD745 

sebagai salah satu dari enam agenda reformasi. Amandemen dilakukan dengan 

empat tahap terhitung sejak 1999, 2000, 2001 hingga 2002 yang secara 

signifikan telah merubah materi UUD745 yang semula 37 Pasal menjadi 73 

Pasal. Agar terlihat lebih jelas perbandingan tentang bagaimana tolak-tarik 

antara kekuasaan dan UCTD 1945 ditinjau dari kepentingan rakyat, pernah terjadi 

selama ini, penulis mencoba meringkasnya dalam sebuah tabel berikut dibawah 

ini. 



Tabel 1 
Tolak Tarik Antara Kekuasaan Dengan UUD 1945 

Di 
Masa Orde Lama 

1945.1 966 
A. Presiden : Soekarno 

1. Tipe pemimpin : 
Sipil-kharismatik- 
otoriter 

2. Penyimpangan : 
a. Lembaga 

negara dibentuk 
dengan cara 
yang tidak 
sesuai dengan 
UUD 1945 

b. Produk hukum 
yang 
seharusnya 
diber~tuk UU, 
di keluarkan 
presiden dalam 
bentuk 
peraturan 
presiden 

c. Presiden 
Soekarno 
diangkat 
sebagai 
presiden 
seumur hidup. 

d. Penyusun 
APBN tanpa 
persetujuan 
DPR 

e. Presiden 
membubarkan 
DPR 

3. Kondisi Rakyat : 
a. Sistem 

pemerintahan 
kacau, karena 
dijalankan tidak 
sesuai dengan 
konstitusi, 
sehingga 

itinjau Dari Kepentingan Rakyat*) 
Masa Orde Baru 

1966-1998 
A. Presiden : Soeharto 

1. Tipe pemirrrpin : 
Nliliteristik,Kharismatik, 
gaya raja jawa, totaliter 

2. Penyimpangan : 
a. Melakukan 

legitimasi 
kekuasaan 'status 
quo' dengan 
memperalat sisi 
lemah UUD 1945. 

b. Anggota MPR dari 
utusan golonganl 
utusan daerah yang 
diangkat presiden 
melebihi '/2 dari 
jumlah anggota 
lW PR 

c .  Dipilih berulangkali 
selama 6 kali 
sebagai presiden. 
Berkuasa selama 32 
tahun 

d. UUD 1945 
disakralkan 

e. Peran MPR, DPR, 
lem baga-lem baga 
lain hanya sebagai 
tukang stempel. 

4. Kondisi Rakyat : 
a. Hak politik rakyat 

dipasung 
b. Hak bicara rakyat 

dibungkam aparat 
c. KKN melonjak, 

utang negara 
meningkat drastis. 

d. Krisis ekonomi, 
krisis kepercayaan, 
krisis moral dan 
multi krisis dimensi. 

Masa Reformasi 
1999-2006 

A. Presiden : Habibie 
1. Tipe Pemimpin : 

Teknokrat, sipil, 
demokrat 

2. Penyimparlgan : 
a. Referendum 

membuat timor-timur 
jadi lepas dari hIKRI 

b. Pengangkatan Habib 
jadi presiden 
dilakukan oleh 
Soeharto di lstana 
Negara 

3. Ko~idisi Rakyat : 
a. Pemilu dipercepat 
b. Kran demokrasi 

rakyat dibuka 
c. Kebebasan pers, 

multi partai 
d. Ekonomi rakyat 

membaik, rupiah 
menguat secara 
signifikan dan stabil 
terhadap USD 

6. KH. Abdurrahman 
Wahid 
1. Type Pemimpin : 

Kliarismatik, sipil, 
sangat moderat (over) 

2. Penyimpangan : 
a. Tidak sehat jasmani 

secara maksimal 
b. Pembisik-pernbisik 

tidak ada kepastian 
liukum. 

c. Burneigate- 
buloggate 

d. Dekrit 
mernb~~~barkan DPR 
dan Partai Golkar 

e. Diimpesidenan oleh 



*) Ringkasan ini dibuat oleh penulis, yang bersumber dari berbagai bahan bacaan, seperti 
Subandi A1 Marsudi, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi (Edisi Revisi). 
PT.RadjaGrafmdo Persada, Jakarta 2003 serta Buku Kumpulan Tulisan yang berjudul "Konstitusi B U ~ L I  
Melalui Komisi Konstitusi Independen", Pustaka Harapan, Jakarta, 2002. 

MPR 
3. Kondisi Rakyat : 

Politik tidak stabil 
karena berubah-ubah, 
demokrasi kebablasan 

C. Megawati Soekarno 
Putri 
1. Type pemimpin : 

Kharismati k, 
nasionalis, sipil 

2. Penyimpangan : 
a. Privatisasi aset- 

aset negara 
b. Kolusi, korupsi, dan 

nepotisma 
3. Kondisi rakyat : 

a. Kebutuhan rakyat 
tidak digubris 

b. Bahan-bahan 
pokok meningkat 
harganya 

c. Pemilu bebas dan 
pemilu presiden 
langsung su kses 

D. Presiden SBY 
Presiden pilihan rakyat I 

kehidupan politik 
bangsa tidak 
stabillkacau. 

b. Kesejahteraan 
rakyat buruk, 
ekonorr~i 
merosot, politik 
rakyat gonjang- 
ganjing , 
kerusakan 
dimana-mana 

c. Pemberontakan 
G130SIPKI 

e. Jatuh karena 
demonstrasi rakyat 
(people power) 



3. Sejarah Gagasan Kedaulatan Rakyat di Indonesia. 

a. Kaitan Antara Kedaulatan Rakyat dan Pancasila 

Jauh sebelum kemerdekaan, pada dasarnya praktek-praktek Kedaulatan 

Rakyat telah dilaksanakan semasa kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan 

berkembang dalam sejarah Nusantara, terutama pada daerah-daerah 

pedesaan. Dapat dikatakan bahwa dalam kebudayaan Indonesia terdapat dua 

tradisi kedaulatan , yaitu Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Rakyat. 

Kedaulatan raja-raja berlaltu dikerajaan, sedangkan kedaulatan rakyat 

berlaltu di desa-desa. 

Kedua tradisi kedaulatan yang tumbuh pada masa dahulu tersebut 

dipertentangkan secara diametral oleh tokoh-tokoh pergerakan 

kemerdekaan, sehingga pada waktu itu dikenal istilah 'Daulat Rakyat' 

versus 'Daulat Tuanku' yang dipopulerkan Hatta. Agaknya tradisi daulat 

rakyat yang tumbuh dari desa inilah yang menjadi pilihan pendiri republik 

sebagai acuan dalam merumuskan prinsip dan lembaga permusyawaratan- 

penvakailan dalam ULTD 1945 147. 

Gagasan kedaulatan rakyat telah diperdebatkan di dalam forum resmi 

Sidang Pertama Badan Penyelidilt Usaha Persiapan Kemerdeltaan Indonesia 

29 Mei 1945, dalam ranglta menentukan Dasar IVegara Indonesia Merdelca. 

Pada saat itu tujuan kemerdekaan Indonesia disamakan artinya dengan dasar 

kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara, 

yaitu sebagai dasar kemerdekaan negara berupa kedaulatan menuju ke 

'47 Jirnly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan ..... Op.Cit, hlrn. 39-40 
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dalam dan ltedaulatan menuju keluar. Kedaulatan kedalam memberi 

perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur kepada putera negara 

dengan hak milik dan harta bendanya didalam lingltaran batasan negara. 

Sedangkan kedaulatan keluar akan memberi kesempatan luas kepada Negara 

Indonesia mengatur hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan rakyat 

Indonesia dan Indonesia Merdeka adalah berdasar perikemanausiaan yang 

universeel berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsaI4*. 

Pengertian Kedaulatan Rakyat menurut Muhammad Hatta adalah 

sebuah asas yang dianut oleh Negara Indonesia yang menempatkan rakyat 

sebagai yang utama, rakyat umum yang mempunyai kedaulatan, kekuasaan 

(souvereinteit). Karena rakyat adalah jantung hati bangsa, maka rakyat la11 

yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat kita. Dengan rakyat kita naik, 

dan dengan rakyat pula kita t ~ r u n l ~ ~ .  

Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang menganut faham 

Kedaulatan Rakyat. Hal tersebut diperkuat secara hukum dalam Sila ke-4 

Pancasila 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hilmat kebijaksanaan dalam 

pennusyawaratan/penvakilan'. Sila ke-empat ini merupakan sendi yang 

penting daripada asas kekeluargaan, dan asas bahwa tata pemerintahai~ 

Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat150. Kedaulatan Rakyat 

14' Baca Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Ken~erekaan Indonesia 
(BPUPKI); Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945, 1992, 
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta. Hlm. 12-1 3 

'49 ~ a c a  Kata Pengantar yang ditulis Hatta dalam Majalah Berkala yang diberi nama 'Daoelat 
Rakyat', Edisi Pertama (Tahun I No. 1, 30 September 193 1). 

150 Subandi A1 Marsudi, PancasiIa dun UUD 1945 cialam Paradigma Rcfbrrnasi (Edisi Revisi). 
Juni 2003, Cetakan Ketiga PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm. 58 



juga termaktub dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 dan 

selanjutnya dijabarkan pula pada Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945, 

bailt sebelum maupun sesudah perubahan. 

Secara hukum, dapat dikatakan bahwa Kedaulatan Rakyat adalah kata 

yang penting dan keramat bagi bangsa Indonesia. Karena terkandung dalam 

Pancasila, maka Kedaulatan Rakyat merupakan Cita Hultum (rechtsidee). 

Sebagai Cita Hukum Kedaulatan Rakyat berfungsi konstitutif yaitu untuk 

menentultan dasar suatu tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hultuni 

menjadi kehilangan arti dan makna sebagai hukum, sehingga ia lah yang 

menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang 

benar atau tidak. Serta berfungsi regulatif pula, yaitu menentukan hukum 

positif yang berlaku di Indonesia apakah adil atau tidak. 

b. Kedaulatan Rakyat dan Pembukaan UUD 1945 

Jika dicermati Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea berisi poltok- 

poltok pikiran tentang : bentuk negara Indonesia yaitu Negara Kesatuali 

(faham unitarismus); tujuan negara yaitu mewujudltan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat; sistem negara yaitu menganut asas kedaulatan rakyat dan 

permusyawaratan perwakilan; serta dasar negara yaitu Pancasila. 

Seperti dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 I1 butir 3 tentang 

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam " pembukaan" yaitu negara 

yang berkedaulatan Rakynt, berdasar atas kerakyatan dan permusyawnratan 

perwakilan. Oleh karena itu sistem Negara yang terbentuk dalam Undang- 

Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas 



permusyawaratan perwakilan. Karena memang aliran ini sesuai dengan sifat 

masyarakat Indonesia. 

Yang diperkuat pula oieh pendapat SZS Pangeran Alhaj yang 

mengatakan bahwa pokok pikiran ltetiga yang terkandung dalam 

"Pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas 

lterakyatan dan permusyawaratan penvakilan. Oleh karena itu sistem Negara 

yang terbentuk dalam undang-undang dasar hams berdasar atas 

permusyawaratan penvakilan'51. 

Selain itu menurut Abdulkadir Besar ldeologi Pancasila yang disarikan 

dalam empat pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan UUD 

1945 salah satunya adalah tentang negara yang berkedaulatan rakyat, yang 

berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan penvakilan. Keempat pokok 

pikiran tersebut adalah wujud transformasian dari ideologi (dasar negara) 

Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1 9 4 5 ' ~ ~ .  

Lalu menurut Mahfud MD pula berdasarkan konstitusi yang berlaltu, 

Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dasamya secara 

ltonstitusional dan fundamental adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945, alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar Negara, 

berbunyi : "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratanlpenvakilan". Kemudian Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, "Kedaulatan adalah di 

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 

I51 SZS Pangeran Alhaj, Buku Materi Pokok ....., Op. Cit.,hlm. 76 
152 Abdulkadir Besar, Perubahan UUD 1945 Tanpa ... ... Op.Cit., hlm. 10 



~ a k ~ a t " ' ~ ~ .  

Kemudian Subandi A1 Marsudi menambahkan bahwa Sila keempat 

Pancasila merupakan sendi yang penting daripada asas kelteluargaan, dan 

asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas 

kedaulatan rakyat. Hakikat pengertian sila ini selaras dengan Pembultaan 

UUD 1945 alinea lteempat yang antara lain berbunyi ". . .malts disusunlah 

kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang berkedaulatan rakyat.. . .. 7,154 

Dengan demikian maka menurut Pembukaan UUD 1945, bagi Negara 

Republik Indonesia Kedaulatan Rakyat adalah suatu Asas yang dianut dalam 

sistem pemerintahan negara. Asas tersebut dilaksanakan dengan cara 

pennusyawaratan penvakilan. Untuk lebih jelas, bagaimana proses nilai- 

nilai yang terkandung dalarn Pancasila terjabarltan dalam UUD 1945, dapat 

digambarkan Bagan 3 berikut ini : 

153 Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktu ... ... Op.Cit., hlm. 103 
'54 Subandi A1 Marsudi, Pancasila dan UUD 194 S... ... Op.Cit., hlrn.58-59 
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BAGAN. 3 
SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 

Pancasila 

5 Sila yang bersifat umumluniversal 

Di transformasi oleh Pendiri Negara 
Menjadi empat pokok pikiran 

Nilai Pancasila yang diproyeksikan pada kehidupan Negara beserta 
penyelenggaraannya 

PEMBUKAAN UUD'45 

Empat Pungsi Negara Ketentuan hukum 

I i Di jabarkan ke dalam batang tubuh I 

( 2. Memajukan kesej ahteraan urnurn 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia 
Dan seluruh tumpah darah Indonesia 

1 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa I 

Yang tertuang di dalam pasal atau 
Beberapa pasal tertentu dalam batang 
tubuh UUD 1945 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia 

Implementasi Fungsi Negara 
Berwujud keputusan politik dari MPR (TAP), atau DPR (UU). atau Presiden (PP. 
KEPRES, JNPRES) untuk menjalankan pemerintahan Negara 

Surnber: Abdullcadir Besar, Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma, amandemen bukan, konstitusi baru 
setengah hati, (Jakarta Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2002), hlm.25 



c. , Penjabaran Kedaulatan Rakyat Dalam ULTD 1945 

1. MPR Sebagai Lembaga Pengemban Kedaulatan Rakyat 

UUD 1945 (asli) Pasal 1 ayat (2) berbunyi " kedaulatan adalah di 

tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan 

Rakyat". Dengan dasar ini jelas bahwa Indonesia Negara demokrasi, 

tidak dapat dibantah. Kata "ltedaulatan adalah di tangan rakyat" itulah 

yang membuktikannya. Kedaulatan di tangan rakyat menunjukkan 

bahwa kedudukan rakyat adalah yang utama, serta rakyat adalah jantung 

hatinya bangsa. Narnun karena seluruh rakyat dl hdonesia tidak 

mungkin dapat berkurnpul seluruhnya disuatu saat dan pada suatu 

tempat, guna melakukan musyawarah mengenai penhal kenegaraan atau 

pemerintahan, maka kedaulatan yang ada ditangan rakyat tersebut 

diserah-terimakan kepada MPR. 

Keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat kedalam bentuk 

lembaga berupa penvakilan yang disebut Majelis Permusyawartan 

Rakyat, pertama kali dilontarltan oleh Soekarno dalaill pidato 

bersejarahnya 1 Juni 1945. Sejalan dengan Soekarno, Muh. Yamin 

mengemukakan prinsip-prinsip tentang peri Kerakyatan yang terdiri dari 

(A) permusyawaratan yang mengutip surat Assyura ayat 38; (B) 

perwakilan berasal dari dasar adat yang mengharuskan penvakilan- 

perwakilan sebagai ikatan masyarakat diseluruh Indonesia; (C) 

kebijaksanaan yang berasal dari rasionalisme, perubahan dalam adat dan 



masyarakat dan keinginan penyerahan'55. 

Sebagai lembaga negara yang menjalankan aturan atau mendapat 

perintah dari rakyat malta MPR bertanggungjawab dalam menjalankan 

tugas-tugas kekuasaannya itu kepada rakyat. Wujud nyata pertanggung 

jawaban MPR ltepada rakyat sebagai pemegang kelcuasaan tel-tinggi dalam 

negara adalah dalam bentuk rakyat tidak akan menunjuk atau tidak akan 

memilih kembali anggota MPR yang dianggap tidak dapat menjalankan 

ltekuasaan sesuai dengan aspirasi rakyat. dalam pemilihan berlcala (pei~iih~) 

MPR sebagai satu-satunya badan yang melaksanakan dan menjalankan 

kekuasaan tertinggi dalam negara atau kedaulatan rakyat, dipertegas dalam 

Penjelasan Pasal 1 ayat (2)  yang menyebut MPR adalah 'Penjelmaan' 

rakyat. Sistem pemerintahan Negara angka tiga (111) menyebutkan, MPR 

sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des willens 

des Staatsvolkes). Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat ( 1 )  menyatakan, 

"maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah 

akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul 

dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat". 

Selanjutnya kedaulatan rakyat tersebut dilakukan sepenuhnya oleh MPR 

dalam lteadaan seutuhnya belum terbagi dengan lembaga lain, dan 

diwujudkan ke dalam energi kekuasaan utuh MPR yaitu : (1) menetapkan 

dan dan mengubah UUD berdasarlcan Pasal 3 dan Pasal 37; (2) menetaplcal~ 

GBHN sebagai artikulasi penetapan seluruh kehendak rakyat berasarkan 

15' Dahlan Thaib, Konsepsi ~ednulaton . ... OpCit., hlm 194-1 95 



Pasal 3 UUD; (3) memilih dan memberhentikan presidenlwaltil sebagai 

mandataris pemegang kekuasaan pemerintahan Negara berdasarkan Pasal 6 

Ayat (2). Kedaulatan rakyat yang diwujudkan lte dalarn energj kekuasaan 

utuh tersebut mempersyaratkan legitimasi kehendak seluruh rakyat, artinya 

tidak cukup hanya berdasarltan ltehendak mayoritas raltyat. Malta wajal-la11 

jika secara kelembagaan MPR menyandang gelar sebagai Lembaga 

Tertinggi Negara. 

Hamid Attamimi menafsirkan istilah 'penjelmaan' yang melekat pada 

MPR adalah sebagai "penggantian" atau "pengambilan barang" (varvanging 

atau de plaats inneming) yang berasal dari bahasa vertretungsorgan. Tni 

mengandung makna MPR menggantiltan rakyat untuk melaksanakan 

kedaulatan rakyat, dengan kata lain MPR tidak dapat dipaharni sebagai 

lembaga perwakilan'56. 

Sedangkan menurut Mahfud MD'~' sejalan dengan teori Rousseau 

tentang kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat lndonesia tidak 

dilakukan melainkan diserahkan pelaksanaanya kepada Majelis 

Permusywaratan Rakyat (MPR). Sehingga menurut ketatanegaraan W D  

1945, MPR merupakan Lembaga Tertinggi Negara, karena lembaga tersebut 

dapat dikatakan sebagai miniatur (penjelmaan kecil) dari seluruh rakyat 

Indonesia. Jadi pemegang seluruh kekuasaan di Negara Republik Indonesia 

adalah rakyat yang kemudian diserahkan pelaltsanaaimya ltepada MPR. 

'56 Ibid, hlm. 3 19 
'57 Moh Mahfud MD, Dasar clan Struktur ... ..,Op.Cit.,hlm. 105 



Dengan demikian MPR mempunyai kekuasaan tertinggi di Indonesia, segala 

kekuasaan untuk menyelenggarakan negara ini pada dasarnya terletak di 

bawah ltekuasaan MPR atas mandat dari rakyat. 

2. Transformasi Kekuasaan Kedaulatan Rakyat MPR ke dalam lembaga- 

lembaga negara 

Mengingat MPR adalah satu badan yang besar dan Iic~nban sificl~lya, 

maka amat tidak mungkin untuk melaksanakan seluruh kekuasaannya. 

Sehingga Majelis tersebut lalu menyerahkan lagi kekuasaannya kepada 

lembaga-lembaga yang ada dibawahya. Adapun lembaga-lembaga negara 

yang terletak langsung dibawah MPR adalah Presiden, DPR, DPA, MA, 

BPK. 

Menurut John Locke, berdasarkan pada sejarah tentang pemisahan 

kekuasaan negara kedalam berbagai organ, adalah agar tidak terpusat di 

tangan seorang monarki (penguasa absolut). Yang dikemukakannya dalam 

buku "Two Treaties of Government" dengan teori yang berbunyi bahwa 

"keltuasaan negara dibagi dalam tiga yaitu kekuasaan legislatif (membuat 

undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang) dan 

kekuasaan federatif melakukan hubungan diplomatik dengan negara- 

negara lain)". Pembagian kekuasaan menurut John Locke ditafsirkan 

sebagai pemisahan kekuasaan (separation of Power). 

Scdangkan menurut Montesqieu, teori John Locke tersebut telah 

dikembangkan sedikit berbeda dari John Locke, Montesqieu membagi 

ltekuasaan pemerintahan dalarn tiga cabang yaitu "kekuasaan legislatif, 

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif ', dan masing-masing 



lteltuasaan tersebut tetap hams terpisah (separation of power) baik dari segi 

tugas (hngsi) maupun dari segi alat perlengkapan (organ) yang 

menyelenggarakannya. Jadi Montesqieu terutarna menekanltan ltebebasan 

badan yudikatif, untuk tujuan agar kemerdekaan individu dan hak azasi 

manusia di jarnin dan di pertamhkan. Walaupun sebenamya Montesqieu 

berpendapat sama seperti John Locke, karena ia juga berpendapat bahwa 

pembagian kekuasaan Negara ditafsirkannya sebagai pemisahan 

kekuasaan (separation of power), artinya tiga kekuasaan tersebut masing- 

masing harus terpisah satu sama lain. Dari kedua pendapat tersebut, ternyata 

daalm sej arah menunjukkan bahwa cara pembagian kekuasaan yang 

diusulkan Montesqieu lebih banyak dilaksanakan dalam sistem 

pemerintahan negara. Kekuasaan federatif yang dimaksudkan oleh John 

Locke, oleh banyak negara sekarang ini, dilakukan oleh eksekutif melalui 

departemen Luar Negerinya masing-masing. 

Sedangkan menurut Emanuel Kant pembagian kekuasaan-kekuasaan 

adalah kedalam tiga pusat kekuasaan yang diberi nama Trias Politika 

[Tri=Tiga, As=poros (pusat); Politika=kekuasaan] atau tiga pusatlporos 

kekuasaan negara. 

Adapun cara pembagian kekuasaan yang sering dilakultan oleh negara- 

negara di dunia adalah: 

1). Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. 

Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara hngsi-hngsi 

pemerintahan yang bersifat legislatif eksekutif dan yudikatif. 



2). Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tungkat 

pemerintahan. Atau di sebut Carl J. Friedrich dengan istilah pembagian 

ltekuasaan secara territorial (Territorial division o power). 

Maka sesuai dengan klasifikasi teori pembagian kekuasaan diatas, 

selumh kekuasaan yang terletak ditangan NIPR dilimpahkan lagi kepada 

lembaga-lembaga yang dibawahnya, yakni : 

1). Kekuasaan Eksekutif kepada Presiden. 

2). Kekuasaan Legislatif kepada Presiden bersama DPR. 

3). Kekuasaan Yudikatif kepada Mahkamah Agung dan untuk sebahagian 

kecil diserahkan kepada Presiden. 

4). Kekuasaan Auditif ltepada BPK. 

5). Kekuasaan Konsultatif kepada DPA. 

Menurut yang diatur UUD 1945 (asli), W D  1945 tidak menganut 

doktrin Trias Politica secara murni seperti apa yang di ajarkan Montesqieu, 

karena UUD 1945 tidak menerapkan sistem pembagian kekuasaan (division 

ofpower). Dengan alasan sebagai berikut : 

1). U J  1945 tidak membatasi secara tegas, agar setiap kekuasaan hams 

dilakukan oleh satu orgadbadan tertentu yang tidak boleh dicampuri 

oleh organlbadan yang lainnya. 

2). UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan untuk dibagi atas tiga bagian saja 

dan juga tidak membatasi pembagian kekuasaan untuk dilakukan oleh 

tiga organlbadan saja. 

3). UUD 1945 tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan oleh 



Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 1 ayat (2) kepada lembaga- 

lembaga lainnya. 

Untuk selanjutnya sistem pembagian kekuasaan yang terbagi (division of 

power) dan bultan terpisah (separation of power) tersebut dilakukan dengan 

dua cara : pertama, secara Horizontal yaitu pembagian lteltuasaail menurut 

fungsi yang di bagikan ltepada legislatif, eksekutif, dan yudikatif, namun 

adakalanya ketiga fungsi ini saling bekerjasama. Kedua, secara vertikal 

yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkat pemerintahan. Dimana 

kekuasaan tersebut dibagikan oleh pemerintah pusat kepada propinsi dengan 

asas desentralisasi dan dekonsentrasi serta ltepada pemerintah 

kabupatenlkota dengan asa authonomy (pasal 4- pasal 25). Bagaimana 

proses transformasi tersebut berjalan, terlihat pada Tabel 2 berikut ini : 



Tabel. 2 
PERBANDINGAN KONSEPKEDAULATAN RAKYAT 

r- KoNsEP I FAHAM INDONESIA (INTEGRAL.,) I FAHAM LIBERAL I 

TUJUAN DARI DIDIRIKANNYA 
NEGARA 

DEMOKRASI 
KEHENDAK RAKYAT (THE FULL OF 
THE PEOPLE) 

INSTITUSI PELAKU KEKUASAAN 
KEDAULATAN 

PENGORGANISASIAN KEKUASAAN 
KEDAULATAN 

Yang berdaulat = seluruh rakyat 
Kehendak seluruh rakyat 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Yang berdaulat = Individu orang 
Kehendak mayoritas orang i 

Indonesia 
Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(sebagai lembaga jelmaan seluruh rakyat 
yang berdaulat) 

Pembagian Kekuasaan 
(Devision of Power) 
Pada iizstansipertarna 
Rakyat yang berdaulat mengembankan 
kekuasaan kedaulatan seutuhnya kepada 
MPR (belum di bagi ke lenlbaga Negara 
yang lain), 
Yaitu : 

Kekuasaan menetapkan dm mengubah 
UIJD 

The greates happiness for the greatest 
number 
Parlemen 
(sebagai lembaga penvakilan dari rakyat 
yang berdaulat) 
Khusus dalam Negara federal : 
- USA : Congress : - House 

of. 
Repr. 
Senata 

- AUS : Federal Assembly : - House of 
Repr. 
Senata 

Pemisahan Kekuasaan 
(Separation of Power) 

Kekuasaan kehakiman kepada 
Mahkamah Agung dan semua 
peradilan di bawahnya 

Kekuasaan kedaulatan langsung dibagi 
hnbis menjadi tiga jenis kekuasaan, 
sekaligus dipisahkan antara 

Kekuasaan legislatif yang diemban 



I / Kekuasaan mengartikulasi dan I kepada parlemen atau Congress; I 
menetapkan kehendak seluruh rakyat 
(GBHN) 
Kekuasaan memilih Presiden dan 
Wakil Presiden 

Pada instansi kedua : 
Proses pencapaian kelzerzdak seluruh 
rakyat dan penyelenggara Undang- 
Undang Dasar dilakukan oleh pengemban 
kekuasaan kedaulatan yang dibagi habis 
menjadi tiga dan diembankan kepada tiga 
lembaga IVegara, yaitu : 

Kekuasaan legislatif kepada DPR 
Kekuasaan eksekutif ke~ada Presiden 

Kekuasaan eksekutif yang 
diembankan kepada perdana Menteri 
atau Presiden; 
Kekuasaan yudikatif yang 
diembankan kepad Mahkamah Agung 
dan semua peradilan di bawahnya 

Antara ketiga kekuasaan tersebut 
diberlakukan checks and balances. 

Montesqieu mengajarkan horizontal 
checks and balances. USA menerapkan 
vertical checks and balances. 

PROSEDUR ARTIKLTLASI KEHENDAK 
RAKYAT 

Musyawarah untuk mufakat Vooting 



3. Penjabaran Kedaulatan Rakyat 

Kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 asli kemudian dij abarkan 

ltedalam lembaga-lembaga negara, yang dapat terlihat pada bagaimana 

lembaga-lembaga tersebut terbentuk, seperti apa tugas, ltedudukan, fungsi 

serta bagaimana saling hubungan antara dan antar lembaga-lembaga 

tersebut. Adapun lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 asli adalah 

sebagai beriltut 

I). MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga pemegang 

kedaulatan rakyat seutuhnya (Pasal 1-3). 

2). PresidenIWakil Presiden : Lembaga pemegang ltekuasaail 

pemerintahan negara sesuai dengan perintah undang-undang (Pasal 4- 

15). 

3). DPR : Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga pemegang kuasa 

pembentukan undang-undang untuk pelaksanaan pemerintahan Negara, 

sebagai lembaga DPR melakukan tugas pengawasan dan ltontrol 

terhadap j alannya pemerintahan (Pasal 19-22). 

4). DPA : Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga yang memberiltan 

pertimbangan kepada presiden (Pasal 16). 

5). MA : Mahakamah Agung adalah lembaga pemegang kekuasaan 

tertinggi bidang pelaksanaan hukum dan kehakiman, yang berltuasa 

secara merdeka (Pasal24-25). 

6). BPK : Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pemeriksa 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal23). 

7). Pemerintahan Daerah : adalah lembaga pemerintahan di tingkat daerah 

yang rnembantu menjalankan pemerintahan dengan asas desentralisi 

(Pasal 18) 



BAGAN. 4 
JALUR STRUKTUR KETATANEGAWN 

JALURHUBUNGANKEKUASAANNEGARA 
SEBELUM AMANDEMEN 

DPRD KABIKOTA 

7 l ~ a f t s  sumberpembentukan ] 

IGarts ~lrarki  ~lruklur ~ekuasaan ~ e g a r a  I 
4 [Garis sallng hubung tuga~fungsilkewenangan I 

l~arlspengawasan I 



Tabel 3 : Ikhtisar Susunan Lembaga-Lembaea Negara UUD 1945 (Asli)* 

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN u 
(1) MPR : terdiri 

atas anggota 
DPR dan 
Utusan 

Golongan/Utusan 
Daerah (*3) 

(2) 
PRE 

SIDENIW 
KL: dipilih 
oleh MPR 
dengan 
suara 
terbanyak 
(*I) 

Merupakan 
Lembaga 
Tertinggi, 
berada setingkat 
diatas 
Lembaga- 
Lembaga 
Negara leinnya. 

Lembaga 
Tinggi Negara 
yang berfungsi 
sebagai 
pemegang 
kekuasaan 
pelaksanaan 
pemerintahan. 
Dan 
berkedudukan 
setara dengan 
DPR dan 
lembaga 
lainnya. 

TUGAS DAN 
WEWENANG 

Bersidang 
sedikitnya 
sekali dalam 
lima tahun. 
Menetapkan 
UUD 
Mengangkat 
dan 
memberhent 
ikan 
PresidenIW 
akil(***2). 
Membentuk 
UU dengan 
persetujuan 
DPR 
(***3). 
Dalam ha1 
ihwal 
kegentingan 
Yaw 
memaksa, 
berhak 
menetap kan 
Perpu. 
Mencabut 
Perpu yang 
tidak 
disetujui 
DPR (***3) 
Menetapkan 
PP untuk 
menj alanka 
nUU 
Pemegang 
kekuasaan 
t ertinggi 
atas TNI. 
Menyatakan 

FUNGSI 

1 Lembaga 
Yaw 
memega 
ng 
sepenuh 
nya 
ltedaulat 
an 
rakyat 
seutuhn 
Ya. 

Lembaga 
pemega 
ng 
ltekuasa 
an 
pemerint 
ahan 
(Eksekut 
if) 

Bersama 
DPR 
memega 
ng jugs 
kekuasa 
an 
Legislati 
f (*3) 

Fungsi 
Yudikati 
f, 
mengan 
gkat 
Jaksa 
Agung 

HUBUN 
GAN 
DGN 
LBG 
LAIN 
05 (1-3)* 
06 ( 1 -  

2)*** 

115 (2-1)* 
116 (2- 

3)*** 
117 (2- 

3)*** 
118 (2- 

3-4-5- 
6)*** 

119 (2- 
3)""** 



(3) DPR 
penvakilan partai 
politilc, dipilih 
dalam pemilu. 

Lembaga 
Tinggi Negara 
yang memberi 
persetujuan 

, terhadap setiap 
undang-undang 
Yang akan 
dijalankan oleh 
kekuasaan . 
pemerintahan 
(**2). 

perang, 
membuat 
perdamaian 
serta 
perj anjian 
dengan 
Negara lain. 
Mengangkat 
duta dan 
konsul serta 
menerima 
duta dari 
Negara lain. 
Menyatakan 
Negara 
dalarn 
lteadaan 
bahaya. 
Menetapkan 
DPA, BPK 
dan MA 
berdasarkan 1 
saran dari 
DPR (***3- 
4-5-6). 
Memberi 
gr asi, 
amnesty, 
abolisi dan 

1 rehabilitasi. 
Memberi 
gelar, tanda 
j asa dl1 
tanda 
kehorrnatan. 
Bersidang 
sedikitnya 
sekali dalarn 
setahun. 
Memberi 
persetujuan 
terhadap 
setiap 
undang- 
undang 
Yaw 

Lembaga 
pemberi 
persetuj 
uan 

1 terhadap 
setiap 
undang- 
undang 
(legislas 
i) 

, Fungsi 



Berkedudukan 
setara dengan 
Presiden dan 
DPR serta 
lembaga- 
lembaga 
lainnya. 

Budgeta 
ir 
(""""2) 

Fungsi 
pengawa 
san . 
(""""2) 

diaj ukan 
pemerintah 
("""2). 
RUU yang 
tidak 
disetujui 
oleh DPR, 
tidak boleh 
diajukan 
lagi dalam 
persidangan 
DPR masa 
itu ("""2). 
Hak anggota 
DPR untuk 
mengajukan 
RUU 
("""2). 
Jika yang di 
ajukan 
tersebut 
tidak 
disahkan 
oleh 
Presiden, 
tidak boleh 
dimaj ukan 
lagi dalam 
persidangan 
DPR masa 
itu. 
Hak 
interplasi, 
hak angket 
dan hak 
menyatakan 
pendapat 
("""2). 
Menyetujui 
atau tidak 
menyetujui 
thdp Perpu 
yang dibuat 
oleh 
Presiden 
("""2). 

2)*** 
(3- 
2)"""" 
(3- 
2)"""" 



14) DPA : Menurut 
JU ditetapkan oleh 
'residen 
3erdasarkan 
?ersetujuan DPR 
:*2,31 

;etara dengan 
'residen dan 
IPR, serta 
emabaga 
ainnya. 

(5) MA : Menurut 
UU ditetapkan oleh 
Presiden 
berdasarlt an 
persetujuan DPR. 
(*2,3). 

(6) BPK : Menurut 
UU ditetapkan oleh 
Presiden 
berdasarkan 
persetujuan DPR. 
("293). 

Setara dengan 
'residen dan 
DPR, serta 
.embaga 
lainnya. 

Setara dengan 
Presiden dan 
DPR, serta 
lembaga 
lainnya. 

1 Perpu yang 
tidak 
disetuj ui 
DPR harus 
dicabut. 
Melnberiltan 
jawaban 
atas 
pertanyaan 
Presiden. 
(***2). 
Berhak 
memaj ukan 
usul kepada 
pemerintah. 
(***2). 

Melaksanak 
an 
kekuasaan 
ltehakiman, 
menurut UU 
(***2,3) 

Memeriksa 
pertanggung 
j awaban 
keuangan 
Negara 
(* * *2) 

Lembaga 
Yaw 
berfungs 
i 
memberi 
pertimba 
ilgan 
kepada 
Presiden 
(* * * *2) 

Lembaga 
Yang 
berfungs 
i sebagai 
pelaksan 
a 
ltekuasa 
an 
kehakim 
an 

Lembaga 
yang 
berfungs 
i sebagai 
pemerik 
sa 
pertangg 
ung 
jawaban 
keuanga 
n 
Negara. 
(****2) 



Sub- 
ordinate 
Pemerin 
tah 
Pusat. 

@ Pemda : dipilih 
oleh DPRD 
setempat. 

*Diolah oleh penulis berdasarkan teks UUD 1945 asli. 

Diatur UU 
(**2,3). 
Dibawah 
sub-ordinasi 
Pemerintah 

Menjalankan 
tugas 
pemerintahan 
dengan asas 
SentralisaSi. 



B;' Periode 1999-2002 Setelah UUD 1945 Perubahan 

Analisa Umum Atas Perubahan 

1. Makna Kedaulatan Rakyat Dalam Sejarah ULTD 1945 

Pembentukan UUD 1945 salah satu fungsinya adalah untuk menjaga 

pelaltsanaan ltedaulatan rakyat sebagai asas yang dianut dalam siste~ii 

pemerintahan negara. Sebagai norma hukum tertinggi UUD 1945 adalah alat 

untuk mengontrol norma-norma hukum yang ltedudukannya lebih rendah, 

apaltah telah sesuai atau tidak terhadap nilai-nilai yang terltandung dalani 

makna kedaulatan rakyat. Lalu UUD 1945 sebagai hukum dasar adalah aturan 

yang mengikat setiap lembaga negara, setiap lembaga masyaralcat dan juga 

mengikat setiap warganegara Indonesia, sehingga berfungsi memberi 

pembatasan atas kekuasaan negara serta berfungsi pula sebagai alat untulc 

melindungi hak-hak warganegara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. 

Sebaliknya dalam proses pembentukan UUD 1945 juga tersirat malma 

ltedaulatan rakyat, antara lain dapat dilihat dari beberapa hal, seperti : (1) 

lceterlibatan unsur rakyat pada proses pembentukan tersebut; (2) alcomodasi 

ltepentingan rakyat dalam isinya; (3) adanya jaminan perlindungan hak-hale 

raltyat oleh UUD tersebut. Dari ltlasifikasi ini, memang dalam sejarah proses 

pembentultannya, ULTD 1945 dibentult hanya dalam ten~po yang sangat singleat, 

yaitu hanya dalam tempo 50 (limapuluh) hari. Selarna 49 hari terhitung sejak 29 

Mei hingga 16 Juli 1945 tanpa berhenti (terrnasuk hari libur dan hari Minggu) 

adalah tahap persiapan dan pembahasan, yang dilakukan oleh BPUPKI. Lalu, 

selama 1 hari yaitu 18 Agustus 1945 adalah tahap menetapkan UUD 1945 



sebagai hukum dasar, yang dilakukan dalam sidang PPKI. 

Namun, apabila dilihat dari ltomposisi keanggotaan dan substansi materi 

yailg dibahas dalam pelaksanaan tahap persiapan dan pembahasan tersebut, 

telah menyiratkan keaneka-ragaman unsur rakyat sesuai dengan situasi dan 

ltondisi saat itu. Misalnya, apabila dilihat susunan keanggotaan BPUPKI terdiri 

dari unsur pimpinan, dipegang oleh 2 orang Indonesia dengan jabatan Ketua 

yaitu Dr.KRT Radjiman Wedyaningrat dan Ketua Muda Raden Paudji 

Soeroso, sedangkan 1 orang dengan nama Itibangase Yosio sebagai Ketua 

Muda adalah orang Jepang. Dengan 68 orang anggota yaitu'58 : 

1 .  Ir Soekarno 
2. Mr. Mohammad Yamin 
3. Dr. R. Kusuma Atmadja 
4. R. Abdulrahim Pratalykrama 
5. R. Aris 
6. I<. H. Dewantara 
7. K. Bagus A. Hadikusumo 
8. B. P. H. Bintoro 
9. A. K. Muzakir 
10. B. P. H. Purubojo 
1 1. R. A. A. Wiranatalcusuma 
12. Munandar 
13. Oey Tiang Tjui 
14. Drs. Moh. Hatta 
15. Oey Tjong Hauw 
16. H.Agus Salim 
17. M. Sutardjo Kartohadikusurno , 
18. R. M. Margono Djojohadikusumo 
19. K. H. Abdul Halim 
20. I<. H. Masjltur 
21. R. Sudirman 
22. Prof. Dr. P. A. H. Djajadiningrat 
23. Prof. Dr. Supomo 
24. Prof. Ir. R. Roeseno 
25. Mr. R. P. Singgih 
26. Mr. Nj. Maria Ulfah Santoso 
27. R. M. T. A. Surjo 
28. R. Rooslan Wongaokusumo 
29. Mr. R. Susanto Tirtoprodjo 
30. Nj. R. S. S. Sunarjo Mangunpuspito 
3 1. P. Surjohamidjojo 
32. R. Asikin Natanegara 
33. H. Abdul Fatah Hasan 
34. Chairul Saleh 

35. Dr. Buntaran mat oat mod;^ 
36. Liern Kun Hian 
37. Mr. J .  Laturharhary 
38. Mr. R. Hendromartono 
39. R. Sukardjo Wirjopranoto 
40. H. Ah Sanusi 
4 1 .  A. M. Dasaad 
42. Mr. Tan Eng Hoa 
43. Ir. R. M. P. Surachman Tjokroadisurio 
44. R.A.A. Sumitro K. Purbonegoro 
45. K. R. M. T. H. Wurjoningrat 
46. Mr. A. Subardjo 
47. Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakusuma 
48. Abikusno Tjokrosujoso 
49. Parada Harahap 
50. Mr. R. M. Sartono 
5 1 .  K. H. M. Mansjur 
52. Drs. K. R. M. T Wongsonegoro 
53. Mr. R. Suwandi 
54. K. H.  A. Wachid Hasjirn 
55. P. F. Dahler 
56. Dr. Sukiman Wirjosandjojo 
57. Mr. I<. R. M. T. Wongsonegoro 
58. R. Otto lskandar Dinata 
59. A. R. Baswedan 
60. H. R. Abdulkadir 
6 1. Dr. Samsi 
62. Mr. A. A .  Maramis 
63. Mr. R.  Samsudin 
64. Mr. R. Sastromuldjono 
65. Sultarni 
66. Abdulkaffar 
67. Sultarni 
68. Ir. M. Noor 
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Sedangkan susunan keanggotan PPKI terdiri dari : 

Ir. Soeltarno, ICetua 2. Drs. Mohammad Hatta, Waltil Icetua 
Dan anggota-anggotanya : 
Dr. Radjiman Wedyodiningrat, 
Ki Bagus Hadiltoesoemo, 

Otto Isltandardinata, 
Pangeran Soerjohamidjojo, 
Pangeran Puruboyo, 
Soetardjo ICartohadikoesoel~~o, 
Prof. Dr. Soepomo SH, 
Abdul Icadir, 
Drs. Yap Tjwan Bing, 
Dr. Mohammad Amir, 
Abdul Abbas SH, 
Dr. Ratulangi, 
Andi Pangerang, 
Latuharhary SH, 
Pudja Sh, 
A'H. Hamidan, 
Soeroso, 
Abd. Wachid Hasjim, 
Mohammad Hassan SH, 

Panitia bersidang kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 seliari ses~~dah 

Proltlamasi Kemerdekaan 1945. pada sidang tersebut keanggotaan panitia 

ditambah dengan 6 orang (No. 22-27). Penambahan anggota dimaksud atas 

tanggung jawab Ir. Soekarno dkk-nya. 

22 Iranatahltoesoemah, 

23 Ki Hajar Dewantoro, 

24 Kasman Singodimedjo SH, 

25 Sajoeti Melik, 

26 Iwa Koesoema Soemantri SH, dan 

27 Achmad Soebardjo. 

Proses pembetukan ini telah menghasilkan Telts Undang Undang Dasar 

1945 yang terdiri dari (I) 4 alinea Pembukaan; (11) 16 Bab, 37 Pasal ditambah 4 

Pasal Aturan Peralihan dan 2.Pasal Aturan Tambahan serta 51 butir ketentuail 

(ayat) yang terkandung dalam Batang Tubuh. Sedangkan Penjelasan, rneskipun 

tidak disahkan dan tidalt ditetapkan pada 18 Agustus atau pada 19 Agustus 

1945 namun disusun, disahkan dan ditetapkan sesudah 19 Agustus 1945. 

Bahkan mungkin pula sesudah tanggal 1 November 1945, barn kemudian 

diberiltan ltepada redaksi untuk dimuat dalam Berita RI. Pada waktu UUD 1945 



dinyatakan berlaltu kembali oleh D e b t  Presiden 5 Juli 1959, Penjelasan UUD 

1945 tersebut dimuat bersarna-sama dengan Pembukaan dan Batang Tubuh pada 

Lembaran Negara No.75 Tahun 1959 serta dikuatltan pula dalam Ketetapan 

MPRS No.XXlMPRS11966. 

Akomodasi jaminan dan perlindunagn terhadap halt-hak raltyat, dilihat dal-i 

segi waktu perumusan dan pengesahan TX7D 1945 dilakukan sebelum deltlarasi 

PBB tentang halt-hak asasi manusia diumumkan. Dengan demikian kalau ltita 

telusuri riwayat perumusan ULID 1945 nampaklah pikiran piltiran aseli tentang 

hak-hak asasi manusia. Yang dimaksudkan kepada latar belakang tradisi budaya 

ltehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Pada pembicaraan dalam BPUPKI, 

hak-hak asasi manusia sudah cukup mendapat perhatian, walaupun belum 

mendetail. Dalam rapat panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 11 

Juli 1945 yang dipimpin oleh Soekamo selaku ketuanya, anggota Muh Yamln 

telahrnengusulkan agar disusun sebuah "declaration of rights" di samping 

Preambul dan (naskah) Undang-Undang Dasar. Usul itu diterima ketua panitia 

dan dibentuk sebuah panitia perancang "declaration of rights" terdirl atas tiga 

orang anggota, yaitu : Subardjo, Sukiman dan Parada Harahap. Anggota Sartono 

mengusulkan supaya panitia ini juga merancangkan suatu pernyataan 

kemerdekaan (declaration of independence). Kemudian dalam rapat pantia yang 

berikut tanggal 13 Juli 1945, anggota Ny. Santoso menyatakan menganggap 

perlu supaya hak-hak dasar d~masukkan dalam Undang-Undang Dasar, namun 

ha1 itu tidak disetujui. Oleh ketua panitia kecil (Soepomo) yang menganggap ha1 

itu tidak perlu ltarena Negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat. 



2.t Pemberlakuan dan Pelaksanaan UUD 1945 

Apabila dilihat dari makna kedaulatan rakyat, terjadi pasang-surut dalam 

pelaksanaan UUD 1945 serta tolak-tarik dalam pemberlakuannya. Misalnya 

terjadi selama kurun waktu masa transisi kemerdekaan hingga pada masa orde 

baru (Orba), adalah sebagai b e r i l t ~ t ' ~ ~  : 

1). Kurun waktu 1945-1 949 masa pelaksanaan UUD 1945 hasil Proltlamasi, 

pada waktu permulaan kemerdekaan, bukan hanya kedaulatan rakyat bahkan 

ltedaulatan negara pun berada dalam keadaan yang serba sulit, karena 

dirongrong dan diancam oleh bangsa Belanda beserta konco-konconya yaitu 

kelompok pemenang Perang Dunia 11. Belanda tetap menggannggu sistem 

pemerintahan yang dijalankan Indoneisa dengan politik federalismenya atau 

politik "devide et impera" yang memecah belah persatuan rakyat dalam 

bangsa. Pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Negara Republilt 

Indonesia Serikat (RIS) pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 27 

Desember 1949. 

2). Kurun waktu 1949- 1950 masa pelaksanaan Konstitusi RIS, dengan 

diakuinya ltedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh 

Belanda, berarti ltedaulatan kedalam yang berdasarltan pel-satuan raltyat 

Indonesia terpecah. Sebab berlakunya Konstitusi RIS (K-RIS) diwilayah 

RIS dan UUD di sebatas wilayah Negara Republik Jidonesia. UUD 1945 

adalah konstitusi yang berlandaskan aliran integral sedangkan K-RIS 

merupakan ltonstitusi yang berlandaskan aliran federalisme. K-RIS gaga1 

159 Disarikan dan dirangkum oleh penulis berdasarkan buku-buku CST Kansil dkk, Kon.~tit~c.si- 
Korzstitusi Indonesia .... ; SZS Pangeran Alhaj, Buku Materi Pokok Pendidikarz P~llzcrrsila ... ..., B L ~ ~ L L  
Bahan Penataran P-4 Terbitan Sekretariat Negara RI; Buku Marsono, Susunan Dalam Satu.. . . . 



dalarn melaltsanakan penyelenggaraan dan pembangunan serta tidak dapat 

mengatasi kesulitan, sehingga berakibat kepada kesejahteraan rakyat yang 

burult. Akhimya satu per satu Negara bagian melepaskan statusnya sebagai 

Negara bagian dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) yang berpusat di Yogyakarta. Diadaltarvlya perundingan di 

Yogyakarta antara RIS dan NKRI menghasilkan persetujuan perubahan 

UUD yang melahirkan Republik Indonesia Kesatuan 1950. 

3). Kurun waktu 1950-1959 masa pelaksanaan ULIDS 1950, dimana piagam 

persetujuan antara RIS dengan RI menetapkan pembentukan panitia 

bersama untult merancang UUDS Negara Kesatuan. Rancangan UUDS ini 

diterima dan rnenjadi UUDS RI yang ditetapkan dengan UU Federal No. 7 

dan diumumkan dalam lembaran Negara No. 56 tahun 1950. ULTDS ini tidak 

dapat menj aga stabilitas Negara. Kesejahteraan rakyat rnasih buruk, ltarerla 

pembangunan terbengkalai akibat "jatuh bangun" nya kabinet yang 

terbentuk serta pengaruh sistem liberalisme yang dianut UUDS 1950. 

Akhimya dikeluarkan deknt presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan untuk 

kernbali pada UUD 1 945 asli hasil proklamasi. 

4). Kurun waktu 1959-1999 rnasa Pemberlakuan kembali ULID 1945 

Proklamasi dalam pelaksanaannya, yang dibagi dalam beberapa periode : 

Orde Lama 1959-1965, dalam kurun waktu ini UUD 1945 dijalankan secara 

menyirnpang oleh Presiden yaitu dengan cara rnembubarkan DPR hasil 

pemiliu 1955 karena perselisihan soal anggaran yang diajukan presiden dan 

menetapkan DPR-GR. DPR-GR di fungsiltan sebagai pernbantu pernerintah. 



Banyak lteputusan di luar DPR-GR yang diputuskan presiden. Sistem 

pemungutan suara di dalam parlemen diganti d engan sistem musyawarali 

yang pada alhirnya memutuskan presiden pada waktu itu (Soeltarno) 

sebagai presiden seumur hidup. Sistem pemerintahan yang kacau, akibat 

dijalankan tidalt sesuai dengal ltonstitusi, lnembuat kondlsi l\ehldupan 

raltyat dan bangsa saat itu, tidak stabil dan ltacau. Kesejahteraan rakyat 

buruk, disebabkan ekonomi merosot, kerusakan terjadi dimana-dimana yang 

pada akhirnya memunculkan pemberontakan Gl30SlPKI. 

Orde Baru 1965-1998, dalam kurun waktu ini UUD 1945 diperalat 

untult menopang kekuasaan totaliter dengan cara preseiden dipilih secara 

berulang-ulang selarna 6 kali pemilu. Atas dorongan presiden, MPR 

mengeluarkan TAP MPR yang berisi ketetapan melestarikan UUD 1945 dan 

mempersulit perubahan ULTD 1945 dengan cara referendum oleh rakyat. 

Sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara de facto adalah sistem yailg 

sentralistik dan militeristik, sehingga mengakibatkan meluasilya Korupsi- 

Kolusi dan Nepotisme. Sehingga kondisi rakyat pada masa orde baru yang 

terjadi adalah hak politik rakyat di pasung; hak bicara rakyat dibungkarn 

aparat; KKN inelonjak, utang Negara meningltat drastis; krisis eltonomi, 

krisis moral dan krisi multi dimensi serta akhirnya menyebabkan Soeharto 

dijatuhkan oleh kekuatan reformasi, melalui demontrasi rakyat (people 

power). 



Perubahan UUD 1945 Sebagai Agenda Gerakan Rakyat 

Masa Orba dipimpin oleh Suharto, sisi lemah UUD 1945 diperalat untul< 

melanggengkan kekuasaan, yaitu memberi tafsir atas pasal 2 ayat (1) dengan 

cara melaksanakan pengangkatan anggota MPR (utusan daerah dan utusan 

golongan) dari kalangan militer dan kroni di lingkaran terdekatnya. Pasal 7 

ditafsirkan pula dengan cara menjadikan Suharto sebagai presiden yang dipilih 

berulang ltali selama 6 ltali. Untuk lebih melanggengltail lteltuasaannya Orba 

melakukan upaya sakralisasi UUD745 dengan bungkus iltrar "tekad untuk 

melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen" dan menetapkan 

payung hukum : TAP No. T/MPR/1983 dan TAP No. IVIMPW1983 sebagai alat 

proteksi. 

Pada Mei 1998 gerakan mahasiswa mengknstal menjadi kekuatan 

reformasi rakyat (people power) yang mampu menumbangkan rejim tersebut. 

Kekuatan reformasi rakyat ini telah memberi amanah untuk melakukan 

amandemen UUD745 sebagai salah satu dari enam agenda refonnasi. 

Arnandemen UUD745 dimaksud untuk mencegah terulangnya penyelewengan 

terhadap pelaksanaan pemerintah seperti pada masa sebelumnya, dan 

menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik pada masa depan. Ditililt dari 

sejarah pembentukannya, perubahan UUD 1945 merupakan upaya yang sangat 

wajar, terutama bila dikaitkan dari segi waktu dan para pihak yang terlibat 

ataupun prosedur penyusunannya UUD 1945 memang dapat dikategorikan 

sebagai konstitusi yang bersifat transisi dan masih membutuhkan 

penyempumaan. Apalagi BAB XVI UUD 1945 menyiratkail bahwa U UD 1945 



bultan klasifikasi konstitusi yang bersifat absolute yang tidak dapat dirubah 

sama sekali. Melainkan ltonstitusi yang dapat dirubah deiigan syarat yang 

termaktub pada pasal 37 ayat (1) dan (2). Jadi, kewajaran untuk melakukan 

perubahan konstitusi, sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah rasa terkekang 

yang dapat mengakibatkan tindakan diluar Unadang-Undang Dasar 

(institusionil). 

Reformasi diawali dengan peralihan lteltuasaan presiden Soeharto Icepada 

wakil presiden yaitu Habibie. Peristiwa ini melambangkan lahirnya kembali 

blan demokrasi setelah 32 tahun lamanya teredam. Peralihan corak kekuasaan 

militer ltepada seorang sipil-teknokrat, telah membuka kran kebebasan pers dan 

pelaksanaan pemilu dipercepat. Denagn dibukanya kran kebebasan termasuk 

ltehidupan poitilt raltyat, dalam menyongsong pemilu telah terbeiitult 48 partai 

politik (sebelumnya terdiri dari dua partai yaitu PDI dan PPP serta Golkar yang 

pada saat itu menyebut dirinya bukan partai). 

Menurut Abdulkadir Besar, reformasi telah melahirkan persepsi kolektif 

dalam kejiwaan masyarakat Indonesia, bersosok gerak pendulum dari posisi 

terkiri yang menunjuk pada variable "klirnaks totalitarian" ke posisi 

terkananyang menunjuk pada variable "kebebasan mutlak". Akibatnya, pemilu 

tahun 1999 menghailkan elit politik anggata DPR dan MPR yang mengambil 

alih kepemimpinan geraltan reformasi dari tangan mahasiswa. Sebagian besar 

dari elit politik ini merupakan "politisi pendatang barn", yaitu orang-oranng 

yang telah berhasil merebut kran kebebasan politik rakyat yang sedang 

menganga lebar. Sayangnya, mereka sama sekali tidak mendudukkan bandul 



pendulum ke posisi di segmen keseombangan, tetapi justru ikut terhanyut 

inenikmati dan memanfaatkan "kebebasan mutlak" itu.sementara elit politik 

yang jumlahnya lebih besar, berupaya bergerak mengikuti irama pendulum yang 

bergeser, agar "status quo" merelta tetap bertahan, untuk sementara agenda 

mereka di simpan dahulu yaitu para politisi kawakan yang jaya pada masa Orba 

. jadi, konfigurasi politik pasca jatuhnya Suharto, yang telah tergambarkan dl 

dalam "gedung senayan" adalah dikotomi ltelompolt refoimis dan lteloinpok 

"ststus quo". 

Dalam ltonfigurasi politik yang demikian pemerintahan di Indonesia 

menggelinding dengan kecepatan tinggi. Terhitung sejak era reformasi terjadi 

pergantian Preside11 sebanyalt empat kali (dari Suharto ltepada Habible, lalu 

ltepada Abdurralman W ahid, dan akhirnya ltepada M egawat~ salxpai alth I r 

periode tahun 2004). Pada masa Abdurrahman Wahid, Presiden mengeluarkan 

deknt untuk membubarkan DPR dan mengusulkan pembubaran Golkar, pada 

saat yang sama MPR pun mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan 

presiden Abdurrahman Wahid Karen atersangkut kasus "Rulloggnte ". 

digantiltan oleh Megawati Sultarnoputri. Selanjutnya, MPR meiljalanltan agenda 

seperti yang di amanahkan refonnasi, yang salah satunya melakukan 

arnandemen terhadap UUD 1945. 

Kebijaksanaan hukum (legal policy) yang dilaksanakan oleh pemerintah, 

sangat dipengaruhi oleh ltonfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan 

dan penegaltan hukum itu, oleh sebab itu hultum tidak hanya dipandang sebagai 

pasal-pasal yang bersifat imperatif saja, melainkan hams dipandang sebagai 



sub-item yang dalam kenyataan (das-sein), sangat ditentukan oleh politik. Bailt 

dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya, maupun dalam implementasi dan 

penegakkannya. Demikian juga ULTD 1945, pola tindak perubahan yang telah 

dilaksanakan oleh MPR, sejak 1999 hingga ditetapkan pada 2002 sangat 

dipengaruhi oleh ltonfigurasi politik pada saat itu. Dimana ltehidupan politik 

bangsa sedang beralih dari satu rejim ke rejim lain yang sama sekali berbeda 

yang melahirkan persepsi kolektif dalam kejiwaan masyaraltat di Indonesia 

waktu itu. Dalam kondisi kejiwaan masyarakat yang seperti inilah pemilu 1999 

menghasilkan elit politik DPR dan MPR Gedung Senayan, dimana sebagian 

besar elit politik ini malali asyik dengan euphoria menikmati sekaligus 

memanfaatkan kebebasan rnutlak itu. 

Sesungguhnya amandemen dalam artian yang positif, dimaksudkan untuk 

mencegah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan 

pemerintahan, dij adikan dasar tindak penyelewengan, terutama oleh kekuasaan. 

UUD 1945 menurut klasifikasinya, bukanlah konstitusi yang absolut, yang tidak 

dapat dirubah. Jadi kewajaran untuk melakukan perubahan UUD 1945, 

sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah bangsa Indonesia merasa terkekang, 

sehingga tidak mesti bertindak di luar undang-undang dasar (institusionil). 

ICarena suasana Euphoria tersebut di atas, perancangan amandemen UUD 1945 

yang dilakukan anggota MPR, mengabaikan sistematik berpikir : bahwa untuk 

melakukan amandemen suatu konstitusi, hams berpangltal tolak dari "desain 

besar" atau paradigma yang dijadikan dasar para pendiri Negara Republik 

Indonesia pada waktu menyusun UUD 1945. proses berpikir para elit politik 



angota MPR lebih didasarltan pada empiri knsuistilt yang belum diorganisir 

menjadi konsep komprehensif, langsung di proyeksikan pada pasal UUD 1945 

(asli) yang menurut mereka perlu dikenai amanden. 

4. Hasil Perubahan UUD 1945 

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan baik secara kuantitatif maupun 

secara kualitatif, sangat drastis apabila dilihat dari aspelt, berapa lama waktu 

dalam melakukan perubahan, bagaimana proses yang telah dilakultan, dan 

siapa-siapa personil-personil yang terlibat dalam perubahan tersebut. Apalagi 

jika jilta dilihat bahwa perubahan UUD 1945 yang telali dilaltukan telah 

menyebakan Bab, Pasal dan Ayat meningkat secara sangat signifikan. Bahkan 

yang paling penting, telah berimplikasi terhadap perubahan sistem 

ltetatanegaraan Indonesia, khususnya yang terkait dengan kedudukan, tugas, 

fungsi dan hubungan tata kerja Lembaga Lembaga Negara, serta pengaruhnya 

terhadap kedaulatan rakyat. 



BAB IV 

ANALISA TERHADAP PENJABARAN 

ASAS KEDAULATAN RAKYAT DALAM UUD 1945 HASIL PERUBAHAN 

A. Kedudukan Kedaulatan Rakyat Secara Hukum 

1. Kedaulatan Rakyat Sebagai Asas Hukum Umum 

Penelitian ini berjudul 'PENJABARAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT 

DALAM UUD 1945 : Analisis Hukum Terhadap UUD 1945 Hasil Perubahan'. 

Dengan demikian penelitian ini ingin melakukan analisa terhadap kedaulatan 

rakyat sebagai sebuah asas hukum, karena ia tercantum dalam makna sila ke-4 

Pancasila, termaktub pada Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 serta tercantum 

pula secara eksplisit pada Pasal 1 Ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 setelah 

dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut. 

Yang dimaksudkan dengan analisa yuridis dalam judul penelitian ini berasal 

dari pengertian kata analisa menurut kamus bahasa Jndonesia 

' ~oerwadarm.inta'" yaitu usaha untuk melakukan penyelidikan atas suatu 

sebab-sebab, sedangkan kata yiridis artinya adalah menurut hukum"'. 

Sedangkan yang menjadi objek analisa yuridis tersebut adalah Kedaulatan 

Rakyat sebagai Asas yang dianut dalarn ULD 1945 baik pada bagian 

Pembukaan maupun pada Batang Tubuhnya. 

Dengan demikian dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa penelitian 

ini adalah usaha yang dilakukan secara ilmu hukum, untuk menyelidiki 

160 W.J.S.Poerwadarrninta, Kamris Umum Bahasn Indonesia, 1984, Cetakan Keduabelas 
PN.Balai Pustaka, Jakarta, hlrn.39 
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bagaimana kedudukan kedaulatan rakyat sebagai sebuah asas. Apabila analisa 

yuridis yang akan dilakukan dalam penelitian ini dimasukkan kedalam katagori 

penelitian menunlt teori Soerjono Soekanto, maka penelitian ini, masuk ke 

dalam penelitian hukum normatif, yaitu ingin meneliti dogmatik hukum 

terutarna kaidah hukum dalam bentuk penjabaran yang lebih kongkret yang 

disebut sebagai asas hukum. 

Sedangkan alat analisa utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori- 

teori perundang-undangan (Gesetzgebungstheorie) yaitu teori-teori yang 

mempunyai orientasi untuk mencari kejelasan dan kejernihan makna atau 

pengertian, dan bersifat kognitif. Teori ini termasuk ke dalam teori ilmu hukum 

yang bersifat interdispliner sebab sangat berhubungan dengan teori-teori ilmu 

lain seperti teori politik dan teori sosiologi. 

Pengertian asas hukum menurut Soerjono ~ o e k a n t o ' ~ ~  adalah unsur ideal 

dari suatu hukum. Asas hukum terdiri dari dua jenis : (1) usas hukum konstitutif' 

yaitu unsur ideal yang hams ada bagi kehidupan suatu hukum. ( 2 )  asas hukum 

regulatif adalah unsur ideal yang diperlukan untuk berprosesnya sistem hukum 

tersebut. Dilihat dari segi pemberlakukamya, kedua asas-asas hukum tersebut 

ada yang : (1) pemberlakuannya bersfat umum artinya asas tersebut hams ada 

pada setiap sistem hukum. (2 )  pemherlakuantzya bet-sfirt kl7ris~is- artinya 

keberadaan asas hukum tersebut merupakan wujud kekhususan sistem hukum 

dalam suatu masyarakat dan kebudayaannya. 

'62 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukurn Norrnatif Sltatu Tinjuuan Singkut, September 2003, 
Cetakan Ketujuh PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.2 



Paul ~ c h o l t e n ' ~ '  pula mengemukakan, bahwa memang sebuah asas hukum 

(rechtsheginsel) bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsregule). Untuk dapat 

dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum 

sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak (ofniets of veel to 

re1 zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau 

pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk itu terlebih 

dahulu perlu dibentuk isi yang lebih kongknt. Dengan perkataan lain, asas 

hukum bukanlah hukum, n q u n  hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas-asas 

hukum tersebut. 

Sedangkan Asas Hukum menurut Mudzakir adalah 'suatu pokok ketentuan 

atau ajaran yang berdaya cakup menyelumh terhadap segala persoalan hukum di 

dalam masyarakat yang bersangkutan dan berlaku sebagai dasar dan sumber 

materiil ketentuan hukum yang diperlukan'a. 

Jauh sebelum kemerdekaan, pada dasamya praktek-praktek Kedaulatan 

Rakyat telah dilaksanakan semasa kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan 

berkembang dalam sejarah Nusantara, terutarna pada daerah-daerah pedesaan. 

Dapat dikatakan bahwa dalam kebudayaan Indonesia terdapat dua tradisi 

kedaulatan , yaitu Kedaulatan Raja dan Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan raja-raja 

berlaku dikerajaan, sedangkan kedaulatan rakyat berlaku di desa-desa. 

Kedua tradisi kedaulatan yang tumbuh pada masa dahulu tersebut 

dipertentangkan secara diametral oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, 

I63 Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden.. ... Op.Cit., hlm.302 
I64 Mudzakir, Teaching Material TEORI HUKUhl untuk Killirth 2002 Kelr1.s Mugister Hirkurn. 

2002, Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 



sehingga pada waktu itu dikenal istilah 'Daulat Rakyat' versus 'Daulat Tuanku' 

yang dipopulerkan Hatta. Agaknya tradisi daulat rakyat yang tumbuh dari desa 

inilah yang menjadi pilihan pendiri republik sebagai acuan dalani merumuskan 

prinsip dan lembaga permusyawaratan-perwakailan dalan~ UUD 1945. 

Nilai kedaulatan rakyat terkandung dalam Sila ke-4 Pancasila 'Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikrnat kebijaksanaan dalam pennusyawaratan/perwakilan'. 

Sila ke-empat ini merupakan sendi yang penting daripada asas kekeluargaan, 

dan asas bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas 

kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat jugs terrnaktub dalam Alinea ke-empat 

Pembukaan UWD 1945 dan selanjutnya dijabarkan pula pada Pasal 1 Ayat (2) 

Batang Tubuh UUD 1945, back sebelum maupun sesudah perubahan. 

Dengan demikian, kedaulatan rakyat itu merupakan salah satu pokok pikiran 

dari empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 

Sedangkan Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung 

dengan UUD 1945 itu sendiri, ialah bahwa Pembukaan ULD 1945 mengandung 

pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Batang Tubuh 

ULD 1945, yaitu dalam pasal-pasalnya. Empat pokok pikiran ini adalah suasana 

kebatinan yang merupakan pikiran-pikiran . tentang pembentukan Negara, 

sehingga yang dipentingkan adalah persatuan untuk membentuk negara.. 

Konsekuensi karena Kedaulatan Rakyat tersirat dalam sila keempat 

Pancasila, maka ia disebut sebagai Cita Hukum (rechtsiclee) yang mempunyai 

f~mgsi selain fungsi konstitutif -untuk menentukan dasar suatu tata hukum, yang 

tanpa itu suatu tata hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum 



sehingga tak dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum yang benar- dan 

mempunyai fungsi regulatif untuk menentukan apakah suatu tata hukum posit~l' 

adil atau tidal adil. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut UUD 1945, dalam tata 

hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat berada dalam dua 

kedudukan yaitu sebagai Cita Hukum dan sebagai Norma Hcikum Tertinggi. 

Sebagai Cita Hukum (Rerhtsiclee), kedaulatan berada dalam tata h u k u m  

Indonesia namun terletak di luar sistem norma hukum. 

Menurut A.Hamid s . ~ t t a m i r n i ' ~ ~ ,  ketententuan-ketentuan dalam UUD 

1945 yang terdapat dalam Batang Tubuhnya, adalah penjelmaan dari pokok- 

pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pokok-pokok 

piltiran tersebut menurut Penjelasan UUD 1945 adalah Pancasila. Maka menjadi 

jelas, kelima Sila dalam Pancasila termasuk didalamnya kedaulatan rakyat, baik 

secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, merupakan asas-asas 

hukum (algemene rechtsbeginselen) bagi semua ketentuan dalam Batang Tubuh 

UUD 1945. 

Kedudukan kedaulatan rakyat sebagai Asas hukum umum dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas hukum yang hams ada 

ketika dilakukannya pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang 

berfungsi khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi "pembentukan" 

termasuk ketika melakukan "perubahan" atas isi peraturan tersebut. 

165 Hamid S. Attamimi, Pernnan Keputusan Presirlm ...... Op.Cit., hlm.306- 
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2. Kedaulatan Rakyat Sebagai Norma Hukum Tertinggi 

(Staatsfundamentalnorm) 

Menurut Maria Farida Indrati ~ o e p r a p t o ' ~ ~  nonna adalah suatu ukuran 

yang harus dipatuhi oleh seseorang dalarn hubungannya dengan sesamanya. 

suatu ukuran yang membuat hukum menjadi harus dipatuhi oleh seseorang 

dalam hubungannya dengan orang lain. norma hukum berbeda dengan norma- 

nonna lain, antara lain karena Negara memiliki berbagai pulau, berbagai suku 

bangsa dan adanya kebebasan tiap-tiap orang i~ntuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaamya, maka norma 

moral, n o m a  adat dan norma agama yang ada dan berlaku juga berbeda satu 

dengan lainnya.. Sedangkan norma hukuin berlakunya bersifat mutlak, artinya 

tiap norma hukum berlaku bagi seluruh masyarakat yang berada di negara 

tersebut. 

Apabila dilihat menurut teori Nawiasky Kedaulatan Rakyat berkedudukan 

sebagai Staatsfundamentalnorrn, oleh karena Kedaulatan rakyat merupakan 

Norma Dasar (Grzindnorm), sedangkan Norma Dasar (Grunclnorrn) bagi suatu 

negara sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara 

(Stnntsfunclnmentalnorm). Istilah Staatsjirndarnentnlnorrn diperkenalkan 

pertama kali oleh Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre uls 

System der rechtlichen Grundbegriffe. Menurut Nawiasky dalarn suatu negara 

yang merupakan kesatuan tata hukum itu terdapat suatu norma yang tertinggi 

(cer oberste norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau 

166 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Peruncfang-unhngan : Dnsar-Dnsr~r dan 
Pernbentrrkannyn (Disarikan rlari Perklrliahan .-I.Hamid S.A!!a~nimi). Ctttakan kcsebelas, 2000. 
Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlrn.6 



~mdang-undang dasar (die verfassung), Berdasar norma yang tertinggi inilah 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara dibentuk. Oleh Nawiasky 

nonna yang tertinggi dalam kesatuan tata hukum dalam negara diberi nama 

dengan Staatsfun~lamentalnorm (Norma Fundamental Negara). 

Selanjutnya menurut Nawiasky, isi Staatsfundemantalnorm ialah norma 

yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar 

dari suatu Negara (Staatsverfassung), termasuk norma untuk perubahannya. 

Hakekat hukum suatu Staatsfrindamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya 

suatu konstitusi atau UUD; ia ada terlebih'dulu sebelum adanya konstitusi atau 

UUD. Staatsfundarnentalnorm mempunyai akar langsung pada kehendak 

sejarah suatu bangsa, dasar yang membentuk negara tersebut, yang menurut 

Carl Schmitt merupakan keputusan bersama atau consensus tentang sifat dan 

bentuk suatu kesatuan politik (eine Gesammtentscheidung uher .4rt irnd Forn~  

einerpolitischen Einheit) yang diarnbil bangsa tersebut. 

Oleh karena kedaulatan rakyat juga termaktub dalam Pembukaan UUD 

1945, maka ia disebut sebagai bagian dari Norma Hukum Tertinggi. Kedaulatan 

rakyat disebut sebagai Norma Hukum Tertinggi di Indonesia, yang berwujud 

dalam hukum, dalam Norma Hukum, dalam ha1 ini pembukaan dari Hukum 

Dasar, yaitu dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.. 

Sebagai Norma Hukurn Tertinggi ia menciptakan pasal-pasal Hukum Dasar 

dan bentuk lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah, dan tidak dibenarkan 

adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dan kedaulatan 

rakyat sebagai n o m a  hukum yang lebih tinggi itu 



Sebab menurut tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya 

kontradiksi antara norma hukum yang rendah dan norma hukum yang lebih 

tinggi. Dengan demikian, kedaulatan rakyat sebagai asas yang terkandung 

dalam Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 merupakan jaminan tentang 

adanya keserasian dan tiadanya pertentangan antara Pancasila/kedaulatan rakyat 

sebagai norma hukum yang terdapat dalarn Hukum Dasar dan norma-noma 

hukum yang lebih rendah. Ketidak serasian dan pertentangan antara sutau 

nonna hukum dan nomla hukun~ yang lebih tinggi nlenyebabkan ~erjacliny;~ 

ketidakkonstitusionalan (unconstitutionality) dan ketidaklegalan (illegality) 

norma tersebut dan karena itu n o m a  hukum tersebut tidak dapat berlaku. 

Untuk lebih jelasnya, bagaimana kedudukan kedaulatan rakyat sebagai nilai 

yang terkandung dalam Pancasila atau dapat disebut juga sebagai 

Stc~ntsfunclnmentnlnorm dalam tata hukum yang berlaku di I~idonesi~i 

diaplikasikan kedalam Die Theorie vom Stufenaufbau de Rehcthsordnting, 

dapat dilihat pada diagram berikut ini. 



Bagan 1 : Pancasila Sebagai Cita Hukum menurut A.Hamid S.Attamimi, dikembangkan dari 

DIE THEORIE IWM STUFENA UFBA U DER RECHTSORDNUNG*) 
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Pokok pikiran ke-3 
"Kedaulatan rakyat 
berdasarkan 
permusyawaratanl 
~erwakilan" 

/ Y:::: \ 
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I HK. DSR 
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& 
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Forniell gesetz 

NSW --- 

\I pejabal + 
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*) A.Hamid S. Attamimi, Pancl/.silu Citu Hukum Dcrltrm Kehiclr/pan Hukum Bungscl Indonesicl: Pancusilu Sehugtri Ideologi. RP- 
7 Pusat 1991, lilm.85 



3. Kedaulatan Rakyat Sebagai Verfassungnorm 

Kedaulatan Rakyat juga termuat secara ekplisit dalarn Batang Tubuh UUD 

1945, yaitu Pasal 1 Ayat (2), sehingga ia menjadi hukum dasar yang hams 

dilaksanakan dan ditaati, yang mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga 

negara dan lembaga masyarakat termasuk juga setiap warga negara Indonesia 

dirnanapun berada. Oleh Hans Nawiasky disebut dengan ~erfassun~norm'~' .  

Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan 

pemerintah, bahkan juga setiap tindakan kebijaksanaan pemerintah haruslah 

berlandaskan dan bersumberkan pada' asas kedaulatan rakyat seperti 

dicantumkan di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Jadi, segala tindakan yang 

tidak taat terhadap aturan-aturan yang terkandung didalam UUD 1945, dapat 

dikatagorikan sebagai 'tidak konstitusional'. 

Selanjutnya, kedaulatan rakyat yang dijabarkan kedalam ketentuan- 

ketentuan yang tercantum dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai rumusan 

ketentuan-ketentuan Hukum Dasar Negara, juga pada gilirannya rnerupakan 

asas-asas hukum umum bagi penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk 

bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara tennasuk harus j uga 

dijadikan landasan dalam menjalankan fungsi legislasi atau pun fungsi 

konstituante MPR sewaktu melakukan peruhahan ULJD 1945 itu sendiri. 

B. Pengaruh Perubahan UUD 1945 Atas Kedaulatan Rakyat 

1. Pengaruh Perubahan Secara Urnum 

Pen~bahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan tidak hanva memberikan 

pengaruh terhadap perubahan signifikan susunan lembaga-lembaga negara, 

167 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundangan-undangan . . ..., Op.Cit., hlm.4 1 
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yang menyangkut pembentukan, kedudukan, tugaslwewenang, fi~ngsi dan tata 

hubungan antar lembaga negara yang ada., narnun juga secara kuantitas teiah 

mengakibatkan UUD 1945 tidak lagi bersifat singkat atau supel, karena jumlah 

Bab, pasal dan butir-butir subdiktum atau ayatnya meningkat secara luar biasa 

tajam. 

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Sebelum dan Sesudah Perubahan 

Jika diperhatikan tabel diatas, maka persentase peningkatan terjadi 

adalah : jumlah Bab meningkat 31,2%; jumlah Pasai meningkat 97,30%; 

jumlah Ayat meningkat 246.94%; dan namun jumlah Aturan Peral i han 

menurun 25%. 

UUD 1945 bersifat singkat dan supel, dikatakan singkat karena hanya 

terdiri dari 16 BAB dan 37 Pasal ditambah 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 

Pasal Aturan Tambahan dengan 5 1 butir ketentuan (ayat). Aturan-aturan ini 

hanya bersifat dasar (pokok) saja dan merupakan garis-garis besar intruksi 

pemerintah dalarn penyelenggaraan negara. Sedangkan aturan-aturan 

mengenai penyelenggaraan aturan pokok, diserahkan kepada undang- 

undang yang lebih mudah membuat, merubah dan mencabutnya. UUD 1945 

Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

No 

1. 

2' 

Sebelum 
Perubahan 

Setelah 
Perubahan 

Bab 

16 

21 

Ayat 

49 

170 

Pasal 

3 7 

7 3 

Aturan 
Peraiihan 

4 Pasal 

3 Pasal 

Aturan 
Tambahan 

2 Ayat 

2 Pasal 



mengenai penyelenggaraan aturan pokok, diserahkan kepada undang- 

undang yang lebih mudah membuat, merubah clan mencabutnya. UUD 1945 

juga bersifat supel, karena bentuk aturannya yang singkat namun tetap 

mengikat. Sifat lentur (elastis) ini mencegah agar UUD 1945 tidak lekas 

ketinggalan jaman dan tidak lekas pula usang (verounderd). Dapat dikatakan 

ULTD merupakan UUD yang paling singkat diantara UUD negara-negara 

lain di dunia. 

Secara philosophis dan historis pula perubahan UUD 1945, telah 

menyebabkan nilai-nilai proklamasi dan Pancasila dalam wujud 4 pokok 

pikiran yang dikandung dalam Pembukaan, tercerabut dari Batang Tubuh 

ULTD 1945. Padahal nilai-nilai tersebut berasal dari pemikiran bersama 

pendiri bangsa. Pikiran-pikiran, yang telah digodok dengan cara yang tidak 

gampang, bahkan dilakukan dengan modus vivendi (kesepakatan luhur), 

untuk selanjutnya ditransformasikan dalam bentuk asas atau prinsip dan 

dicantumkan di dalam "Pembukaan". 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa pada akhirnya mengakibatkan, 

kedaulatan rakyat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (2) 

ULTD 1945 (amandemen) sesungguhnya adalah kontradiktif. Sebab tali 

penghubung antara pembukaan dan Batang Tubuh tidak lagi erat (bahkan 

cenderung rapuh). Sebab asas kedaulatan rakyat yang merupakan dasar 

konstitusional dan fundamental Negara Indonesia, seperti ditegaskan dalam 

Pembukaan ULJD 1945 alinea IV, tidak lagi diberi otritas yang tinggi. 

Bahkan dapat pula dikatakan perubahan ini telah mencemarkan arti simbolis 



sebuah lembaga yang iljitdnya jelas-jelas sebagai pemegang sepcnuhnya 

"kedaulatan rakyat seutuhnya". 

Disamping itu, menurut penulis perubahan ULID 1945 yang telah 

dilakukan turut piila memberikan pengaruh terhadap Kesatuan Bentuk (tri 

ttrnggal) antara Pembukaan-Batang Tubuh-Penjelasan. Perubahan yang 

dilakukan, telah tunit menibah kesatuan bentilk UUD 1945. menjadi tidak 

lagi terdiri dari Pembukaan-Batng Tubuh-Penjelasan (tri-tunggal). Sebab 

Penjelasan UUD 1945, menurut Pasal I1 Aturan tambahan UUD 1945 hasil 

amandemen, telah ditiadakan (dihapuskan). 

Ketika kita menghayati maksud dari penjelasan bagian Penjelasan 

Umum I.,sebagian dari hukzirn dasar alinea yang n~enylrtakan : UUD tidak 

dapat dirnengerti hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh- 

sungguh maksudnya UUD itu kita harus mempelajari juga bagaimana 

terjadinya teks itu, hams diketahui keterangn-keterangannya dan juga 

harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibtiat ". 

Maka sesungguhnya, secara prinsipil perubahan tersebut telah mernutus 

aliran pernikiran tokoh-tokoh bangsa yang mewarnai sejarah pembentukan 

UUD 1945 (bagaimana terjadinya serta dalam suasana apa dibuat), dengan 

naskah dokumen sejarah konstitusi bangsa Indonesia, sebagai bahan 

penghayatan bagi kita, bagi anak cucu kita, kelak di kemudian hari, 

termasilk penghayatan terhadap kedaulatan rakyat sebagai sebuah faham 

yang dianut oleh Negara Indonesia. 



Tidak hanya itu, pentbahan yang telah dilakukan juga telah merubah 

Nama/Judul UUD 1945, seperti dapat dilihat pada bentuk yang digambarkan 

dibawah ini : 

Perbandingan Penulisan 
NamaIJudul UUD 1945 

Dan Penulisan Kata Pembukaan dan Kata Bab I 
Antara UUD 1945 yang Asli dan UUD 1945 Perubahan 

a. UUD 1945 aslilb8 

UNDANG-UNDANG DASAR 

PEMBUKAAN 

BAB I 

BENTUKDANKEDAULATAN 

b. UUD 1945 perubahan'69 

Dikutip dari buku teks UUD 195 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Repubiik Indonesia. 
yang dicetak oleh PT.Mutiar Sakti Utama Jakarta, tahun 1985, hlm.1 

16' Dikutip dari buku teks ULTD 1945 Hasil Amandemen, Sinar Grafika Jakarta, Agustus 2002 



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

PEMBUKAAN 
(Prearnbule) 

UNDANG-UNDANG DASAR 

BAB I 

Bentuk dan kedaulatan 

Pasal 1 
(1) ........................................................................ 
(2) ........................................................................ 

Judul UUD 1945 asli adalah UNDANG-UNDANG DASAR, di bawah 

judul terdapat perkataan PEMBUKAAN dan tidak ada kata (Preambule). 

Setelah rumusan Pembukaan yang terdiri dari 4 (empat) paragraph (alinea) 

tidak diketemukan adanya perkataan Undang-Undanz Dasar, dengan 

perkataan lain, setelah rumusan pernbukaan itu dilanjutkan dengan rumusan 

Bab-Bab dan Pasal-pasalnya. Dimana judul Bab tersebut dituliskan dengan 

menggunakan huruf besar semua, 

Dengan demikian dari segi penulisan Judul, penulisan kata Pembukaan 

yang langsung dilanjutkan dengan penulisan rumusan-rumusan Bab-Bab dan 

Pasalnya, maka UUD 1945 yang asli tidak memisahkan Pembukaan dari 

Batang Tubuhnya. Atau dapat dikatakan bahwa baik Pembukaan maupun 



Batang Tubuh Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan dan 

' merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang dasar 1945. 

Tindak perubahan yang telah dilakukan oleh MPR, telah membuat judul 

UUD 1945 berubah menjadi Ul.V?>ANG-UNDANG DASAR NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Dibawah judul tertera perkataan 

PEMBUKAAN dan kata (Preambule). Rumusan Pembukaan tetap dan tidak 

dilakukan perubahan apa-apa, yaitu terdiri dari 4 (empat) paragraph (alinea). 

Selanjutnya setelah rumusan Pembukaan terdapat perkataan UNDXNG- 

UNDANG DASAR, baru kemudian direruskan dengan tulisan Bab-bab dan 

Pasal-pasal yang diikuti dengan rumusan-rumusannya. 

Menurut penulis, dari cara penulisan Judul, penulisan kata Pembukaan 

yang diikuti dengan tulisan UNDANG-UNDANG DASAR yang tidak 

langsung dilanjutkan dengan rumusan-rumusan Bab-bab dan Pasal-pasalnya. 

maka dengan demikian UUD 1945 bukan saja berubah judulnya, tapi juga 

hasil perubahan telah memisahkan Pembukaan dari Batang Tubuhnya. Atau 

dengan kata lain Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

adalah merupakan dua bagian yang masing-masing terpisah satu sama lain. 

Seberapa jauh pengaruh perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh 

MPR terhadap bentuk pisik UUD 1945, dapat digarnbarkan dalam tabel 4 

tentang Potret Perubahan UUD 1945 berikut ini. 












































































































































































